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Nama 
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Judul 

ABSTRAK 

Imelda Julia, S.H. 
Magister Kenotariatan 
Akibat Hukum Terhadap Peljanjian Perkawinan Yang Tidak 
Disahkan Oleh Pegawai Pencatat Perkawiuan Bagi Warga Negara 
Indonesia Y aug Melangsllllgkan Perkawinan Di Luar Wilayah 
Indonesia. 

Dalam Undang-undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur 
sooara tegas mengemU kemungkinan penyimpangan terhadap harta benda suami dan 
istri di dalam peljanjian perkawinan. Pasal29 Undang-m~dang Nomor l Tahun I 974 
tentang Perkawinan memberi.kan kemungkinan kepada calon suarni dan calon istri 
untuk melakukan penyimpangan temadap ketentuan mengenai pemhentukkan harta 
bersama, penyimpangan tersebut dilakukan dengan rnembuat suatu peljanjian 
perka\Vinan sebelum perkawinan dilangsungkan. Petjanjian perkawinan merupakan 
persetujuan bersama antara calon suami dan calon istri yang disahkan oleh Pegawai 
Pencatat Perkawinan untuk mengatur akibat perkaw!nan terhadap harta benda mereka 
yang menyimpang dari persatuan harta kekayaaan. Dalam hal teljadi perkawinan di 
luar wilayah Indonesia, yang mana sebelum perkawinan calon suami dan calon istri 
telah membuat pelj"'!iian perkawinan, maka peljanjian perkawinan tersebut tidak 
mendapat pengesahan dari Pegawai Pencatat Perkawinan di lndonesi~ dengan 
demikian sllltus perjanjian perkaw!nan yang demikian tetap berlaku tidak menjadi 
batal. kecuali dalarn proses pembuatannya menyalahi hukum, ketertiban umum dan 
kesusi1aan. Perjanjian perkawinan tersebut berlaku sebagai akta otentik bagi pam. 
pihak yang membuatnya, akan tetapi akta peljanjian perkawinan tersebut hanya 
mengikat kedua belah pihak yang membuatnya. Dengan status peljanjian perkawinan 
tersebut, maka Perlindungan hukum terhadap harta kekayaan suami dan istri adalah 
apabila terdapat permasalahan atau sengketa yang menyangkut harta kekayaan suami 
dan istri maka peljanjian perkaw!nan tersebut hanya berlaku terhadap mereka saja 
sedangkan terhadap pihak ketiga tetap menganggap mereka melangsungkan 
perkawinan dengan percampurnn harta. Agar perjanjian perkaw!nan tersebut dapat 
disahkau oleh Pegawai Pcncatat Perkaw!nan, maka suami dan istri dapat mengajukan 
permohonan untuk mendaperkan izin dari Pengadilan Negeri dalam bentuk Sura! 
Penetapan Pengadilan Negeri yang memerinlahkau agar Kantor Catalan Sipil 
bersedia untuk mengesahkan petjanjian perkawinan tersebut. 

Kata KWici : Peijanjian Perkawinan, Perkawinan di luar wiJayah Indonesia. 
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ABSTRACT 

Name Imelda Julia, S.H. 
Study program: Magister Kenotm:iatan (Master of Notary) 
Title Legal Consequences against Marriage Contract that is not legalized 

by a Marriage Registrar for Indonesian Nationals who solemnize a 
Marriage outside the Territory of Indonesia 

In the Law Number 1/1974 on Marriage, it doesn't explicitly provide the possible 
aberration on a married couple's property in a marriage contract. ArticJe 29 of Law 
Number 1/ 1974 on Marriage gives possibility to the prospective husband and 
prospective wife to commit violation of the provisions on the formation of joint 
property, such violation is committed by entering into a marriage contract before a 
marriage takes place. A Marriage Contract forms a joint agreement between 
prospective husband and JfiOSpective wife that is legalized by Marriage Registrar to 
govern the marriage consequences against their properties that aberrate from the unity 
of property. If a marriage takes place outside the territory of lndonesi~ in which prior 
to a marriage the prospective husband and wife have entered into a marriage contract, 
the said marriage contract doesn't obtain an approval from a Marriage Registrar in 
Indonesia, thereby such marriage contract status remains in effect and not invalid 
except, its drafting process violating the law) public order and morality. Such 
marriage contract shall become effective as an authentic deed for the parties who 
entered into it; however such marriage contract deed shall only bind on both parties 
who entered into it. With such marriage contract status, the Legal Protection against a 
married couple~s property is, in case of any problem or dispute in respect of a married 
couple's property then such marriage contract shall be effective for them only while 
against the third party remains considering them to have solemnized a marriage with 
the confusion of property. In order that the said marriage contract can be legalized by 
a Marriage Registrar then a married couple may file an application for obtaining an 
approval from the District Court in the form of a Stipulation of !he District Court 
instructing the Civil Registration Office is willing to legalize the said marriage 
contract. 

Key words: Marriage Contract, A Marriage solemnized outside the territory of 
Indonesia 
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BABI 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakaug Permasalaban 

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinao, 

yang dimaksud dengan perkawinan adalah 

ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami 
istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan ke­
kal berdasarkan Ketubanan Y aug Maha Esa.1 

Berdasarkan Pasal I tersebut dapat disimpulkan hakekat dari tujuan perkawinan 

itu sendiri, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Unsur kekal 

tersebut dapat diartikan bahwa perkawinan tersebut berlangsung seumur hidup, 

oleh sebab itu perpisahan antara suami dan islri karena perceraian harus 

dihindarkan karena tidak sesuai dengan hakekat dari tujuan perkawinan itu 

sendiri. Dengan demikian rumusan Pasal 1 tersebut juga mengandung suatu 

harapan bahwa dengan dilaagsungkannya suatu perkawinan maka akan diperoleh 

suatu kehahagiaan, beik yang bersifirt materil maupun spiritual yang hersifat 

kekal, yang hanya dapat diakhiri dengan kematian dari salah satu pihak. 2 

Perkawiuar terjadi kerena adanya dorongau dari dalam diri setiap individu 

rnanusia untuk berkumpul dengan individu manusia lainny~ sudah menjadi kodrat 

alarn dua orang man usia dengan jenis kelamin yang berbeda, senrang laki-laki dan 

seorang perempuan, mempunyai daya sa!ing tarik menarik satu sama lain untuk 

hidup bersama.' 

Undang-undang Nomor l Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak hauya 

memandang suatu perkawinan dari aspek foxmal saja tetap[ juga memandang dari 

1!ndonesia (l), Undong.Undang Tentnng Perkawinan, UUNo,l, LN No.1 tahun 1974, TLN 
No. 3019,Ps. L 

:r Asrnin, Status Perkawinan An tar Agama Dilinjau Dari Unriang-Undang Perkawinan 
Nomor I Talnm 1974, (Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1986), him. 20. 

1R Whjono Pro4jodikoro, Hukum Perkawinan Di Indonesia, eeL VI, (Bandung: Sumur 
Bandung, 1981), him. 7. 

I Universitas lndonesia 
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aspek agama. Aspek formal berkaitan dengan aspek administrasi yaitu berkaitan 

dengan pencatatan perkawinan itu di Kantor Urusan Agama bagi yang beragarna 

Islam dan Catatan Sipil bagi yang beragama selain Islam sedangkan aspek agama 

berkaitan dengan keabsahan suatu perkawinan. 4 

Perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita 

sebagai suami dan istri, dalam pelaksanaannya menimbulkan akibat hokum. Arti 

dari ikatan lahir batin itu sendiri adalah ikatan-ikatan yang tidak hanya nampak 

dari luar seperti ikatan atas dasar benda-benda tertentu yang mempunyai wujud 

(ikatan laltir) tetapi juga menyangkut ikatan jiwa atau ikatan rohani (ikatan batin), 

dengan demikian karena adanya ikatan lahir batin tersebut maka suami istri yang 

telah melangsungkan perkawinan menjadi satu, baik dalam segi materil maupun 

spiritual.5 Perkawinan sebagai suatu lembaga hukum mempunyai ak.ibat hukum 

yang penting dalam kehidupan para piliak: yang melangsungkan perkawinan. 

Akibat hukum yang ditimbulkan dari suatu perkawinan tidak hanya menyangkut 

diri pribadi suami dan istri, yaitu mengenai hak dan kewajiban suami dan istri 

tetapi juga menyangkut harta benda suami dan istri. Mengenai harta benda suami 

dan istri diatur dalam Pasal35- Pasal 37 Undang-undang Nomor I Tahun 1974 

tentang Perkawinan. Dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor I Tahun 1974 

tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa: 

(I) Harta henda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. 
(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang 

diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah 
penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentuka:n 
I . 6 arn. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa harta benda yang diperoleh 

selama perkawinan menjadi milik bersama dari suami dan istri, baik harta yang 

dihasilkan atau dikwnpulkan oleh suami dan istri itu sendiri maupun dari hadiah 

4Salim HS, Pengantar Hu!cum perdata Tertu/is [BW}, cell, (Jakarta: Sinar Grnfika, 2002), 
him. 6. 

5J. Satrio, Hukum Haria Perkawinan, cet.TI, (Bandung: PT. Citra Adilya Bakti, 1993), hlm. 
186. 

6Indonesia (I), op. cit., Ps. 35. 
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atau warisan apabila suami istri tersebut menentukan demikian. Pengaturan 

mengenai harta bersama dalam Pasal 35 ayat (I) ter.sebut tidak menentukan 

mengenru kemungkinan penyimpangan pengaturan harta bersama dalam suatu 

petjanjian perkawinan, kemungkinan penyimpangan hanya mungkin tcrjadi 

terhadap harta bawaan dan barta banda karena hadiah atau warisan sebagaimana 

diatur dalarn Pasal 35 ayat (2) tersebut. Hal ini dibuktikan dengan adanya kalimat 

"sepanjang para pihak tidak menentukan laln".7 Oleb karena Undang-undang 

Nomor I Tabllll 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara tegas mengenai 

kemungkinan penyimpangan terhadap barta bersama di daJarn petjanjian 

perkawinan, maka timbul perbedaan penafsiran dan berbagai kalangan satjana 

hukum mengenai kernllllgkinan penyimpangan tersebut, salab satunya adalah J. 

Satrio. Menurut J. Satrio walaupun tidak diatur secara tegas mengenai 

kemungkinan adanya penyimpangan terbadap harta bersama melalui petj'"\iian 

perkawinan, tetapi apahila tidak ada keberatan mengenai hal itu maka harta 

bersarna dapat dipetjanjiklln dalarn perjanjian perkawinan asalkan tidak 

bertentangan dengan unsur agama dan kesusilaan.3 

Pa.<al 29 Undang-nndang Nomor 1 Tabun 1974 tentang Perkawinan 

memberikan kemungkinan kepada caJon suami dan caJon islri untuk rnelakukan 

penyimpangan terhadap kerentuan mengenai pembentukkan harta bersama, 

penyimpangan tersebut dilnkukan dengan membuat suatu petjanjian perkawinan 

sebelum perkawinan dilangenngkan. Petjanjian perkawinan merupakan 

persetujnan bersarna antara caJon suami dan caJon islri yang disahkan oleh 

Pegawai Pencatat Perkawinan untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta 

benda mereka yang menyimpang dari persatuan harta kekayaan. Perjanjian 

perkawinan tersebut dimnngkiukan Wltuk dibuat dan diadakan sepanjang tidak 

bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan dan berlaku scjak perkawinan 

dilangsungkan. Pernbahan terhadap perjanjian perkllwinan selama perkawinan 

berlangsung dimungkinkan sepanjang kedua belab pihnk suami islri sepakat tmtuk 

$Wahyono Dannabrata dan Surlni Ahlan Sjarif, Hukum Perkawin:an [)(m Ke/uarga di 
Indonesia, cet.JI, (Jakarta; Badal; Penerbit Fakultas Hukum Universitas llldonesia, 2004). hlm. %. 

Universitas Indonesia 
Akibat Hukum..., Imelda Julia, FH UI, 2009



4 

merubahnya dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.9 lsi perjanjian 

perkawinan tersebut tidak. ditentukan misalnya mengenai harta benda saja. Oleh 

karena tidak ada pembatasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian 

perkawinan dapat mengenai beberapa haL 10 

Perjanjian perkawinan bukanlah sesuatu hal yang asing lagi bagi seorang pria 

dan seorang wanita yang akan melangsungkan perkawinan. Dalam masyarakat 

Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat ketimuran kadang kala perihal 

pembuatan perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dilangsungkan masih 

menjadi persoalan yang sensitif. Pembuatan peijanjian perkawinan tersebut masih 

dianggap sesuatu hal yang tidak lazim dan dianggap tidak biasa, namun dalam hal 

calon suami dan/atau calon istri adalah pengusaha, atau jika calon suami dan/atau 

calon istri mempunyai benda-benda yang berharga atau mengharapkan akan 

memperoleh kekayaan misalnya wari~ 11 maka perihal mengenai perjanjian 

perkawinan bnkan merupakan suatu hal yang tidak lazim dan diangggap tidak 

biasa, bahkan pembuatan perjanjian perkawinan tersebut harus dibuat guna 

perlindungan hukum bagi calon suami dan/atau calon istri ketik:a menjalankan 

usaba, misalnya: 

a Dalam hal menjalankan kegiatan usaha, ada kalanya suami meminjam 

uang kepada pihak bank dan ketik:a suami tidak dapat membayar 

pinjaman dari pihak bank tersebut, hanya harta dari suami yang diminta 

pertanggungjawaban bnkan harta dari istri. Hal ini dapat teijadi karena 

terdapat perjanjian perkawinan antara suami dan istri tersebut sehingga 

memberikan perlindungan terhadap harta istri. 

b. Dalam hal suami dan istri yang akan mendirikan perusahaan khususnya 

dalam bentuk: perseroan terbatas, maka dengan adanya perjanjian 

perkawin~ suami dan istri dapat mendirikan perseroan terbatas tersebut 

9Subekti {1), Hukum Keluarga Dan Hukum Waris, cet.IV, (Jakarta: Interrnasa, 2004), him. 9. 

'CX. Wantjik Saleh, Hukum Perknwinan Indonesia, cet. Vill, {Jakarta: Ghalia Indonesia, 
1987), him. 32. 

11Subekti (2), Pokok-Pokok Hukum Perdara, cet.XXXII, (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm. 37. 
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karena sudah tidak terdapat penyatuan barta dan kepentingan serta bukan 

sebagai pihak yang terafiliasi lagi12 

Selain untuk kegiatan usaba, pembuatan perjanjian perkewioan juga memberikan 

manfaat bagi seorang wanita sebagai seorang istri, antara lain; 

a Bila terjadi perceraian maka perjanjian perkawinan tersebut akan 

memberikan kemudaban dan sekaligus mempercepet dalam pembagian 

harta karena sudah ada kejeJasan mana harta yang menjadi milik suami 

dan mana harta yang menjadi milik istri tanpa hams rnelaJui proses yang 

berbelit-belit. 

b. Harta yang diperoleh istri sebelum menikab yang berupa barta bawaan, 

maupun harta yang diperoleh melalul warisan atau hibab tidak 

bercampur dengan harta suami tetapi tetap berada dalam penguasaan 

istri. 

c. lstri terhindar dari tindakan kekerasan dalam rumab tangga, beik secara 

jasmani maupun rohani. misalnya istri dapat mengembangkan 

kemampuannya dengan beke~a atau melanjutkan pendidtkan karena 

dalam kehidupan berkeluarga antara suami dan istri sering terjadi 

ketidakaeimbangan dalam berinterakai atau berhubungan, antara suami 

dan istri saling mendonllnasi atau salah satu pihak, suami atau istri 

mendomina<i pihak yang lainnya sehingga terjadi pengekangan bagi istri 

khususnya untuk berekspresi. 13 

Sebelurn mengetabui lebih dalam mengenal peljanjian perkawinan, penulis 

akan membahas mengenai arti deri perj.,Yian perkawinan. Menurut Wabyono 

Darmabrata Undang-undang Nomor I Tahun !974 tentang Perkawiuan tidak 

memberiken definisi atau pengertian mengenal ape yang dimalorud dengan 

peljanjian perkawinan, hal ini dapat disimpnikan dalom Pasal29 Underig-undang 

Nomor I Tabun 1974 tentang Perkawinan mengenal pCJjanjian perkawinan dan 

pesal tersebut merupekan satu-satunya pasal dalam Undang-undeng Nomor I 

1z-rina Mariam, "'PeJjanjian Pra Nibh." <btm;//w\.\I'W:.solusihukum. cornlartikel.php?id:~z,.. 
diakses 14 Maret2008. 
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Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur mengemu peljanjian 

perkawinan.14 Perumusan Pasa129 tersebut adalah sebagai berikut: 

(I) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak alas 
persetujuan berSama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan 
oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga 
terhadap pihak: ketiga sepanjang pihak ketiga teraangkut 

(2) Peganjian tersebut tidak dapat disahkan bi!amana melanggar batas-batas 
hukum. agama dan kesusitaan. 

(3) Peljanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. 
( 4) Selama pcrkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat di robah, 

kecuali hila dari kedua belah pihak ada gersetujuan untuk merubah dan 
perubahan tidak merugikan pihak ketigs. ' 

Selain diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perknwinan, peljanjian perkawinan juga mendapatkan pangaturan dakun Pasal 

119 Kitab Undang-undang Hakum Perdata, yang berbWlyi: 

Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hakum ber1akulah persatuan bulat 
antara harta kekayaan suami dan istri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian 
knwin tidak diadakan ketentuan lain. 
Persatuan itu sepanjang perkawinan tuk boleh ditiadakan atan diubah dengan 
sesuatu persetujuan antara suami dan istri. 16 

Dapet disimpulkan dari Pasal 119 tersebu~ Kitab Undang-undang Hakum 

Perdata mernberikan kemWlgkinan terhadap calon suami dan caJon istri untuk 

mengatur harta yang akan mereka bawa dalam perkawinan dengan menyimpangi 

priasip pokok yaag Ielah diatur dalam Kitab Undang-Wldang Hukurn Perdata. 

Penyimpangan tersebut hams diatur daJam perjanjian perkawinan (diatur dalam 

Pasal 139 - Pasal 179 Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Mengenai 

pcrmnusan perjanjian perknwinan dapat disimpulkan dari maksnd diadakannya 

14Darmabrata dan Sjarif. ap. cit.,liJro, 71. 

1'fndonesia (1), op. cit •• Ps. 29. 

16Kirab Undcmg-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek}. dilcrjemahkan oleh R. 
Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet.XXXJ, (J~: Pradnya Panunita. 2001). Ps. 1.!9. 
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perjanjian perkawinan tersebut (Pasal !53 Kitab Undang-urulang Hukum Perrlata), 

yaitu: 

Peljanjian perkawtnan ialah suatu perjanjian yang diadakan atau dibuat oleh 
calon suami dan calon istri sebelurn perka\Vinan dilangsungk~ yang bertu­
juan untuk mengatur hale dan kew!ljiban suami-istri tersebut atas harta keka­
yaan masing-masing yang dibawa ke dalam perkawinan, menyimpang dari 
prinsip harta campuran bulat. 17 

Oleh karena dalam Undang-undang Nomor l Tahun 1974 tentang Perkawinan 

tidak: memberikan definisi atau pengertian mengenai petjanjian perkawinan. 

namun pada ketentuan yang terrlapat dalam Kitah Undang-undang Hukum Perdata 

memberikan perumusan perjanjian perkawinan yang dapat disimpulkan dari 

maksud diadakan perjanjian perkawinan, maka berdasarkan Pasal 66 Undang­

undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkav.inan yang berbunyi: 

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan 
berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakanya Undang-un­
dang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitah Undang-Undang Hu­
kum Perdata (Burgerlijks Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen 
(Huwelijks Ordonantie Christen lndonesiers S. !933 No 74), Peraturan Perka­
winan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. !58), 
dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh Ielah 
diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku..18 

Dapat disimpulkan bahwa karena perurnusan definisi atau pengertian 

mengeruti pcrj:t.~jian perkawinan belurn mendapat pengaturan dalam Undang­

urulang Nomor I Tabun 1974 tentang Perkawinan, maka perumusan penyimpulan 

definisi atau pengertian mengenai perjanjian pekawinan dalam Kitab Undang­

undang Hukum Perdata dapat diber!akukan. 

Menurut Black's Law Dictionary~ perjanjian perkawinan atau prehuptual 

agreement, adalah 

17Wahyono Darmabmta ( lh Hukum Perkawinan Menurut KUHPerda(a J, (Jakarta; Sadan 
PenerblLFakullas Hukum Universitas Indonesia, 2006), him. I64. 

18Indoncsia{!). op. cit., Ps. 66. 
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An agreement made before marriage usually to resolve issues of support and 
proper~ division if the marriage ends in divorce or by the death of a 
spouse. 9 

Te.jemahan bebas dati penulis bahwa perjanjian perkawinan adalah suatu 

perjanjian yang dibuat sebelmn perkawinan yang biasanya dibuat untuk 

memecahkan pernoalan atas sokungan dan pembagian kepemilikan jika 

perkawinan berakhir dalarn perceraian atau kematian dari suami atau istri. Jika 

dibandingkan dengan perumusan definisi atau pengertian peljanjian perkawinan 

menurut Kitab Undang-undang Hukwn Perdata maupun menurut Black's Law 

Dictionary, mengatur mengenai hal yang sama, yaitu dibuat sebelwn perkawinan 

dan mengatur mengenai kepemilikan (harta kekayaan) dati suami dan istri. 

Dalam Pasal 29 ayat (!) Undang-undang Nomor l Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, disebutkan bahwa perjanjian perkawinan dibuat sebelum atau pada 

saat perkawinan dilangsungkan dalam bentuk tertulis dan disahkan oleh Pegawai 

Pencatat Perkawinan setelah mana isinya berlaku terhadap pihak kutiga sepanjang 

pibak ketiga tersangkut"' Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) tersebut, timbul suatu 

pertauyaan yaitu kapan suatu peljanjian perkawinan mulai berlaku? Mengenai 

kapen mulai berlakunya suatu pe.janjian perkawinan diaJ:u:r dalam Pasal 29 ayat 

(3) Undang-undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan 

bahwa pe.janjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, 

begitu juga terbedap pibak ketiga.21 

Yang meujadi permasalahan adalab bagaimana akibat hu!ommya jika 

peijanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan 

dilangsungkan dan dalam bentuk tertulis Jupa disahkan oleh Pegawai Pencatat 

Perkawinan? Menurut Pasal 152 Kitab Undang·undang Hukwn Perdata, yang 

berbunyi: 

1'13ryan A. Gamer, ed., Black's Law Dictionary, Eight Edition (St. Paul Mirl.Msota: West 
Publishing Co., 20041 hl.tn. 1220. 

10Hilman Hadikusuma, Hulwm Perkawinan Indonesia Menurul: Penmdangan, Huk:um Adal, 
Hukum Agama, cetii, (Bandung: Mandar Maju. 2003), him. 56. 

21Dannabrata dan Sjarif, op. eft., htm. 74-75. 
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Ketentuan tercantum dalam peryanJum perkawinan yang mengandung 
penyimpangan dari persatuan menurut undang-undang seluruhnya atau 
untuk sebagian, tak akan berlaku terbadap pihak ketiga, sebelum hari 
ketentuan~ketentuan itu dibuk:ukan dalam suatu register urnum, yang hams 
diselenggarakan untuk itu di kepaniteraan pada Pengadilan Negeri, yang 
mana dalam daerah hukumnya perl<awinan itu Ielah dilangsungkan, atau., 
jika perkawinan berJangsung di luar negeri, dikepaniteraan dimana akta 
perkawinan dibukukannya.21 

Maka akibat hukumnya adalah peljanjian perkawinan tersebut tidal: ber!aku 

terhadap pihak ketiga dan sebagai jalan keluamya dapat memohonkan Penetapan 

Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana perkawinan itu dilangsungkan.23 

Permasalaban berikutnya adalah bagaimana aldbat hukum terbadap peljanjian 

perkawinan dimana calon suami dan calon istri yang berkewarganega.raan 

Indonesia melangsoogkan perkawinan di luar wilayah Indonesia. sementara 

menurut hukum perkawinan Indonesia, peljanjian perkawinan tersebut barns 

disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, sehingga dengan mengadakan 

perl:awinan di luar wilayah Indonesia maka perjanjian perl:awinan itu tidal: dapat 

disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, lalu bagaimana status dari peljanjian 

perkawinan yang telah dibuat tersebut? 

Pasal 56 Undang-tmdang Nomor l Tahtm 1974 tentang Perl:awinan, 

menyebulkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di luar htdonesia antara dua 

orang Warga Negara Indonesia, maka dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami 

dan istri tersebut kemba!i ke wilayah Indonesia, surat bukti perkavrinan mereka 

barns didaftarkan ke kantor pencatatan perkawinan yang berada di tempat tinggal 

mereka. 24 Jika terlarnba~ maka dapat mengajukan permohonan ke Pangadilan 

Negeri setempat agar kantor pencatatan perkawinan mencatat perkawinan 

tersebut. 25 Dalam pasa1 tersebut hanya mengatur mengenai perkawinannya tidak 

u.Kitab Undang-Undang Hukum Perdma [Burgerlijk Wetback], op, cit., Ps. 152. 

ZJ"'Pcrjaqjian Kawin, '' <!i!;tp:/6yyrwJcGJ2endyduka.l'l9mil.go.idlindex.pbp?content:read&o 
~>, diakses 14 Maret 2008. 

24Hadikusuma, op. cit,, hlrn. 20. 

21 A.R Loebis, Hulcum Perkawinan Campuran Di Indonesia, {Jakarta: lanp.a penerblt), hlm. S. 
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mengatur mengenai bagaimana jika terdapat perjanjian perkawinan yang telah 

dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan di luar wilayah Indonesia? Perjanjian 

perkawinan tersebut menjadi tidak mendapatkan pengesahan dari Pegawai 

Pencatat Perkawinan. Mengenai perkawinan yang dilangsWigkan di luar wilayah 

Indonesia, ketika kembali ke Indonesia hanya didaftarkan saja atau dengan 

perkataan lain hanya dilaporkan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan. Pegawai 

Pencatat Perkawinan tidak memeriksa dan meneliti..kembali apakah perkawinan 

tersebut telah memenuhi syarat sah dalam Pasal 56 tersebut yaitu bilamana 

dilak.ukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan tersebut 

dilangsungk:an dan bagi Warga Negara Indonesia tidak: melanggar ketentuan 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian 

perkawinannya saja tidak diperiksa dan diteliti lebih lanjut, apalagi meneliti atau 

memeriksa ada atau tidaknya peijanjian perkawinan. 

Untuk mengetahui permasalahan mengenai peijanjian perkawinan yang tidak 

mendapat pengesahan dari Pegawai Pencatat Perkawinan bagi Warga Negara 

Indonesia yang melangsungkan perkawinan di luar wilayah Indonesi~ maka 

penulis akan melakukan penelitian untuk: mengetahui pemecahan permasalahan 

terse but. 

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, maka penulis memilih judul 

penelitian dengan judul «Akibat Hokum Terhadap Perjanjian Perk.awinan 

Yang Tidak Disahkan Oleh Pcgawai Pencatat Perkawinan Bagi Warga 

Negara Indonesia Yang Melangsungkan Perkawinan Di Luar Wilayah 

Indonesia". 

1.2. Pokok Permasalahan 

Bertitik tolak dari uraian sebelwnnya, permasalahan yang akan diteliti adalah 

1. Bagaimana status peijanjian perkawinan yang tidak disahkan oleh 

Pegawai Pencatat Perkawinan sebagai akibat dari perkawinan yang 

dilangsungkan di luar wilayah Indonesia? 

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap harta kekayaan suami dan istri 

serta terhadap pihak ketiga sebagai akibat dari peijanjian perkawinan 

yang tidak mendapatkan pengesahan dari Pegawai Pencatat Pcrkawinan? 

Universitas Indonesia 
Akibat Hukum..., Imelda Julia, FH UI, 2009



11 

3. Bagaimana pemecahan permasalahan terhadap perjanjian perkawinan 

yang tidak disahkan oieh Pegawai Pencatat Perkawinan sebagai akibat 

dnri perkawinan yu.,g dilll!!gsungkan di luar wi1ayah Indonesia agar 

perjanjian perkawinan tersebut tetap dapet dilaksanakan oleh suami dan 

istri seria berlaku terhadap pihak ketiga? 

1.3. Metode Pe!!elitian 

Berdasarkan jenis-jenis penelitian, penelitian yang akan d.ilakukan adalah 

;-:::?!~+i2n ::r.!rifJk normatif. yaitu penelitian yang menitikheratkan kepada data 

sek:under rnengenai perjanjian perkawinan dan perkawinan yang dilangsungkan di 

luar wi1ayah Indonesia. 

Jenis tipologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

L Penelitian eksp1anatoris, yaitu menggambarkan atau menje1askan lebih 

dalarn mengenai status perjanjian perkawinan yang tidak disahkan oleh 

Pegawai Pencatat Perkawinan dan perlindungan hukum terhadap bm1a 

kekayaan suanti dan istri serta pihak ketiga sebagai akihat dnri perjanjian 

perkewinan yang tidak disahkan tersebut. 

2. Penelitian preskriptif, yaitu mernberikan jalan keluar atau saran untuk 

mengatasi permasalahan terhadap peljanjian perkawinan yang tidak 

disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sebagai akibat dari 

perkawinan yang dilangsungkan di luar wilayah Indonesia agar pe!janjian 

perkawinan tersebut tetap dapat d.ilaksanakan oleh suanti dan istri yang 

bersangkutan serta berlaku terhadap pihak ketiga. 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu 

data yang diperoleh dari bahan pustaku mengenai peljanjian perkawinan dan 

perkawinan yang diiangsungkan di luar wilayah Indonesia." Data sekundar yang 

akan d.igunakan terdiri dnri: . 
I. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum primer yang telah dikumpulkan 

berupa peraturan perundang-undangan, yang terdiri dnri Undang-undaag 

26Sri Mamudji, et al., Met ode Penelitiun Dan Penulisan Hulwm, cet.L, (Jakarta: Badan 
Pencrbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), him. 28. 
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Nomor 1 Tahun 1974, Kitab Undang-undang Hokum Perdata dan 

peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan guna mengetahui 

pengaturan mengenai perjanjian perkawinan dan perkawinan yang 

dilangsungkan di luar wilayah Indonesia. 

2_ Bahan hokum sekunder, yakni Bahan hokum sekunder yang Ielah 

dikumpulkan berupa buku-buku dan artikel yang berkaitan dengan 

peijanjian perkawinan dan perkawinan yang dilangsungk:an di luar wilayah 

Indonesia guna mengetahui pembahasan teori dan analisa hukum 

mengenai perjanjian perkawinan dan perkawinan yang dilangsungkan di 

luar wilayah Indonesia. 

3. Bahan hokum lersier, yakni Bahan hokum lersier yang telah dikumpulkan 

berupa kamus guna mengetahui definisi dari perjanjian perkawinan. 

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa studi 

dokumen dan wawancara. Studi dokumen dilakukan dengan cara mempelajari 

bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan pokok permasalahan, yang melipuli 

peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan artikeL Penulis juga akan 

melakukan wawancara dengan para infonnan, yaitu dengan Pegawai Pencatat 

Perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta yaitu Eric Polim Sinurat, Pegawai Pencatat Perkawinan pada 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan yaitu Drs. 

Fakbrurrozi, dan Notaris Lieke Lianadevi Tukgali, SR, MH., M!(n_ 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat Dalam 

penelitian ini pengumpulan data primer dilakukan dengan melakukan wawancara 

dengan para informan tersebut. 

Data yang Ielah dikumpulkan, kemudian dianalisa dengan menggunakan 

metode analisis data secara kualitatif sehingga basil penelitiannya akan bersifat 

deskriptif analitis,27 yaitu memberikan gambaran umum mengenai akibat hukum 

perjanjian perkawinan yang tidak mendapatkan pengesahan dari Pegawai Pencatat 

Perkawinan bagi Warga Negara Indonesia yang melangsungk:an perkawinan di 

luar wilayah Indonesia. 

21Ibid., him. 67. 
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1.4. Sistematika Peoulisan 

Dalam penulisan hukum yang bCijudul "Aitibat Hukum Terbadap 

Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Disabkan Oleb Pegawai Peneatat 

Perkawinan Bagi Warga Negara Indonesia Yang Melangsungkan 

Perkawinan Di Luar Wilayah Indonesia" akan dibahas da!am 3 (tiga) bab, 

yang secara garis besar akan dijabarkan sebagai berikut: 

BAB I : Mcrupakan bab Pendahu!Ullll, yang melipuli: Jatar belakang 

BABII 

BAB Ill 

pennasalahan, pokok pennasalahan, metode penclitian dan 

sistematika penulisan. 

: Merupekan bah mengenai akibat hukum terhadap perjanjian per-

kawinan yang tidak disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan 

bagi Warga Negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan 

di luar wilayah Indonesia. Datarn bah ini penulis akan mCIDbahas 

mengenai tinjauan u.rnum tentang peljanjianperkawin~ yang 

terdiri dari pengertian petjanjian perkawinan, unsur-unsur petjan­

jian perkawinan, pihak dalam perjanjian perkawinan, isi, hentuk, 

dan masa bCIIaku dari pmjanjian perkawinan, syarat-syarat dan 

larangan peljanjian perkawinan, dan macam-macam perjanjian 

perkawinan. Selanjutnya penulis akan membahas mengenai per­

janjian perkawinan yang dapat disahkan oleh Pegawai Pencatat 

Perkawinan bagi Warga Negara Indonesia dan perjanjian perka­

winan yang tidak dapat disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawi­

nan bagi Warga Negara Indonesia. 

: Merupakan bah penutup yang terdiri dati kesimpulan dan saran. 

Dalarn bab ini penulis akan mernberikan kesimpulan dan saran 

dati pembahasan yang telab dinnaikan sebclwnnya. 
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BAB2 

AKIBAT HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PERKA WIN ANY ANG 

TIDAK DISAHKAN OLEH PEGA W AI PENCATAT PERKA WIN AN BAG! 

WARGA NEGARA INDONESIA YANG MELANGSUNGKAN 

PERKA WINAN DI LUAR WILA YAH INDONESIA 

2.1. Tinjauan Umum T cntang Perjanjian J»erkal'Yimtn 

Dalam sub bab ini penulis akan menguraika.n mengenai petJanJtan 

perkawinan secara urnum. Perjanjian Perkawinan lebih bercorak pada hukum 

kekeluargaan sehingga tidak semua ketentuan tentang hukum perjanjian yang 

terdapat dalam buku ketiga Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku."' 

Pada umumnya yang menjadi dasar pembuatan dari suatu perjanjian 

perkawlnan adalah karena terdapat jumlah harta kekayaan yang lebih besar pada 

saru pihak jika dibandingkan dengan pihak yang lain. 

Perjanjian perkawlnan mendapat pengaturan dalarn Pasal 139 - Pasal 185 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 29 serta Pasal 35 Undang­

undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawlnan (Disarnpaikan oleh Liza 

Priandhini pada Kuliah Pembuatan Akta Perorangan dan Keluarga, pada tanggal 

12 September 2008, di Depok). 

2.1.1. Pengertian Perjanjian Perkawinan 

Menurut Pasal 139 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, peJjanjian 

perkawlnan adalah 

Dengan mengadakan pe!janjian perkawinan, kedua caJon suami istri adalah 
berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang 
sekitar persatuan harta kekayaan~ asa! pexjanjian itu tidak menyalahl tata susila 
yang bnik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan di 
bawab. ini?9 

:n;R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, Hukum Orang Dan Keluarga, eeL V, 
{Bandung: Alumni, 1986), him. 76, 

19 Kili:tb Undang~Uudong Hukum Perdata [llurgerlijk Wetboek], op. cit., Ps. 139. 

14 Universitas Indonesia 
Akibat Hukum..., Imelda Julia, FH UI, 2009



15 

Menurut R. Subekti) perjanjian perkawinan adalah 

Suatu pelJanJtan mengenai harta benda suami isteri selarna perkav.'inan 
mereka, 6ang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh undang~ 
undang.3 

Menurut Wahyono Darmabra~ peijanjian perkawinan adalah 

Peljanjian yang dibuat oleh calon suami dan isteri sebelum perkawinan 
dilangsungkan, dengan maksud untuk mengatur harta kelmynan perkawinan 
menyimpi.mg da.ri ketentuan harta carnpuran bulat. Perjanjian perkawina.I4 
merupakan perjanjian yang berkaitan erat dengan harta kekayaan 
perkawinan?1 

Menurut Black's Law Dictionary, perjanjian perkawinan atau prenuptua/ 

agreement> adalah 

An agreement made before marriage usually to resolve issues of support and 
proper?; division if the marriage ends in divorce or by the death of a 
spouse. 1 

Terjemahan bebas darl penulis bahwa petjanjian perkawinan adalah suatu 

peljanjian yang dibuat sebelum perkawinan yang biasanya dibuat untuk 

memecabkan persoalan alas sokongan dan pembagian kepemilikan jilm 

perkawinan berakhir da.lam perceraian atau kematian dari suami atau istri. 

Menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, pe!janjian 

perkawinan adalah 

lOR. Subekti, Ringkasan Tentang Hukum Kelt«Jrga Dan Hukum Waris, eeL Til. (Jakarta: 
Jntermasa, 2002}, him. 8~9. 

:nWahyono Oarmabrata(2), Tinjauan Undang-Undang Nomor I Talmn 1974 Tentang 
Perkm1>inan BesertQ Undang-Undang Dan Pcratun:m Pelaksanaannya, cet. TI, (Jakarta: CV, 
Gtiarua Jaya, 2003}, him. 76-77. 

nGamer, foe. cit. 
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Perjanjian yang dibuat oleh dua orang suarnl isteri untuk mengatur akibat­
akibat perkawinan mengenai harta kekayaan.13 

Monurut Salim HS, Perjanjian Perkawinan adalah 

Perjanjian yang dibuat oleh calon pasangan suami-istri sebelum atau pada saat 
perkawinan dilan~sungkan untuk mengatur aldbat perkawinan terhadap harta 
kekayaan mereka. 4 

Dalam perumusan Pasal 29 Undang-undang Nomor I Tahun 1974 tentang 

Perkawinan tidak diberikan definisi atau pengertian mengenai perjanjian 

perkawinan.3s namun pada ketentuan Pasal 139 Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata diberikan perumusan mengenai peljanjian perkawlnan, maka berdasarkan 

Pasal 66 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat 

disimpulkan bahwa oleh karena perumusan definisi atau pengertian dari perjanjian 

perkawinan belum mendapat pengaturan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan, maka perumusan definisi atau pengertian dari 

petjanjian pekawinan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dapat 

diberlakukan. 

2~1.2~ Unsur~Unsur Pcrjanjian Perkawinan 

Berdasarkan perumusan Pasal 29 Undang-undang Nomor I Tahun 1974 

tentang Perkawinan dapat disimpulkan unsur-unsur petjanjian perkaVtinan, yaitu 

sebagai berikut: 

1, Perjaqjian perkawinan dibuat sebelum atau pada saat perkawinan 

dilangsungkan. Ketentuan Pasal 147 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, 

menentukan bahwa pe!jaJ\iian perkawinan harus dibuat dalam bentuk akta 

Notaris dan dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Apabila persyar-dtan 

tersebut tidak dipenuhl, maka terdapat ancaman kebatalan. Pasal 29 tersebut 

menentukan berbeda, yaitu pexjanjian perkawinan dibuat sebelum atau pada 

llPrawirohamidjojo dan Safioedin, op. cit .• him. 76. 

~s. op. c1~ •• him. 12. 

~5Darmabrata dan Sjarif.,. op. cit., him. 1I. 
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saat perkawinan dHangsungkan dan menentukan pula bahwa atas persetujuan 

bersama kedua pihak dapat mengadalum peljanjian ter!ulis. Kata dapat 

diartikan bisa membuat atau tidak membuat perjanjian tertulis. Jadi dapat 

disimputk~ perjanjian perkawinan tidak harus ada daJam setiap perkawinan. 

2. Peljanjian perkawinan dibuat da!am bentuk tertulis. Perumusan Pasal 29 

Undang-undang Nomor l Tahtm 1974 tentang Perkawinan, menentukan 

bahwa kedua pihak yaitu kedua caJon mempelai atas persetuj uan bersama 

dapat mengadakan peJjanjiaR. . .ter.b,ilia.~yang kcmudian disahkan oleh Pegawai 

Pencatat Perkawinan~ setelah mana isinya berJaku terhadap pihak ketiga 

snpanjang pihak ketiga tersangkut. Dalam perumusan Pasa1 29 tersebut tidak 

ditentukan apakah suatu peJjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta 

otentik ata.u dapat dibuat dengan ak:ta dibawah Iangan. Menurut Numazly 

Soetamo, sebaiknya peJjanjian perkawinan dibuat dalam bentuk akta otentik 

sehingga alum Iebih menjamin kepastian hukmn dan pihak ketiga dapal 

mengetahui tentang ndanya perjanjian perkawinan tersebut. Apabila peljanjian 

perkawinan dibuat dengan akta di bawah tangan, maka kekuatan mengikatnya 

masih diragnkan atau masih dapat dibantah. Pendapat tersebut juga didukung 

oleh Wahyono Darmabrata yang menyatakan sebaiknya perjanjian perkawinan 

dibual dalam bentuk akta otentik dan didasarkan pada pemikiran bahwa isi 

perjanjian perkawinnn sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 tersebut 

mengika1 pihak ketiga, sehingga seyogyanya dibuat dengan akta otentik. 

3. Unsur kesusilaan dan ketertiban umum. Unsur tersebut dapat disimpulkan dari 

Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

dan perumusan tersebul juga sftialan dengan perumusan pengertian perjanjian 

perkawinan dalam Pasal 139 Kitab Undang-undang Hnkum Perdata. Dalam 

Pasal 29 dirumuskan bahwa perjanjian perkawinan tidak boleh melanggar 

batas-batas hukum, agama dan kesusilaan, sndangkan Pasa1 139 tersebut 

menentukan bahwa asalkan peJjanjian perkawinan tersebut tidak menyalahi 

lata susila yang baik atau tala ter!ib umum yang harus diindahkan. 

4. Unsur tidak bo1eh dirubah. Pada prinsipnya menurut Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan, perjanjian perkawinan tidak dapat dirubah, 

walaupun dalam Pasal29 ayat (4) Undang-undang tersebut ditentukan prinsip 
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yang menggambarkan sedikit perbedaan dengan ketentuan dalam Kitab 

Undang~undang Hukum Perdata, yakni petjanjian perkawinan dapat diubah 

apabHa suami dan istri menyetujui dan perubahan tersebut tidak merugikan 

pibak ketiga, sedangkan menurut Kitab Undang-undang Hukmn Perdata, 

perjanjian perkawinan dengan cara apa dan bnga.imanapun tidak boleh dirubah 

balk setelah ataupun selama perkawinan berlangsung. Adapun tujuan 

pengaturan tersebut pada hakekatnya untuk menghindarkan diri dari adanya 

perubahan dalam harta kekayaan suami dan istri, yang nantinya akan 

membawa kerugian bagi kepentingan pihak ketiga. Hal tersebut di atas dapat 

disimpulkan dari Pasal 149 Kitab Undang-undang Hukum Perrlata, yang 

menentukan bahwa setelah perkawinan berlangsung, peljanjian perkawinan 

dengan cara bagaimanapun tidak boleh dirubah. 

5. Unsur berlakunya perjanjian perkawinan. Pasal 29 ayat (3) Undang-undang 

Nomor l Tahun 1974 rentang Perkawinan menentukan bahwa peijanjian 

perkawinan mulai berlaku bagi suami istri maupun bagi pihak ketiga sejak 

saat perkawinan, sedangkan dalam Pasal 147 Kitab Undang-lllldang Hukum 

Perdata, unsur berlakunya peljanjian perkawinan bagi suami istri mulai 

berlaku sejak saat perkawinan dilangsungkan sedangkan bagi pihak ketiga 

dapat disimpulkan dari Pasal 152 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, 

peljanjian perkawinan berlaku setelah dibukakan atau didaftarkan dalam suatu 

register urnum1 di Pengadilan Negeri di daerah hukum di mana perkawinan 

tersebut dilangsungkan atau jika perkawinan dilangsungkan di luar negeri, di 

kepaniteraan dim ana akta perkawinan dibukukan. J£ 

Adanya unsur-unsur persamaan dalam pengaturan pefJanJtan perkawinan 

dalarn Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan dalam Undang-lllldang Nomor l 

Tahun 1974 rentang Perkawinan, memberikan gambaran bahwa maksnd dan 

tujuan Pembentuk Undang-undang adalah untuk mengatur lembaga hukum yang 

sama. Peijanjian perkawinan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada 

hakekatnya merupakan lembaga hukum yang sama dengan peljanjian perkawinan 

36/bid., hlm. 72-75. 
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yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 

meskipun terdapat pula unsur-unsur perbcdaannya_:n 

2.1.3. Pihak Dalam Perjanjian Perkawinan 

Dalam pedanjian perkawinan rnaka yang merupakan pihak-pihak dalam 

perjanjian itu adalah calon suami dan calon istri~ selain itu pihak ketiga.pun dapat 

tersangkut sebagai pihak dalam pedanjian perkawinan. Pibak ketiga tersangkut 

sebagai pihak dalam peJjanjian perkawinan dalam hal pihak ketiga membari hihah 

kepada para calon suami dan calon istri atau salah seorang dari mereka itu 

sehubnngan dengan akan dilangsungkannya perka.,.,inan mereka (Pasal 176 Kilab 

Undang-undang Hukum Perdata). Dalam Pasa1151 Kil:ab Undang-undang Hukum 

Perdata ditentukan hahwa anak yang belum dewasa yang memenuhi syarat-syarat 

untuk melangsungkan perkawinan~ mempunyai kecakapan untu.k menyetujui 

segala pedanjian yang mengandnng pedanjian perkawinan, asalkan anak yang 

belum dewasa itu menyetujui, dibantu oleh segala mereka, yang izinnya untuk 

melangsungkan perkawinan diperlukan. Apabila perkawinan barns dilangsungkan 

dengan izin Hakim, maka rencana perjanjian harus dilampirkan dalam surat 

pennintaan akan izin itu. agar tentang segala sesuatu dapat diambil satu ketetapan 

saja. Dalam Pasal 452 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ditentukan hahwa 

orang yang mencapai usia dewasa atau berada di bawah pengampuan) hanya dapat 

mengadakan perjanjian perkawinan apabila dibantu oleh mereka yang oleh 

Undang-undang ditunjuk dapat mewakili.38 

Mengenai wewenang membuat perjanjian perkawina.n, menurut Pasal 151 

Kitab Undang·undang Hukum Perdata, peda asasnya mereka yang mempunyai 

kecakapan untuk melangsungkan perkawinanjuga mempunyai kewenangan untuk 

mengadakan perjanjian perkawinan, yang menyimpang dari prinsip yang terdapat 

dalam Pasal 1330 Kitab Undang-wdang Hukum Perdata, yang mana dalam Pasal 

1330 tersebut menentukan mengenai orang-orang yang belum dewasa atau belum 

mencapai 21 (dua puluh satu) l:abun. Dalam hal tersebut. maka calon suanti dan 

37Darmabrata {2), ap. cit., hlm. 74-75. 

31Darmabrata (1), ap. cit., hlm. l64-l65. 
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calon istri yang ak:an membuat suatu perjanjian perkawinan harus dibantu oleh 

pihak-pihak yang dapat memhcrikan izin untuk dapat melangsungkan perkawinan. 

Hal tersebut juga berlab.ll bagi orang-orang yang berada di bawah pengampuan. 

Apabila syarat-syarat tersebut dipenuhl, maka peJjanjian perkawinan yang dibuat 

tidak dapat dituntut pembatalannya oleh pihak yang berkepentingan, secara tegas 

oleh piliak yru-,g belum mencapai usia dewasa. Arti kata dibantu dalam hubungan 

tersebut adalah mendampingi dan tidak mewakili, sehingga bantuan tersebut dapat 

diberikan secara tertulis. Dalarn hal pihak-pihak yang wajib memberikan bantuan, 

pada kenyataannya tidak memberikan atau tidak bersadia untuk memberikan 

bantuan walaupun pihak-pihak tersebut mengiziakan untuk dilangsungken 

perkawinan, maka perkawinan tetap dapat dilangsungkan akan tetapi tanpa 

perjanjian perkawinan, dengan dernikian perkawinan yang dilangsungken 

ber!angsung dengan harta campuran bulat. Dengan demikian pada asasnya syarat 

untuk membuat peijanjian perkawinan adalah sama dengan syarat~syarat untuk 

melangsungken perkav;inan, sehlngga bagi pihak-pihak yang masih di bawab 

urnur, maka calon suami dan calon istri memedukan bantuan dari orang-orang 

yang wajib memberik.an bantuan atau yang wajib memberikan izin untuk 

melangsungken perkawinan, oleh karena mereka yang belum cukup urnur pada 

bakekatnya tidak cakap untuk melakakan perbuatan hukwn.39 

Dengan demikian dapat disimpulkan yang dapat membuat peiJanJtan 

perkawinan adalab mereka yang rnemenuhl syarat untuk menikab pada waktu 

perjanjian perkawinan tersebut dibuat, dengan syarat bagi caJon suami dan calon 

istri yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belurn dewasa dan yang 

berada di bawah pengampuan, harus dibantu oleh mereka yang dibutuhkan 

izinnya untuk dapat melangsungken perkawinan (Disarnpaikan oleh Liza 

Priandhini pada Kuliah Pembuatan Akta Perorangan dan Keluarga, pada tanggal 

12 September 2008, di Depok). 

--------
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2.1.4. lsi, Bentuk dan Masa Berlakunya Perjanjian Perkawinan 

Dalam ilmu hukum, mengenai isi yang dapat dipeijanjikan dalam peljanjian 

perkawinan, dapat dikemukakan beberapa pendapat1 yaitu sebagai berik:ut: 

l. Sebagian ahli hukum mengemukakan pendapat babwa perjanjian perkawinan 

dapat memuat mengenai hal"hal apa saja yang berhubungan dengan hak dan 

kewajiban suami dan istri maupun tn'engenai hal-hal yang menyangkut harta 

benda perkawinan, sedangkan mengenai batasan-bawan yang dapat 

diperjanjikan dala.m perjanjian perkawinan~ merupakan tugas Hakim untuk 

memeriksa. Pendapat ini didasarkan pada pola pengaturan mengenai 

perjanjian perkawinan yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 1 

Tabun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Undang-undang tersebut, perjanjian 

perkawinan rnendapat pengaturan dalam Bab V Pasal 29, yang mendabului 

pengaturan mengenai hak dan kewajihan suomi dan istri yang terdapat dalam 

Bab VI, dan pengaturan mengenai harta benda perkawinan yang terdapat 

dalam Bab VII. 

2. R. Sardjono, mengemukakan pendapatnya, babwa sepanjang tidak diatur 

dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dapat diberi penafsiran lain, 

maka akan lebih baik apabila ditafsirkan perjanjian perkawinan hanya 

meliputi hal-hal yang menyangkut hak dan kawajiban di bidang hukum 

kekayaan. Pendapat ini didasarkan pada pola sistematika yang terdapat dalam 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan apa yang diatur dalum kodifikasi 

tersebut dengan berpegang pada Pasal 139 jo. Pasa! 119 Kii.ab Undang-undang 

Hukum Perdata. Keleluasaan suami dan istri dalam menentakan hak dan 

kewajiban menimbulkan kekhawatirnn akan dapat mengakibatkan 

ketidakpastian hukum dan dapat merupakan pe!uang bagi suami dan istri 

dalam menentukan hak dan kewajiban secara leluasa atau bebas, sedangkan 

asas kebebasan berkontrak dalam bidang hukum keluarga tidak dapat 

diterapkan. Selain itu juga menimbulkan kekhawatirnn hak dan kewajiban 

suarni dan istri menjadi terlalu Jonggar untuk dapat diperjanjikan da1am 

perjanjian perkawinan. 

3. Numazly Soetamo, mengemukakan pendapatnya bahwa peqanjtan 

perkawinan hanya dapat memperjanjikan hal-hal yang menyangkut hak dan 
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kewajiban di bidang hukum kekayuan dan hal tersebut hanya menyangkut 

mengenai harta yang benar~benar merupak:an harta pribadi suami dan istri, 

yn;:;e di~f.:.'.'.'?. ke d~!aro_ perka"\\>inan, sedangkan mengenai harta bersama, 

Undang-undang tidak menentukan secara tegas bahwa hal tersebut dapat 

dipe~anjikan di dalam Undang-undang Nomor I Tahun 1974 tentang 

, Pcrkawinan. maka mennrut beliau hal tersebut juga tidak dapat diperjanjikan 

dalam pe~anjian perkawinan. Demikian pula harta yang bukan milik pribadi 

dari suami dan istri yang dibawa ke dalam perkawinan, maka tidak dapat 

dipe~anjikan karena harta tersebut dapat saja merupakan harta pusaka yang 

rnerupakan harta kekayaan yang dimiJiki oleh klannya.40 

4. Wahyono Darmabrata, mengemukakan pendapatnya, bahwa apabila tidak 

ditafsirkan lain dalam Undang-undang Nomor l Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, sebaiknya petjanjian perkawinan hanya dimungkinkan mengenai 

hal-hal yang rnenyangkut pengaturan mengenai harta kekayaan perkawinan.41 

Mengenai bentuk petjanjian perkawinan, mennrut Pasal 147 Kitab Undang-

undang Hukum Perdata, perjanjian perkawinan hams dibuat dalam bentnk akta 

otentik yang dibuat dibadapan seorang Notaris sebelum perkawinan 

dilangsungkan. Apabila tidak dilakukan seperti demikian, maka perjanjian 

perkawinan tersebut be!l!l demi hukum, sehingga menimbulkan akibat dalam 

perkawinan tersebut dianggap terdapat persatuan ha.rta perkawinan antara suarni 

dan islri. Perubahan terhadap perjanjian perkawinan tersebut masih dapat 

diJakukan o[eh ca!on suami dan calon istri sebelum perkawinan dilangsungkan, 

akan tetapi perubahan tersebut hams dil&rukan dengan ak!l! otentik yang dibuat 

dihadapan seorang Notaris pula dan pihak-pihak yang dahulu ikut serta sebagai 

pihak dalarn mewnjudkan perjanjian perkawinun tersebut barns diikutsertakan 

lagi. Apabila pihak-pihak tersebut tidakmenyukai perubahan tersebut, maka peru­

bahan tidak dapat dilaksanakan.42 Sedangkan dalam Pasal 29 Undang-undang 

Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan, hanya disebutkan perjaqjian 

40Darmabmta dan Sjarif, op. cit,, hlrn. 8:0-8 l. 

41Darmabrata (2), op. cit., Wm. 84, 

42Prawirobamidjojo dan Safioedin, op. cit., him. 8 I. 
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perkawinan dibuat dalam bentuk tertulis, tidak ditentukan harus dengan akta 

otentik atau akta di bawah tangan, akan tetapi menurut beberapa ahli hukum, 

yakni Nurnazly Soetamo dan Wahyono Darmabrata, sebaiknya p~rjanjian 

perkawinan dibuat dalam bentuk akta otentik sehingga akan lebih menjamin 

kepastian hukum dan pihak ketiga mengetahui tentang perjanjian perkawinan 

tersebut. Perubahan terhadap perjanjian perkawinan selarna perkawinan 

berlangsung dapat dilakukan sepanjang suami dan istri menghendaki yakni 

dengan memberik:an persetujuan dan perubahan tersebut tidak merugikan 

kepentingan pihak ketiga.43 

Mengenai masa berlakunya perjanjian perkawinan, menurut Pasal 147 Kitab 

Undang-undang Hukum Perda'U4 peijanjian perkawinan mulai berlaku sejak 

perkawinan dilangsungkan dan tidak boleh ditentukan waktu yang lain. Maksud 

dari adanya ketentuan ini adalah supaya selama perkawinan hanya dimungkinkan 

berlaku satu keadaan saja mengenai harta benda perkawinan suami dan istri. Saal 

mulai berlakunya perjanjian perkawinan tersebut tidak boleh dibuat suatu janji 

atau syarat ketentuan mengenai kapan mulai berlakunya suatu perjanjian 

perkawinan, begitu pula dengan saat berakhimya perjanjian perkawinan tidak 

boleh ditentukan suatu janji mengenai hal tersebut. Dalam Pasal 152 Kitab 

Undang-undang Hukurn Perdata, perjanjian perkawinan berlaku terhadap pihak 

ketiga sejak didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri. Yang perlu 

didaftarkan adalah singkatannya (ikhtisarnya) saja.44 Selama belum didaftarkan, 

maka pihak ketiga dapat menganggap perkawinan tersebut dilangsungkan dengan 

persatuan harta perkawinan. Akan tetapi hal tersebut bukanlah suatu hal yang 

mutlak, karena apabila pihak ketiga mengetahui bahwa suami dan istri tersebut 

melangsungk:an perkawinan dengan perjanjian perkawinan, maka pihak ketiga 

tersebut tidak boleh menganggap bahwa perkawinan tersebut berlangsung dengan 

persatuan harta perkawinan. Apabila pihak: ketiga tidak: mengetahui bahwa 

sebenamya terdapat perjanjian perkawinan atau peijanjian perkawinan tersebut 

tidak didaftarkan, maka pihak ketiga dapat menganggap bahwa suami dan istri 

tersebut melangsungkan perkawinan dengan persatuan harta perkawinan. Dengan 

43Dannabrata dan Sjari£: op. cit., him. 72-76. 

44Prawiro~amidjojo dan Safioedin, op. cit., him. 82. 
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demikian pendaftaran tersebut bukan merupakan suatu kewajiban mutlak. akan 

tetapi pada sisi lain pcndaftaran tersebut memberikan kesempatan kepada suami 

dan istri untuk mengikat pihak ketiga terhadap apa yang didaftarkan. Pihak ketiga 

yang mengetabui bahwa terdapat peJjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan, 

maka tidak boleh menganggap bahwa perjanjian perl<awinan tersebut tidak ada. 

Pendaftaran harus telah dilakukan peda saat pihak ketiga berhubungan dengan 

suami dan istri. Apabila pendaftaran baru dilakukan setelah pihak ketiga 

berhubungan dengan Stlami dan is~ maka suami dan istri tidak dapat meletakkan 

pihak ketiga dalam suatu posisi yang tidak menguntungkan. Pihak mana yang 

mengadakan hubungan hukum sesudah pendaftaran, maka terikatlah para pihak 

tersebut kepada perjanjian perkawinan yang telah didaf\arkan, Dalam hal 

kedudukan pihak ketiga sebagai seorang kreditur sebelum perkawinan 

berlangsung, maka selama perjanjian perkawinan tersebut belum didaftarkan 

maka suami dan istri tersebut dapat dianggap melangsungkan perl<awinan dengan 

persatuan harta perkawinan, akan tetapi apabila perjanji8.n perkawinan tersebut 

telah didaftarkan, maka tidak dapatlah kreditur meminta supaya pe!janjian 

perkawinan tersebut diperlakukan dengan persatuan harm perkawinan kecuali 

kalau sebelum didafiarkan telah diarnbil Jangkah-Jangkah untuk dilakukan 

eksekusi.45 Pe!janjian perkawinan tidak akan berlaku jika tidak diikuti dengan 

perkawinan (Disampaikan oleh Liza Priandhini pada Kullah Pembuatan Akta 

Perorangan dan Keluarga, pada tanggal 12 September 2008, di Depnk). Sarna 

halnya dengan Kitah Undang-undang Hukum Perdata, menurut Pasal 29 Undang­

undang Nomor I Tahun 1974 tentang Petikawinan, perjl!f1iian perkawinan mulai 

berlaku sejak saat perkawinan dilangsungkan dan begi pihak katiga, pe!janjian 

perkawinan juga berlaku sejak saat perkawinan dilangsungkan, sarna seperti 

berlakunya petjanjian perkawinan terhadap suami dan isfri. 46 

2.1.5. Syarat-Syarat dan Larangan Dalam Perjanjiau Perkawinan 

Syarat-syarat yang hams dipenuhl untuk dapat membuat pe!janjian 

perkawinan adaleh sebagai berikut: 

~5/bid., blm. 32,.a4. 

46Darmabrata dan Sjarif, op. cit., hlm. 74-75. 
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I. Petjanjian perkawinan harus dibuat sebelum atau pada saat perkawinan 

dilangsungkan oieh mereka yang membuat perjanjian itu. 

2. Perjanjian perkawinan dibuat atas persetujuan bersama dari kedua bclah pihak 

eaton suami dan cal on istri. 

3. Perjanjian perkawinan harus dibuat secara tertulis. 

4. Perjanjian perkawinan harus disahkan oleh Pegawai Penca.tat Perkawinan 

yang berwenang melakukan pencatatan perkawinan itu. 

5. l'eljanjian perkawinan tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum 

agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. 

6. Perjanjian perkawinan harus dibuat oleh orang yang teleh dewasa, apabila 

dibuat oleh orang yang belum dewasa, maka harus dibantu oleh kedua orang 

tua aiau wakil, dalam hal ini diartikan teleh memenuhi syarat bagi calon 

mempelai Wltuk melangsungkan perkawinan, maka mereka harus dibantu oleh 

kedua orang tua atau wakilnya. 

7. Perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. 

8. Perjanjian perkawinan berlaku bagi pihak ketiga harya sepanjang pihak ketiga 

tersebut tersangkut dan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. 

9. Petjanjian perkawinan tidak dapat dirubah sepanjang perkawinan berlangsung} 

kecuali bila kedua beleh pihak memberikan persetujuan untuk merubeh dan 

perubehan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.47 

Pada asasnya calon suami dan calon istri bebas untuk menentukan hak dan 

kewajiban yang berkaiian dengan harta kekayaan perkawinan dalam suatu 

peljanjian perkawinan. Segala perjanjian yang dibuat, yang mereka anggap panw 

dan berkaitan dengan harta benda perkawinan suami dan istri yang bersangkutan 

adaleh mengikat mereka. Dalam perjanjian perkawinan yang dipeljanjikan adaleh 

huk dan kewajiban suarni dan istri yang berkenaan dengan pengatumn harta benda 

perkawinan selama perkawinan berlangsung. Walaupun suaml dan istri bebas 

untuk menentukan isi dari suatu perjanjian perkawinan, akan tetapi Undang­

undang rnenentukan batasan aiau larangan dalarn mengadakan pmjanjian 

perkawinan tersebut. misalnya dilarang mengadakan perjanjian perkawinan yang 

isinya bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Hal~hal lain yang 

"'Ibid .• him. 81-82. 
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merupakan batasan atau larangan dafarn mengadakan perjanjian perkawinan 

adalah sebagai berikut: 

I. Dilarang mengadak:an perjanjian pcrkawinan yang isinya bahwa istri 

melepaskan haknya untuk menuntut perpisahan meja dan tempat tidur, 

menuntut perceraian, atau menuntut pemisahan harta kekayaan. 

2. Dilarang mengadakan perjanjian perkawinan yang isinya mengurang1 

kekuasaan suami atau istri. 

3, Dilarang mengadakan perjaujian perkawinan yang isinya menyimpang dari 

ketentuan:-ketentuan mengenai kekuasaan orang tua, misalnya dalam 

petjanjian perkawinan ditentukan bahwa istriiah yang menjalankan kekuasaan 

ornng tua, maka peljanjian perkawirnm dernikian tidaklah diizinkan. 

4. Dilarang mengadakan perjanjfan perkawinan yang isinya mengurangi hak 

suami sebagai kepala rumah tangga. 

5. Istri berhak untuk mengadakan peljanjian perkawinan yang menjamin atau 

memberi pada istri kewenangan untuk mengams harta baik benda bergerak 

maupun benda tidak bergerak yang menjadi miliknya dan hak meugurus 

segala penghasilan yang diperolehnya. Dalam hal ini hak untuk mengurus 

tidak termasuk hak wttuk memindahtangnnkan, oleh karena itu istri harus 

mendapat izin dati suami. 

6. fstri dapat mempeljanjikan bahwa segala benda bergerak atau dampak atas 

namanya yang dibawa ke dalam perkawinan tidak dijual atau dibebani tanpa 

persetujuannya. 

7. Dilanmg mengadakan peljanjian perkawinan yang isinya bertentangan dengan 

ketentuan yang diadakan olah Undang-undang untuk melindungi hak suami 

at:au istri yang masih hidup, misalnya hak untuk menjadi wali dalam hal salah 

satu pihak meninggal lebih dult1, hal tersebut tidak boleh diperjanjikan karena 

bertentangan dengan ketentuan Undang-undang tersebut. 

8. Dilarang untuk mengadakan peljanjian perkawinan yang bertujuan untuk 

melepaskan hak seseorang dari salah seorang suami atau istri itu atas harta 

peninggalan anak-anak keturunan mereka. 

9. Dilarang untuk mengadakan perjanjian perkawinan yang tujunnnya untuk 

mengatur harta peninggaJan keturunan dari suami dan istri tersebut. 
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10. Dilarang mengarlakan perjanjian perkawinan yang isinya menyatakan bahwa 

salah seorang akan rnemikuJ hcban leblh berat mengenai kewajiban untuk 

membayar pelunasan hutang suami dan istri. 

II. Dilarang untuk rnengadakan perjanjian perkawinan yang bertujuan untuk 

mengatur harta kekayaan menurut ketentuan perundang-undangan negara lain, 

rnenurut kekuasaan atau Undang-undang yang berlaku sebelum berlakunya 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 

12. Dilarang untuk mengadakan perjanjian perkawinan yang 1smya mengatur 

bahwa istri melepaskan haknya atas harta kekayaan bersama. 48 

2.1.6. Maeam~Macam Perjanjian Perkawinan 

Peijanjian perkawinan dikelompokkan menjadi 2 (dua) macam, yaitu: 

I. Perjanjian perkawinan dimana tidak !erdapat persekutuan harta benda menurut 

Undang-undang, yang dikelompnkkan menjarli 5 (lima) macam, yaitu: 

a. Perjanjian perkawinan di luar persekatuan harta benda; 

b. Perjanjian perkawinan persekutuan basil dan pendl!patan; 

c. Perjanjian perkawinan persek.-utuan untnng dan rugi; 

d. Perjanjian perkawinan di luar persekutuan dengan bersyarat; 

e. Perjanjian perkawinan persatuan harta tetapi diperjanjikan (Pasal 140 ayat 

(2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata) (terdapat hlbah); 

2. Perjanjian perkawinan dimana terdapat persekutuan harta benda menurut 

Undang-undang, tetapi oleh istri dikehendaki adanya penyimpangan, yang 

dikelompokkan menjadi 2 ( dua) rna cam, yaitu: 

a. Perjanjian perkawinan dengan diperjanjikan Pasal 140 ayat (2) Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata; 

b. Perjanjian perkawinan dengan dipe~anjikan Pasal 140 ayat (3) Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata. 

(Disampoikan oleh Liza Priandhini parla Kuliab Pembuatan Akta Perorangan dan 

Keluarga, pada tanggall2 September 2008, di Depok). 

"'Darmabrata(l), op. cit.,hlm. 170-172. 
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2.1.6.1. Perjanjian Perkawinan Di Luar Persekutuan Harta Benda 

Mendapat pengaturan dalam Pasal 139 Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata dan Pasal 29 Undang-undang Nomor I Tabun 1974 tentang 

Perkawinan. Dalam perjanjian perkawinan ini, diantara suarni dan istri 

dlperjanj ikan tidak terdapat persekutuan harta benda sam a sekall. Dengan 

demikian bukan hanya tidak ada persekutuan harta benda menurut Undang· 

undang, tetapi juga persekutuan untung dan rugi, persekutuan basil dan 

perulapatan serta percampnran apapun dengan tegas ditiadakan. 

Inti dari perjanjian perka.winan di luar persekutuan harta benda adalah sebagai 

berikut: 

l. Tidak ada persekutuan dalam bentuk apapun juga; 

2. Harta masing-masing tetap rnenjadi milik masing-masing; 

3. Istri berhak mengurus hartanya sendiri serta beb"' memungut hasilnya, 

tidak memerlukan bantuan dari suaminya; 

4. Hutang masing-rnasingjuga menjadi tanggungan masing-masing; 

5. Biaya rumab tanggu dan lain-lain term"'uk pendidikan anak menjadi 

tanggungan suami; 

6. Peraoot rumab tangga dan lam-lain menjadi milik pihak istri; 

7. Pakaian, perhiasan, buku, perkakas, dan alat-alat yang berkenaan dengan 

pendidikan atau pekerjaan masing-masing adalab mitik pihak yang 

dianggap menggunakan barang itu; 

8. Barang bergerak lainnya yang karena hibab, warisan atau jalan lain selama 

perkawinan jatuh pada salab satu pihak, hams dapat dibuktikan asal 

usulnya. 

(Disampaikan oleh Liza Priandhini pada Kuliab Pembuatan Akta Perorangan dan 

Keluarga, pada tanggall2 September 2008, di Depok). 

Dalam petjanjian perkawinan ini dapat pula istri memperjanjikan agur hak 

pengurusan dipegang oleh istri dan tidak dipegang oleh suami. Apabila tidak 

diperjanjikan dernikian, maka suami mempunyai kekuasaan untuk mengurus harta 

perkawinan. Berkaitau dengan penyelenggaraan rumah tangga dan pendidikan 

anak:, dapat pula diperjanjikan suami dan istri mengajukan jurulab uang yang 

harus disumbangkan oleh masing-masing untuk keperluan tersebut. Apabila tidak 
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diperjanjikan demikian, maka segaJa penghasilan dari harta kekayaan masjng­

masing, termasuk harta kekayaan istri dapal dipergunakan oleh suami untuk 

keperluan romah tangga dan pendidikan anak (Pasal 145 dan Pasal 146 Kltab 

Undang-undang Hukum perdata}'9 

2.1.6.2. Pet"janjian Perkawinan Persekutuan Hasil Dan Pendapatan 

Mendapat pengaturan dalam Pasal 164 Kltab Undang-undang Hukum 

Perdata. Dalam perjanjian perkawinan ini, diantara suaml dan istri diperjanjikan 

adanya persekutuan basil dan pendapatan saja, sedangkan persekutuan harta 

menurut Undang-undang tidak ada. Dalam perja!1iian perkawinan ini hanya 

untung yang dibagi, apabila rnengalami kerugian, rnaka istri hanya turut memikul 

sampai bagiannya dalam keuntungan, sedangkan terhadap kerogian selebihnya 

istri tidak dapat dituntut (Disampaikan oleh Liza Priandhini pada Kuliah 

Pembuatan Akta Perorangan dan Keluarga, pada tanggal 12 September 2008, di 

Depok). 

Inti dari perjanjian perkawinan persekutuan basil dan pendapatan adalah 

sebagai berik'llt: 

I. Terdapat persekutuan basil dan pendapatan; 

2. Apa yang dimaksud dengan keuntungan; 

3. Apa yang termasuk be ban; 

4. Apabila oleh persekutuan dilakukan pembayaran untuk menambah nilai 

harta yang sebenarnya, tidak termasuk persekutuan; 

5. Apabila suatu barang yang dibewa dalam atau diperoleh selama 

perkawinan oleh selah seorang suami dan istri tidak ada lagi; 

6. Istri dapat mengurus hartanya sendiri, ia akan menyerahkan 

penghasilannya kepada suaminya; 

7. Pakaian dan perhiasan pada saat perkawinan berakhir; 

8. Daftar berang yang dibewa masing-masing dalam perkawinan 

(Disampalkan oleh Liza Priandhini pada Kuliah Pembuatan Akta 

Perorangan dan Keluarga, pada tanggal 12 September 2008, di Depok). 

49Darmabrnta (J). ap. cit., hlm. J 80· J 81. 
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Dalam perjanjian perkawinan ini juga dapat diperjanjikan antam suami dan 

istri hal-hal yang terdapal dalam Pasal 145 dan Pasal 146 Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata sebagaimana telah diumikan di alas-"' 

2.1.6.3. Perjanjian Perkawinan Per:sekutuan Untung Dan Rugi 

Mendapat peogaturan dalam Pasal 155 - Pasal 165 Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata. Dalam peljanjian perkawinan ini hanya dipeljanjikan adanya 

persekutuan untung dan rugi saja, sedangkan persekutuan harta menurut Undang­

undang tiduk ada (Disampaikan oleh Liza Priandhini pada Kuliah Pembuatan 

Akta Perorangan dan Keluarga, pada tanggall2 September 2008, di Depok)_ 

Pokok pikiran dati persekutuan untung dan rugi ini adalah bahwa masing­

ma'ling pihak tetap akan merniliki barang bawaannya beserta barang-barang yang 

jatuh padanya secara petc:wna selama perkawinan (karena hadiah atau warisan), 

.sedangkan semua penghasilan dari tenaga atau modal se!ama perkawinan akan 

menjadi kekayaan bersarna, begitu juga terhadap kerugian atau biaya-biaya yang 

telah mereka keluarkan selama perkawinan akan dipikul bersama-sama. 51 

Menurul Pasal 144 Kitab Undang-undang Hukum Perda!J!, ketiadaan suatu 

persatuan barta kekayaan menurut Undang-undang, tidak berarti tidak adanya 

persatuan untung dan rugi, kecuali apabila hal tersebut dengan tegas ditiadakan. 

Dengan demikian apabila dalam pexjanjian perkawinan hanya dikatakan "tiduk 

ada persekutuan barta", maka hal tersebut berarti tidak ada persekutuan untung 

dan rugi. 

Persekutuan untung dan rugi dapat terjadi karena 2 (dua) hal, yaitu: 

I. Apabila dipeljanjikan secara khusus dalam peljanjian perkawinan. 

2- Apabila dalarn suatu peljanjian perkawinan di luar persekutuan harta 

benda tiduk secara tegas dikecualikan untung dan rugi. 

Dalam peJjanjian perkawinan ini, suami dan istri tetap sebagai pemilik dari 

barang bawaan masing-masing dan juga barang-barang yang diperoleh selama 

perkawinan, tetapi barang-barang rnilik istri diurus oleh suami sebagai kepala 

~brata{t), ap. cit., him. 179. 

51 Subekti (2}. op. cit, h~m. 3940. 
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rumah tangga, kecuali diadakan perjanjian yang menyimpang (Pasal 140 ayat (3) 

Kitab Undang-undang Huknm Perdata). 

Dalam peljanjian perkawinan ini, terdapet 3 (tiga) budel, yaitu: 

1. Harta suami pribadi (sampai dimana batas suami terhadap harta suarm 

pribadi); 

2. Harta istri pribadi (sampai dimana batas istri terhadap harta istri pribadi); 

3. Harta persekutuan, yaitu laba dan rugi dari barta tersebut 

Menurut Pasal 150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, suami dan istri 

mendapatkan kewttwtgan persatuan dan rnemikul kerugiannya masing-masing Yz 

(satu per dua) bagian, keeuali ditentukan lain (tetapi dengan mengingat Pasal 142 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tidak diperbolehkan memikul suatu bagian 

kerugian yang lebih besar dari bagiaanya dalam keuutungan). 

Keuntungan adalah setiap pertambahan harta kekayaan suami dan istri 

sepanjang perkawinan, keeuali Undang-undang menetapkan lain (Pasal 157 Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata) (Disampaikan oleh Liza Priaudhini peda Kuliah 

Pembuatan Akta Perorangan dan Keluarga, pada tanggal 12 September 2008, di 

Depok). Termasuk keuntungao adalah penambahan dari harta benda yang 

disebabkan karena hasil masing-masing pihak dan segala sesuatu yang merupakan 

hasil dari tenaganya sendiri. Tidak terrnasuk keuntungan adalah penambahan dari 

harta kekayaan masing~masing, yang disebabkan karena warisan, hibah, dengan 

tidak memperdulikan dari siapa hibah dan warisan itu diperoleb, naiknya harga 

barang yang menjadi ntilik suami dan istri yang bersangkutan, dan penambahan 

harta kekayaan yang merupekan benda tidak bergerak karena aanwas 

(penarnbahan luas tanah yang disebabkao karena alam, ntisalnya teljadi pada 

tanah dipinggir sungai yang bertambah luas karena lumpur, yang lama kelamaan 

dapatlah dimanfaatkan oleh pentilik tanah).52 Mengenai nasib baik atau secara 

kebetulan, belum ditentukan apakah termasuk dalam pengertian keuntungan atau 

tidak. Dengan demikian agar tidak menimbulkan perbedaan interpretasi, maka 

dalam pasal-pasal yang akan menjadi uraian dalam peljanjian perkawinan ini 

ditegaskan bahwa hal tersebut merupakan keuntungan (Disampaikan oleh Liza 

52 Dannabrata (1 ), op. cil., him. 175-l76. 
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Priandhini pada Kuliah Pembuatan Al<ta Perorangan dan Keluarga, pada 1anggal 

12 September 2008, di Dcpok). 

Kerugian adalah setiap pengurangan harta kekayaan yang disebabkan karena 

terdapal pengeluaran yang melampaui pendapatan (Pasal 157 Kitab Undang­

undang Hukum Perdata)." Termasnk kerugian adalah segala utang suami dan istri 

bersama yang dibuat sepanjang perkawinan, tidak termrumk didalamnya ape yang 

karena kejahatan harus dirampas dari salah seorang mereka (Pasal 163 Kitab 

Undang-undang Hnkum Perdata). Tidak termasnk kerugian adalah sebagai 

berikut 

1. Berkurangnya nHai barang yang menjadi milik masing~masing suami dan 

istri (Pasal160 Kitab Undang-undang Huknm Perdata); 

2. Berkurangnya niiai barang~barang karena kebakatan, banjir, atau karena 

sebab lainnya tidak dihitung sebagai kerugian melainkan sebagai kerugian 

dari masing-masing pemilik yang barang-bamngnya rusak atau menjadi 

kurang (Pasal 162 Kitab Undang-undang Hukurn Perdata); 

3. Pengeluaran-pengeluaran oleh salah satu pihak 54 

Inti dari perjanjian perkawinnn persekutuan untung dan rugi adalah sebagai 

berikut; 

l, Terdapat persekutuan untung dan rugi; 

2. Mengenai pengeluaran rumah tangga, pendidikan anak, dan beban lain 

dalam perkawinan; 

3. Apa saja yang termasnk dalam keuntungan; 

4. Apa saja yang termasnk kerugian; 

5. Apabila oleh persekutuan dilaknkan pembayaran untuk menamhah nilai 

harta yang sebenarnya tidak tennasnk dalam persekutuan; 

6. Apabila terdapat barang yang dibawa atau dipeoleh selarna perkawinan, 

tetapl tidak ada lagi pada saat perkawinan bubar; 

7. Pengurusan harta istri oleh suami~ dapat dilakukan apabila: 

a. Terdapat bamng pribadi istri yang lidak ada lagi; 

$4:Darmabrnta (1), op. cit., hlm. 176. 
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b, Terrlapat barang islri yang dijual dan basilnya untuk membayar 

p0ngeluaran keperluan persekutuan; 

c, Pengurusan tersebut lidak dilakukan dengan baik, 

8. Mengenai pakaian dan perhiasan badan; 

9, Barang bergerak yang selarna perkawinan diperoleh salah seorang suami 

dan istri karena warisan, Jegaat, hibah barus temyata di dalam tulisan atau 

sumt-surat lain, apahila tidak 'terdapat penjelasan, maka suami tidak 

berhak mengambil sebagai miliknya dan istri dapat membuktikan dengan 

segala cara bahwa barang tersebut adalah milik istri. Apabila tidak 

terdapat bukti lain, rnaka barang tersebut harus dibagi rata; 

10. Apabila tidak. secara tegas diatur dan terdapat keraguan, maka keuntungan 

atau kerugian masuk harta persatuan; 

II , Mengenai daftar dan nilai barang yang dibawa masing-masing dan kapan 

rencana perkawinan akan diadakan. 

(Disampaikan oleh Liza Priandhini pada Kuliah Pembuall!n Akta Perorangan dan 

Keluarga, padall!nggal 12 September 2008, di Depok). 

2.1.6.4. Perjanjian Pcrkawinan Di Luar Persekutuan Dengan Bersyarat 

Dalam perjanjian perkawinan ini. yang diperjanjikan adalah apabila suami 

hidup lebih lama dari istri. maka tidak ada persekutuan dalarn bentuk apapun. 

tetapi apabila istri yang hidup lebih lama dari suarni, maka terdapat persekntuan 

basil dan pendapatan (Disarnpaikan oleh Liza Priandhini pada Kuliah Pembuatan 

Akta Perorangan dan Keluarga, pada tanggal 12 September 2008, di Depok). 

Inti dari peljanjian perkawinan di luar persekutuan dengan bersyarat adalah 

sebagai beriknt: 

I , Apabila suami hidup lebih lama dari istri. maka tidak ada persekutuan 

dalarn bentuk apapun juga, tetapi apahila istri hidup lebih lama dari suarni, 

maka terdapat persekutuau basil dan pendapatan; 

2. Barang bergerak: yang selama perkawinan diperoleh salah seorang suami 

dan istri karena warisan, legaat, hibah harus temyata di dalam tulisan atau 

surat-surat lain~ apahila tidak terdapat penjelasa.n, maka suami tida.k 

berhak rnengambil sebagai miliknya dan istri dapat membuklikan dengan 
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segala cara bahwa barang lersebut adalah milik istrL Apabila tidak 

terdapat bukti lain, maka barang tersebut harus dibagi rata; 

3. Pakaian, perhiasan~ huku, perkakas, dan alat-alat yang berkenaan dengan 

pendidikan atau pekerjaan masing-masing adalah milik pihak yang 

dianggap menggunakan barang itu; 

4. Mengenai daftar dan nilai barang yang dibawa masing-masing dan kapan 

rencana perkawinan akau dladakan 

(Disampaikan oleb Liza Priandbini pada Kuliah Pernbuatan Akta Perorangan dan 

Keluarga, pada tanggal 12 September 2008, di Depok). 

2.1.6.5~ Perjanjian Perkawinan Persa.tuan Harta Tctapi Diperjanjikan Pasal 

140 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata {ferdapat 

Hlbah) 

Dalam petjanjian perkawinan ini, walaupun t.eiah berlaku persekutuan harta 

menurut Undang-undang, tetapi apabila istri seJama perkawinan mendapat harta 

yang menurut keterangan pemberi hibah akan jatnb di luar persekutuan harta 

benda yang akan terjadi karena perkawinan. maka istri berhak untuk mengurus 

sendiri harta tersebut dan akan bebas memungut hasilnya, dan pemberi hlbah 

harus hadir (Disampaikan oleb Liza Priandhlni pada Kuliah Pernbuatan Akta 

Perorangan dan Keluarga, pada tanggal12 September2008, di Depok). 

Inti dari perjanjian perkawinan persatuan harta tetapi dipeljanjikan Pasal 140 

ayat (2) Kitab Undang-undang Hokum Perdata (terdapat hibah) adalah sebagai 

berikut: 

1. Pernyataan mengenai walaupun teJah berlaku persekutuan harta menurut 

Undang-undang, tetapi apabila istri selama perkawinan mendapat harta 

yang menurut keterangan pemberi hlbah akan jatah di luar persekutuan 

barto benda yang akan terjadi karena perkawinan, maka istri berhak untuk 

mengurus sendiri harta tersebut dan ak:an bebas rnemungut hasilnya; 

2. Pemberi hlbah menerangkan objek hlbah yang akan diberikan kepada 

pihak istri; 

3. Ketentuan bahwa objek hibah tidak jatah dalarn persekutuan harta yang 

terjadi karena perkawinan dan apabila perkawinan tersebut bubar, dan 

Universitas Indonesia 

Akibat Hukum..., Imelda Julia, FH UI, 2009



35 

pihak istri menikah lagi, maka objek hlbah tersebut tidak akan jatuh atau 

masuk ke daiam persekutuan harta karena perkawinan yang kcmudian; 

4, Pemyataan dari pihak istri menerima hibah tersebut. 

(Disampaikan oleh Liza Priandhini pada Kuliah Pembuatan Akta Perorangan dan 

Keluarga. pada tanggal 12 September 2008, di Depok). 

2.1.6.6. Perjanjian Perkawinan Dengan Diperjanjikan Pasal140 ayat (2) 

Kitab Undang-undang Hukum Pcrdata 

Dalam petjanjian perkawinan ini yang dapat dipetjaujikan adalah bahwa islri 

akan tetap mengurus harta bendanya sendiri baik bergerak maupun tidak berger~ 

dau menikmati sendiri segala pendapatan pribadinya. (dalam hal ini hanya berupa 

tindakan pengarusan, bukan tindakan kepernilikan) (Disampaikan oleh Liza 

Priandhini pada Kuliah Pembuatan Akta Perorangan dan Keluarga, pada tanggal 

12 September 2008, di Depok). 

2.1.6.7. Perjanjian Perkawinan Dengan Diperjanjikao Pasal140 ayat (3) 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

Dalam perjanjian perkawinan ini yang dapat dipetjanjikan adalah bahwa 

barang-barang tidak bergerak, surat berharga, serta piutang atas nama yang 

tercatat atas nama istri, baik yang dibawa pada waktu perkawinan maupun yang 

dimasukkan selama perkawinan, tidak boleh dibebani atau dipindahtangankan 

oleh suami tanpa persetujuan istri. Dengan demikian walaupun terdapat persatuan 

harta menurut Undang~undang, tetapi tanpa adanya persetujuan dari istri, f:Uami 

tidak dapat mernindahtangankan atau membebani harta islri yang dimasokkan 

dalarn persatuan atau yang sepanjang perkawinan masuk ke dalam persatuan 

(Disampaikan oleh Liza Priandhlni pada Kuliah Pembuatan Akta Perorangan dan 

Keluarga, pada tanggal 12 September 2008, eli Depok). 

2.2. Perjanjian Perkawjnan Yang Dapat Disabkan Oleh Pegawai Pencatat 

Perkawinan Bagi Warga Negara Indonesia 

Dalam sub bab ini penulis akan menguraikan mengenw pe!JatlJian 

perkawinan yang mendapatkan pengesahan dari Pegawai Pencatat Perkawinan, 

Universitas Indonesia 
Akibat Hukum..., Imelda Julia, FH UI, 2009



36 

dalam hal ini Pegawai Pencatat Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang disertai 

juga dengan sahnya pe~janjlan perkawinan tersebut dan proses pencatatan 

perjanjian perkawinan pada Dina.< Kependudukan dan Catalan Sipil tersebuL 

2.2.1. Pengesaban Atau Pcneatatan 

Pasal29 ayat (I) Undang-undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan, 

menyatakan bahwa: 

(!) Pada waktu atau sebelwn perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas 
persetujuan bersarna dapat mengadakan peijanjian tertulis yang disahkan 
oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isin~a berlaku juga 
terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. ' 

Dalam uraian Pasal 29 ayat (!) tersebut di atas, terdapat kalimat yang 

menyatakan bah-wa perjanjian tertulis yang dibuat oleh calon suami dan calon istri 

atas dasar persetujuan atau kesepakatan hersama sebelum atau pada waktu 

perkawinan dilangsungkan memperoleh pengesahan dari Pegawai Pencatat 

Perkawinan. Kata pengesahan tesebnt dapat diartikan bahwa Pegawai Pencatat 

Perkawinan memeriksa dan meneliti kembali apakah perjanjian tertulis tersebut 

telah sesuai dengan huk:wn, ketertiban umum; dan kesusilaan atau tidak, Fakta 

hukum yang penulis temukan dalam praktek tidaklah demikian. Berdasarkan basil 

wawancara langsung penulis dengan Erik Polim Sinurat, seorang Pegawai 

Pencatat Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Catalan Sipil Provinsi Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta, heliau menyatakan bahwa Pegawai Pencatat Perkawinan 

pada Dinas Kependudukan dan Catalan Sipil tersebut, tidak terkecuali pada setiap 

Kanll>r Catatan Sipil yang berada dalam wilayah Daerah Khusus lbukota Jakarta, 

terhadap pe~anjian perkawinan tersebut tidaklah melakukan suatu pengesahan, 

akan tetapi melakukan suatu pencatatan pada akta pencatatan sipil, yang terdiri 

dari register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipiL Oleh karena 

Pegawai Pencatat Perkawinan hanya mencatatkan petjanjian perkawinan tersebut, 

makn. proses pembuatan dan pengesahan perjanjian perkawinan tersebut 

:Hlndonesia (1), op. cit., Ps. 29 ayat (I). 
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diserahkan pada Notaris, selaku pihak yang membuat petjanjian perkawlnan 

dalam bentuk akla ot.entik, karena Notaris dianggap sebagai pibak yang paling 

memahami dan mengerti mengenai seluk beluk pembuatan perjanjian perkawinan 

yang sesuai dengan hukum, ketertiban umum dan kesusilaan~ sehingga petjanjian 

perkawinan tersebut menjadi sah di mata hukum. Dengan demikian Pegawai 

Pencatat Perkawinan hanya menerima petjanjian perkawinan da1am bentuk akta 

otenlik bukan akla dibawab Iangan, karena dalam beatuk akta otentik dianggap 

petjanjian perkawinan tersebut telah sesuai dengan hukum, ketertiban umum, dan 

kesusilaan dan mempunyai kekuatan pembuktilln yang sempuma,56 

Pemyataan yang diungkapkan oleb Eric Polim Sinumt tersebut memperkuat 

pendapat dari beberapa abli hukum yaitu diantaranya adalab Nurnazly Soetarno 

dan Wahyono Dannabrata, yang menyatakan babwa sebaikuya petjanjian 

perkawinan dibuat dalam bentuk akta otentik untuk lebih menjrunin kepastian 

hokum dan supaya pihak ketiga mengetahui tentang adanya petjanjian perkawinan 

tersebut karena isi dari perjanjian perkawlnan mengikat pihak ketiga. 57 Selain 

Nurnazly Soetarno dan Wahyono Darmabrata, Salim HS juga berpendapat babwa 

perjanjian perkawinan tersebut barns dibuat dalam bentuk akta otentik yang dibuat 

dihadapan Notaris, tujuannya adalah sebagai berikut: 

I. Untuk keabsahan suatu parkawinan; 

2. Unluk mencegab perbuatan yang tergesa-gesa, oleh karena akibat dari 

perkawinan tersebut untuk seumur hidup; 

3. Demi kupastian hokum; 

4, Sebagai ala! bukti yang sab; dan 

5. Meneegah timbulnya penyelundupan hukum." 

Keharusan pembuatan peljanjian perkawinan dalam bentuk akla otentik 

tersebut tidak hanya dimintakan oleh Kantor Catalan Sipil, akan tetapi juga 

diharuskan oleh Kantor Urusan Agama, hal tersebut diketabui oleh penulis 

berdasarkan wawancara langsung penulis dengan Fakhrurrozi. seorang Pegawai 

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Setiabudi Jakarta Selatan. Beliau 

~6Wawaneam dengan Eric Polirn Sinurat, pada tanggal6 Februari 2009, dl Jakarta. 

~1Darmabrata dan Sjarif. op. cit .• hlm. 73. 

sa:HS, op. cit,, hlm. 72-73. 
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menyatakan bah"'" apabila terdapat perkawinan yang disertai dengan perjanjian 

perkawinau, maka perjanjian perkawinan tersebut haruslah dalam bentuk akta 

otentik yang dibuat oleh seorang Notaris, karena Pegawai Pencatat Nikah hanya 

mencatatkan perjanjian perkawinan tersebut dalam buk:u nikah suami dan istri 

dimana dalam buku nikah tersebut telah disediakan kolom isian khusus mengenai 

ada atau tidaknya perjanjian perkawinan, tidak memeriksa dan meneliti kembali 

apakah telah sesuai dengan bukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. Tanggung 

jawab mengenai sah atau tidaknya suatu perjanjian perkawinan menurut hukum, 

ketertiban umum dan kesusilaan diserahkan kepada Notaris, Aleta perjanjian 

perkawinan tersebut dilampirkan bersamaan dengan dokumen persyaratan 

perkawinan~ seperti fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon mempelai, fotokopi 

kartu keluarga calon mernpelai, surat pengantardari RTfRW, dan persyaratan lain, 

serta daftar pemeriksaan nikab. Apabila calon istri meminta adanya taklik talak, 

maka sesudah akad nikah suami membaca (tidak wajib) dan menandatangani 

taklik talak (pada lembaran tersendiri dan pada buku nikab). Pada saat perkawinan 

terse but dicatatkan, maka perjanj ian perka'Winan tersebut juga dicatatkan pad a 

buku nikah. Perjanjian perkawinan yang telab dicatatkan berlaku sejak 

perkawinan terse but dilangsungkan. 59 

Pembahasan selanjutnya mengenai pe.tjanjian perkawinan oieh penulis, akan 

dilakukan hanya terhadap perjanjian perkawinan yang dtcatatkan oleh Pegawai 

Pencatat Perkawinan pada Dina.<> Kepen.dudukan dan Catatan Sipil Provinsi 

Daerah Khusus lbukota Jakarta Dalam hal judul bab, sub bah dan menjawab 

pokok permasalahan pada bab ketiga penu!L= ini, penulis menggnnakan istilah 

"disabkan" agar sesuai dengan Undang-nndang, akan tetapi untuk pembahasan 

dan penguraian penulisan, agar lebih jelas dan tepat, penulis menggunakan istilah 

"dicatatkan atau pencatatan''. 

"'wawancara dengan Fakllrurrozi, pada tanggal 4 Februari 2009, di Jakarta. 
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2.22. Sabnya Pcrjanjian Perkawinan 

Bcrdasarkan hasil wawancara langsung penulis dengan Notaris Lieke Liana­

devi Tukgali~ beliau menyatakan bahwa untuk sahnya perjanjian perkawinan 

tunduk pada Pasa1 1320 Kitab Undang-undang Hukwn Perdata60 

Menurut Pasa1 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, untuk syarat 

sahnya suatu perjanjian harus mernenuhi 4 (empat) syarat, yaitu: 

1. Sepakat mereka untuk mengikatkan diri; 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; 

3, Mengenai suatu hal tertentu; dan 

4. Suatu sebab yang ha1a161 

2.2.2.1. Sepakat Mereka Untuk Mengikatkan Diri 

Menurut Salim HS, kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendal< 

antara satu orang atau lebih dengan satu orang atau Iebih. 62 Kesepakatan atau kata 

sepal<at dimai<sudkan bahwa kedua subjek yang mengedai<an pe!janjian harus 

bersepakat. setuju atau seia dan sekata mengenai hal-hal pokok dari suatu 

peljanjian yang diadal<an, dalam hal ini adalah peljanjian perkawinan. Apa yang 

menjadi kehendak pihal< yang satu, juga merupal<an kehendal< dan pihak yang 

lain. Dengan demikian kedua pihal< mempunyai kahendal< yang sama secara 

timbal ba1ik61 

Dalam. perjanjian perkawinan, unsur sepakat diantara calon suami dan calon 

isiri untuk mengadal<an perjanjian perkawinan sangat1ah penting, karena apabila 

dapat dibuktikan perjanjian perkawinan tersebut diadal<an atas dasar kekhilafan, 

paksaan, atau penipuan, maka pmjanjian perkawinan tersebut dapat dibatalkan 

(Pasal 1321 Kitab Undang-undang Hukurn Perdata). 

60Wawtmcara dengan Lieke Lianadevi Tukgali. pacta tanggal21 Februari 2009, di Jakarta. 

"1Subekti (3}, Hukum Pcrjanjian, cct. XIX, (1akarta: lntermasa, 2002). hlm.17. 

"
2HS, op. cit., him. !62. 

li)Subclcti (:3}. foe. cit. 
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2.2.2.2. Kccakapan Untuk Membuat Suatu Perjanjian 

Menurut Salim HS, kccakapan bertindak adalah kecakapan atau kemarnpuan 

untuk melakukan perbuatan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan pcrbuatan 

hukum adalah perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Orang-orang 

yang akan mengadakan perjanjian, dalam hal ini pe!janjian perkawinan, haruslah 

orang-orang yang cakap dan berwenang untuk melakokan perbWll:an huk:um 

sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang.64 

Mcnurut Pasal 1329 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pada asasnya 

setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu perjanjian, kecuali apabila 

Undang-undang menyatakan bahwa orang tersebut tidak cakap.65 Setiap orang 

yang sudah dewasa atau akilbaliq dan mempunyai J?ikiran yang sehat, adalah 

cakap menurut hukum.66 

Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan orang-orang 

yang tidak cakap untuk melakukan pe!janjian, yaitu: 

I. Orang-orang yang belum dewasa; 

Menurut Pasal 330 Kitab Undang-undaug Huk:um Perdata, orang yang 

belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai usia genap 21 (dua 

puluh satu) tahun dan belum pemah menikah•7 Dengan demikian yang 

cakap membuat pe!janjian adalah mereka yang berusia genap 21 (dua 

puluh satu) tahun atau sudah menikah atau pernah menikah walaupun 

belum genap 21 (dua puluh satu) tahun. 

2. Orang-orang yang berada di bawnh pengampuan; 

Menurut hukum orang yang berada di bawnh pengampuan tidak dapat 

berbuat bebas terhadap harta kekayaannya, orang-orang tersebut berada 

dalam pengawasan pengampuan, kedudukanuya sama dengan seomng 

anak yang belum dewasa. Seorang dewasa yang telah berada di bawah 

pengampuan harus diwakili nleh pengampu atau kurator. Arti kata diwakili 

!AflS, op, elf., him. HiS. 

65 Kilab Undtmg-Undang Hukum Perdaw [Burgerl!fl:. Watboek]. op. ci!., Ps. 1329. 

66Subekti (3). lQc, cit. 

"1 Kitab Undang~Undang Hukum Penial a {l)urgerlijk Wetboek}. op. cit,, Ps. 330. 
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dalam hal ini adalah orang yang diwakili tidak membuat perjanjian itu 

sendiri, tetapi yang tampil ke depan adalah wakilnya 

3. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-undang, 

dan semua orang kepada siapa Undang-undang telah melarang membuat 

perjanjian-perjanjian tertentu. 

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, seorang perempuan yang 

mempunyai suami, untuk mengadakan suatu perjanjian, memerlukan izin 

(lruasa tertulis) atau bantuan dari suaminya (Pasal 108 Kitab Undang­

undang Hukum Perdata)_ Arti kata dibantu dalam hal ini adalah istri 

bertindak sendiri hanyalah ia didampingi oleh orang lain yang 

membantunya dalam hal ini adalah suaminya akan tetapi bantuan tersebut 

dapat diganti dengan surat kuasa atau lZlll tertulis. Dalam 

perkernbangannya saat ini, seorang istri yang tunduk pada hukum perdata 

barat dapat melakukan perbuatan hukwn tanpa bantuan dari suaminya, 

sebagaimana diatur da!am Pasa! 31 Undang-undang Nomor I Tahun 1974 

tentang Perkawinanjo. Sural Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 

Tahun 1963 tangga! 4 Agustus 196368 

Dalam menentukan sahnya suatu perjanjian perkawin~ unsur kecakapan 

hukum yang telah diuraikan di atas dari kedua eaton mempelai sangatlah 

diperhatikan. Pada umumnya seseorang yang masih dibawah umur atau belum 

genap 21 (dua puluh satu) tahun tidak diperbolehkan untuk bertindak sendiri, 

mereka harus diwakili oleh orang tua atau wali, akan tetapi dalam membuat 

perjanjian perkawinan, oleh Undang-undang diadakan suatu pengecualian. 

Seorang yang belum dewasa diperbolehkan bertindak sendiri akan tetapi ia harus 

dibantu oleh orang tua atau orang-orang yang diharuskan memberikan izin untuk 

dapat melangsungkan perkawinan. 

Apabila pada saat membuat peljanjian perkawinan, salah satu pihak belum 

mencapai usia yang ditentukan oleh Undang-undang, maka perjanjian perkawinan 

68Subekti (3), op. cit., him. 17-19. 
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tersebut menjadi tidak sah~ walauptm perkawinannya sendiri, yang akan 

dilangsungkan adalah sah.69 Hal ini dapat terjadi karena batas usia untuk 

meJangsungkan perkawinan dan untuk membuat suatu perjanjian terdapat 

perbedaan. Dalam Pasal 7 ayat (I) Undang-undang Nomor I Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, ditentukan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan bagi pria yang 

sudab mencapai usia genap 19 (sembilan belas) tahun dan wanita sudah mencapai 

usia genap 16 (enam belas) tahun/0 sedangkan unluk. membuat perjanjian 

ditentukan bahwa pihak yang membuat perjanjian harus telah mencapai usia 

genap 21 (dua puluh satu) !ahun atau sudah menikah alau pemah menikah (Pasal 

1330 jo. Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukwn Perdata). 

Apabila dalam wak:tu antara pembuatan perjanjian dan penutupan perkawinan 

orang tua atau waH yang membantu terjadinya petjanjian perkawinan tersebut 

meninggal duni~ maka perjanjian pcrkawinan tersebut menjadi batal, sehingga 

pembuatan pe(janjian perkawinan te111ebut harus diulangi dihedapan Notaris. Hal 

ini dapat teJjadi karena orang yang seharusnya memberikan izin untuk dapat 

melangsungkan perkawinan sudah berganti, oieh karena itu sebaiknya peljanjian 

perkawinan dibuat apabiia hari perkawinan sudah dekat. 71 

2.2.2.3- Suatu Hal T ertentu 

Suatu Perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang menjadi 

objek dari perjanjian itu harusjelas, tertentu, dan spesifik. Jenis dan jumlah dapat 

ditentukan. Menurut Pasal 1332 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang 

dapat menjadi pokok dari sulliu pe(janjian hanya segala sesuatu yang dapat 

diperdagangkan. 71 Apabila dihubungkan dengan peijanjian perkawinan, menurut 

Notaris Lieke Lianadevi Tukgali, yang menjadi objek perjanjian perkawinan 

adalah mengenai harta benda dari para pihak yang membuat peijanjian. Harta 

benda dapat ditentukan jenis dan jurnlahnya, serta dapat diperdagangkan. Harta 

benda yang menjadi objek perjanjian perkawinan adalah harta benda yang 

MSubekti (2), op. cit., him. 37-38. 

mJndonesia (l }, op, cit,, Ps. 7 ayat (I). 

71 Subekti (3), q;>. cit., him. 38, 

71Kitab Undang~Undang Hukum Perdata [!Jurgttrlijk Wetboek], op. cit., Ps. 1332. 
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diperoleh para pihak selama perkawinan (harta bersama), sedangkan harta yang 

diperoleh para pihak sebelum perkawinan dilangsungkan (harta bawaan) berada 

daJam penguasaan ma.sing-masing pihak, begitu juga terhadap harta benda yang 

diperoteh para pihak, yang berasai dari hadiah atau warisan, selama tidak 

ditenlukan lain oleh para pihak (Pasal 35 Undang-undang Nomor I Tahun 1974 

tentang Perkawinan). Beliau juga menyatakan bahwa selarna berpraktek sebagai 

seorang Notaris, objek dari suatu perjanjian perkawinan selain mengenai harta 

benda juga mengenai nafkah yang harus ditanggung suami terbadap istri dan 

anak-anak, dan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang lahir dari 

perkawinan tersebut. Hal tersebut dapel pula ditentukan jumlahnya sehingga 

menjadi suatu yang jelas dan spesifik. Hal ini sesuai dengan Pasal 24 ayat (2) 

huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan73 Dapat disimpulkan 

yang menjadi hal tertentu dalam peljanjian perkawinan adalah mengenai hak dan 

kewajiban di bidang hukum kekayaan, se1ain mengenai hal-hal yang Ielah 

diuraikan diatas~ tidak: boieh diatur daiam perjanjian perkawinan.74 Berbeda 

dengan pendapet Eric Polim Sinurat, beliau menyatakan peljanjian perkawinan 

dapat saja mengenai hal-hal selain harta benda. yaitu mengenai hak asuh anak 

apabila terjadi perceraian diantara suami dan istri tersebut?5 Menurut Notaris 

Lieke Lianadevi Tukgali, hal tersebut tidaklah dapat dimungkinkan karena akan 

mengganggu aspek hukum yang lain dan bukan termasuk 1ingkup hukum 

kekayaan, karena hak asuh seorang anak tidaklah dapat diperdagangkan dan 

ditentukan jenis dan jurnlahnya dan apabila hal tersebut tetap dipeljanjikan, 

dikhawatirkan perjanjian perlcawinan tersebut menjadi tidak sah karena 

bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan.76 Pendapat dari Notaris 

Lieke Lianadevi Tukgali tersebut diperkuat oleh pendapat dari R. Sardjono, 

11Iodonesia (2), Peraruran Pemerr'ntt~h Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 
Tahun {974 Tentang Perkawinan, PP No.9, LN No.l2 tahun 1975, TLN No. 3050, Ps. 24 ayat 
(2). 

74 \Vawancara dengan Lieke Lianadevi Tukga.H, pada tanggal21 Februari 2009, di Jakarta. 

7SWa'Nancara: dengan Eric Polim Sinurat, pada tanggal6 Februari 2009, di Jakarta. 

76Wawaocara dengan Lieke Lianadevi Tukgali, pada tanggal2l Februari 2009, di Jakarta. 
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Numazfy Soetamo dan Wabyono Darmabrata., yang menyatakan bahwa perjanjian 

perkawimm sebaiknya hanya dapat memperjanjikan mengenai hal-hal yang 

berkaitan dengan hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan atau mengenai 

harta benda perkawinan saja.17 Penulis berpendapat babwa sebaikn:ya mengenai 

hal !ertentu dalam perjanjian perkawinan adalah hal mengenai hak dan kewajiban 

dalam bidang huk.um kekayaan atau mengenai harta benda perkawinan, khususnya 

mengenai harta benda dari suami dan istri selama pedmwinan, karena apabila 

tidak ditentukan demikian, dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakpastian 

huktun karena suami dan islri dapat dengan leluasa dan hebas menentukan hak 

dan kewnjiban mereka dalam perjanjian perkawinan, hal tersebut dapat teijadi 

karena tidak ada pembatasan yangjelas balk dalam sudut pandang huktun, agama, 

maupun kesusilaan, oleh karena itu alangkah bailcny-d apabila ditegaskan 

pengaturan mengenai isi dari perjanjian perkawinan hanyaiah mengenai 

pengaturnn harta henda selama perkawinan saja. 

Dalarn pembuatan petjanjian perkawinan, menurut Subekti, perlu 

diperhatikan adanya larangan-larangan yang telsh ditentukan oleh Undang­

undang, yaitu diantatanya mengenai Iarangan untuk menghapuskan kekuasaan 

suami sehagai kepala di dalam perkawinan atau kekuasaan sebagai aysh atau akan 

menghilangkan hak seorang suami atau istri yang ditinggal mati.78 Mengenai hal­

hal yang dilarang dalarn pembuatan perjanjian perkawinan, telah diuraikan penulis 

pada bagian 2.1.5 mengenai syarat-syarat dan larangan dalam peijanjian 

perkawinan. Larangan-larangan tersebut tidak boieh luput dari perhatian seorang 

Notaris dalam proses pembuatan perjanjian perkawinan. 

2.2.2.4. Suatu Sebab Y aug Halal 

Kata sehab dalam kalimat suatu sehab yang halal herhubungan dengan isi 

perjanjian. Dalam hal ini, isi perjanjian !ersebut tidak boleh bertentangan dengan 

r?oarnutbrata dan Sjarif, cp, eN., him. 80-8 l. 

7l!Subekti (2), op. cit., hlm. 39. 
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Undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan (Pasal 1337 Kitab Undang­

undang Hukum Perdata). 79 Menurut Hoge Ra.ad suatu sebab yang halal adalah 

sebagai sesuatu yang menjadi tujuan para pihak.w Apabila dihubungkan dengan 

peJjanjian perkawinan~ maka tujuan dari pembuatan pe.tjanjian perkawinan tidak 

boleh bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. Apabila 

terjadi pertentangan, maka perjanjian perkawinan tersebut batal demi hokum. 

Dapat disimpulkan dari Pasal 139 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, babwa 

tujuan dari pembuata:n suatu perjanjian perkawinan adalah kedua eaton suami dan 

calon istri dapat melakakan beberapa penyimpangan temadap ketentuan­

ketentuan tentang persatuan harta kekayaan. Para pihak dalam pembuatan 

perjanjian perkawinan tersebut bebas menentukan bentuk hukum yang 

dikehendaki alas harta kekayaan yang rnenjadi objeknya dan para pihak juga 

bebas menentukan bahwa dalam perkawinan tidak akan terdapat persatuan harta 

kukayaan atau ada persatuan harta kekayaan namun sifatnya terbatas asalkan 

kesemuanya itu tidak bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban nmum, dan 

kesusilaan.81 

2.2.2.5. Syarat Subjeklif Dan Syarat Objeklif 

Mengenai sepakat mereka untuk mengikatkan diri dan kecakapan untuk: 

membuat suatu peijanjian perkawinan rnerupakan syarat subjektif karena 

menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian perkawinan. Apabila syarat 

subjektif ini tidak terpenuhi, maka perjanjian perkawinan tersebut dapat 

dibatalkan, artinya bahwa salah satu pihak dapat mengajukan pembatalan kepada 

Pengadilan, tetapi apabila para pihak tidak ada yang berkeberatan, maka 

perjanjian perkawinan tersebut tetap dianggap sah. 81 Yang dapat rneminta 

pembatalan dalam hal pihak dalam perjanjian perkawinan tersebut anak yang 

belum dewasa adalah anak itu sendiri apabiia ia sudah dewasa atau orang tua/wali. 

---·------
79Subekti (3), op. cit., him. 20. 

80HS. op. cit., hlm. 166. 

81Prawirohamidjojo dan Saflocdln, op. cit., him. 76. 
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Dalam hal seorang yang berada di bawah pengampnan adalah pengampunya. 

Dalam hal seseornog yang memberikan kesepakatannya secara tidak bcbas adalah 

orang itu sendiri. 83 

Mengenai suaru hal tertentu dan suatu sebab yang balal dalarn membuat suatu 

peqanjian perkawinan merupakan suatu syarat objektif karena menyangkot objek 

perjanjian. ApabHa syarat !>'Ubjektif tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian 

perkawinan tersebut batal demi hukum, 84 artinya dari semula tidak pemah ada 

suatu perjanjian. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian perkawinan 

tersebut gagal, dengan demikian tidak ada dasar untuk saling menuntut di depan 

Hak:im.s5 

2.2.3. Proses Pcneatatan Pcrjanjian Pcrkawinan 

Sete!ah perjanjian perkawinan dituangkan dalarn akta otentik yang dibuat 

dibadapan seorang Notaris, maka pmses selanjutnya adalah peneatatan perjanjian 

perkawinan tersebut pada instansi yang berwenang, dalarn hal ini adalah Kantor 

Catatan Sipil dan supaya dapat dicatat harus dHkuti dengan perkawinan. 

Pencatatan perjanjian perkawinan tersebut dilakukan oleh Kantor Catalan Sipil 

dikarenakan penulis akan membahas permasalahan sebubungan dengan ponelitian 

penulis, yang mana pam pihak yang bersangkutan melangsungkan perkawinannya 

bukan menurut agama Islam, sehingga instansi yang berwenang melaksanakan 

pencatatan adalah Kantor Catatan Sipil (Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pe!aksanaan Undang-undang Nomor I Tahun 1974 

tentang Perkawinan). Sebagaimana Ielah diuraikan diatas, Kantor Catalan Sipil 

hanya menerima perjanjian perkawinan dalarn bentuk akta otentik, kamudian oleh 

para pihak yang berkepentingan. yaitu calon suami dan calon istri, perjanjian 

perkawinan yang Ielah dituangkan dalam bentuk akta otentik tersebut, dibawa ke 

Kantor Catalan Sipil untuk dicatatkan. 

nsubekti (J),loc. cit. 

uHS, foe. cit. 

115Subekti (3).lac. cit. 
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Menurut Notaris Lieke Lianadevi Tukgali. akta perjanjian perkawinan yang 

sering dibuat adalah akta petjanjian perkawinan di Juar persekutuan harta benda, 

karena dalam jenis perjanjian perkawinan tersebut tidak ada persatuan harta benda 

apapun, bukan hanya menurut hukwn, tetapi juga tidak ada percampuran untung 

dan rugi, basil dan pendapatan, serta percampuran dalam bentuk apapun secara 

tegas tidak ada,86 sedangkan menurut Undang-undang, jenis perjanjian 

perkawinan yang banyak digunakan adalah perjanjian perkawinan perselrutuan 

untung dan rugi dan perjanj!an perkawimm persekutuan hasiJ dan pendapatan.87 

Menurut Eric Polim Sinurat. macam perjanjian perkawinan yang sering beliau 

terima adalah perjaf1iian perkawinan di luar persekutuan harta benda." Dengan 

demikian dapat disirnpulkan, jenis perjanjian perkawinan yang sering atau banyak 

digunakan adalah perjanjian perkawinan di luar persekutuan harta benda. 

Menurut Eric Polim Sinurat, proses pencatatan perjanjia.n perkav.rinan 

di1akukan bersamaan dengan proses pencatatan perkawinan; Pada saat pencatatan 

perkawinan, akta perjanjian perkawinan tersebut dilampirkan ber:samaan dengan 

dokumen-dokumen yang dibutuhk:an dalam proses pencatatan perkawinan.s9 

Dengan demikian dalam sub bab ini penulis akan menguraikan proses pencatatan 

perkawinan pada Kantor Catatan Sipil yang disertai dengan adanya pencatatan 

perjanjian perkawinan. 

Menurut Pasal 34 ayat (1)- ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 

tentang Administrasi Kependudakan, apabila perkawinan yang sah telah 

dilaksanakar, yaitu perkawinan yang telah sesuai dengan peraturnn perundang­

undangan, maka perkawinan tersebut wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana 

di tempat perkawinan itu dilangsungkan paling larnbat 60 (enam puluh) hari sejak 

langgal perkawinan. Berdasarkan laporan tersebut, pejab!U pencatatan sipil 

mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta 

perkawinan. 

~awancara dengan Lieke Lianadevi Tukgali, pada tmgsal21 Februari 2009, di Jakarta. 

111Subekti (2), lac. cit. 

aaWawancara dengan Eric Polim Sinurat, pada tanggal 6 Februari 2009, dl Jakarta. 

*9Wawancara dengan Eric Polim Sinurat, pada tanggal 6 Fcbruari 2009. di Jakarta. 
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Kemudian kutipan akta perkawinan tersebut diberikan kepada suami dan istri 

masing-masing.90 

Berdasarkan Pasal67 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan, register akta pcrkawinan memuat: 

1. Jenis peristiwa penting. dalam hal ini peristiwa perkawinan; 

2. Nomor lnduk Kependudukan (N!K) dan status kewarganegaraan; 

3. Nama orang yang melaksanakan perkawinan; 

4. Nama dan identitas pelapor yang melaksanakan perkawinan; 

5. Tempat dan tanggal perkawinan~ 

6. Nama dan identitas saksi perkawinan; 

7. Tern pat dan tanggal dike!uarkannya akta perkawinan; dan 

8. Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang. 

Register akta perkawinan tersebut disimpan dan dirawat oleh instansi pelaksana, 

dalam hal ini Kantor Catalan Sipil91 Sedangkan kutipan alrta perkawinan memuat 

(Pasal 68 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahtm 2006 tentang Administrasi 

Kependndukan): 

1. Jenis peristi wa penting, dalam hal ini peristiwa perkawinan; 

2. Nomor lnduk Kependudukan (NIK) dan status kewarganegaraan; 

3. Nama orang yang melaksanakan perkawinan; 

4. Tempat dan tanggal perkawinan; 

5. Tempst dan tanggal dikeluarkannya alrta perkawinan; 

6. Nama daa tanda tangan pejabat yang berwenang; 

7. Pemyataan kesesuaian kutipan akta perkawinan dengan data yang terdapat 

dalam register akta perkawinan.92 

Apabila da!am pencatatan perkawinan tersebut disertai. dengan pencatatan 

perjanjian perkawinan, maka perihal peristiwa adanya perjanjian perkawinan 

tersebut harus dicantumkan dalarn register alrta perkawinan dan katipan akta 

perkawinan. 

!!t<lndooesia {3), Undang-Undang Tentong Administrasi Kependudukon, UU No.23, LN 
Nu.l24 tabun 2006, TLN No. 4674, Ps. 34 ay.at(l)- {3). 

91 Ibid., Ps. 67 ayal (.3) - (4). 

92/bid,, Ps. 68 ayat {2). 
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Hal ini sejalan dengan pengaturan dalam Pasall2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan., mengenai akta perkav.rinan., bahwa dalam akta perkawinan tersebut 

memuat: 

a. Nama, tanggal dan tempat lahir, agamalkepercayaan, pekeijaan, dan 
tempat kediaman suami isteri; 

b, Namt4 agamalkepercayaan, pekeijaan dan tempat kediaman orang tua 
mereka; 

e. lzin sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-
undang; 

d. Dispensasi sebagai dirnaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang; 
e. lzin Pengendalian sebagai dirnaksud dalam Pasal4 Undang-undang; 
f. Persetujuan sebagai dimaksud dalam Pasal6 ayat ( l) Undang-undang; 
g. lzin dari Pejabat yang ditunjnk oleh Menteri HANKAMIP AN GAB bagi 

anggota Angkatan Bersenjata; 
h. Peijanjian perkawinan apabila ada; 
i. Nama, umur, agamalkepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman para 

saksi, dan wali nikah bagi yang beragama Islam; 
J. Nama, urnur, agamalkepercayaan, pekeljaan dan temfat kediaman kuasa 

apabila perkawinan dilakukan rnelalui seorang l"Uasa.9 

Bahwa apabila memang perkawinan tersebut disertai dengan adanya perjanjian 

perkawinan, maka hal tersebut harus dicautumkan dalam register akta 

perkawinan. Pencantuman peristiwa peljanjian perkawinan tersebut dalam register 

akta perkawinan merupakan suatu hal yang barn dilakukan walaupun 

pengaturannya bukanlah suatu hal yang baru. Pencantuman tersebut kurang lebih 

barn dilak-ukan sekitar tahun 2000 (dua ribu) ke alas, sedangkan sebelurnnya 

pencantuman peristiwa perjanjian perkawinan dilakukan dengan menggunakan 

catatan pinggir pada register akta perkawinan dan kutipan akta perkawinan bukan 

dicautumkan di dalam register dan kutipan akta perkawinan tersebut. 

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perka\Vinan diatur 

dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Talnm 2008 tentang Persyaratan Dan Tata 

Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Pasal 38 Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan).94 

'~Indonesia (2). op. cit., Ps. 12. 

94Indonesia (3). op. cit., Ps. 38. 
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Menurut Pasal 67 ayat (1) Peraturan Presiden Nom or 25 T ahun 2008 ten tang 

Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Peneatatan Sipil, 

pencatatan perkawinan dilakukan di instansi pelaksana atau Unit PeJa.ksana 

Teknis Dinas (UPTD) instansi pelaksana,95 yaitu satuan kerja di tingkat 

kecamatan yang melaksanakan pelayanan pencatalan sipil dan benvenang untuk 

menerbitkan akta serta mempunyai tugas melakukan pelayanan catatan slpil 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal I angka 24 jo. Pasal 32 

Peraturnn Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang­

undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan)96 Adapun 

syarat-syarat yang harus dipenuhi dalarn peneatatan perkawinan yang disertai 

dengan peljanjian perkawinan berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Peraturan Presiden 

Nomor 25 Tahun 2008 tentang l'ersyaratan Dan Tala Cara Pendaftaran Pendnduk 

Dan Peneatatan Sipi197 jo. Pasal 23 ayat (2) Keputusan Kepala Dinas 

Kependudukan Dan Catatau Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 

I 03 Tai1Un 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Dan 

Pencatatau Sipil Di Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta, 98 adalah: 

1. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau 

pendeta; 

2. Fotukopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga suarni dan istri 

dengan menunjukkan aslinya; 

3. Pas foto suarni dan istri berdampingan ukuran 4x6 em sebanyak 4 (empat) 

lernbar; 

4. Kutipan akta kelahiran suami dan istri; 

5. Fotokopi kutipan akta perceraian a tau kutipan akta kematian bagi mereka 

yaog pemah kawin dengao membawa asliny-•; 

!n'Indooesia (4), Peraturan Presiden Tentong Persyaroton D(Tn Tala Cara Pendaftaran 
Pemiuduk Dan Pencatatan Sipil, Pepres No. 25, Lembaran Lepas 2008, Ps. 67 ayat (1). 

96fnckmesia (2). op. cit., Ps. l angka 24 jo. Pasal 32. 

971ndonesia (4), op. cit., Ps. 67 ayat (2). 

93Jaknrta (l}, Keputus011 Kepala Dinas Kependudukan Dan Calaton Sipil Provinsi Daerah 
Klwsus lbukota Jakarta Tentang Pe11ln)ttk 1'eknis Pe/aksanaan Pendoftaran Penduduk Dan 
Pencatatan Sipil Di Provinsi Daerah Khu:sus lbukota Jakarta, SK Kepala Dinas Kependudukan 
Dan Catatan Sipil DKI J~ No. 103 Tahun 2005, Lembaran Lepas 2005, Ps. 23 ayat(2). 
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6. Bagi mempelai yang berusia dibawah 21 (dua puluh satu) tahun harus ada 

Izin dari orangtua, apabila pada saat pencatawn perkawinan orangtuanya 

berhalangan hadir, maka harus ada surat izin resmi yang diketahui oleh 

pejabat yang berwenang; 

7. Surat lzin Pengadilan Negeri bagi calon mernpelai pria dibawah 21 (dua 

puluh satu) tahun, apabila tidak mendapatkan persetujuan dari orang tua; 

8. Sural lzin Pengadilan Negeri apabila calon mempelai pria dibawah 19 

(sembilan bela') lahun dan wanita dibawah usia 16 (enam balas) tahun; 

9. Sural Keputusan Pengadilan Negeri yang telab mempunyai kekuatan 

hukum tetap, hila ada sanggaban; 

10. Dispensasi Camat apabila pelaksanaan pencatatan perkawinan kurang dari 

!0 (sepuluh) hari s~ak tanggal pengajuan permohonan; 

II. Kutipan akta kelabiran anak yang akan diakuildisahkan dalam perkawinan; 

!2. Hasil pengumuman yang tidak ada sanggaban; 

13. Salman akta perjanjian harta terpisah perkawinan apabila kedua mempelai 

menghendaki dan hams disahkan oleh Pegawai Pencatat peda Kantor 

Catatan Sipil; 

14. Bagi mereka yang berusia dibawab 21 (dua puluh satu) tahun harus ada 

izin dari Bala:i Harta Peninggalan apabila orangtua meninggal dunia 

dengan melampirkan akta kematian orangtuanya; 

15. Bagi anggota ABR! sural lzin dari komandan; 

16. Dua orang saksi yang memenubi syarat; 

17. Surat keterangan keterlambatan hila lebih dari 30 (tiga puluh) hari ketja. 

Tata Cara Pencatatan Perl:awinan yang disertai dengan pencataillrl perjanjian 

perkawinan berdasarkan Pasal 67 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 

2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftardll Penduduk Dan Pencatatan 

Sipil" jo. Lampiran Peraturnn Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tablllt 2005 

tenlang Petunjuk Teknis Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan 

99lndonesia (4), op. cit,, Ps. 67 ayat (3), 
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Pencatatan Sipil Di Daerah huruf C angka 3 100 jo. Pasal 23 ayat (3) Kcputusan 

Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Provinsi Daerah Khusus lbukota 

Jakarta Nomor 103 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Peluksanaan Pendaftaran 

Penduduk Dan Pencatatan Sipil Di Provinsi Daerah Khusus lbukota Jukarta 101 jo. 

Surnt Kopala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Provinsi Daerah Khusus 

lbukota Jakarta Nomor 719/1.755.23 tanggal 12 Juni 2002 tentang Pentingnya 

Pencatatan Perkawinan alinea IV butir 1 dan 2,102 adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon 

1. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pencatatan 

perkawinan dan -fonnulir pelaponm perkawinan serta formulir 

permohonan pelayanan yang disediakan di loket pelayanan dengan 

mefampirkan persyaratan yang dibutuhkan termasuk salinan akta 

peojanjian perkawinan yang dibuat dihadapan Notaris; 

2. Menyerahkan berkas pennohonan pencalatan perkawinan kepada 

petugas loket pelayanan. 

b. Petugas Loket Pelayanan 

l. Menerima dan Meneliti kelengkapan persyaratan pada berka.< 

permohonan pencatatan perkawinan; 

2. Mengagendakan permohonan pencatatan perkawinan; 

3. Menyampaikan herkas pennohonan pencatatan perkawinan kepada 

Kopala Seksi Perkawinan dan Perceraian. 

c, Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian 

1. Menerirn.a, meneliti berkas permohonan pencatatan perkawinan; 

2. Membubuhi paraf pada berka.s pennobonan pencatatan perkawinan; 

3. Menetapkan retribu.si sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan 

menyampaikannya kepada Petugas Loket Pelayanan. 

1oonepartemen Oalam Negeri ( 1 ), Lampiran Peraluran Menteri Dol am Negeri Tentang 
Petunjuk Tek.nis Pcdomun Penyelenggaruan Pendqftaran Penduduk Dan Pencatatan SipJI Di 
Doe.rCih , Larnpiran P'ermen Dalam Negeri No. 28, ta}mn 2005, huruf C angka 3. 

101Jakarta (I), op. cit., Ps. 23 ayat (3). 

1112Jakarta (2), Surat Kepalo Dinas Kapcndudukan Dan Catalan Sipil Pravinsi Daerah Khussts 
fbukota Jakarta Tentung Penlingnya Penc(1tatan Perkawinan, Sur:at Kepala Dinas Kependudukan 
Dan Catatan Sipil DKJ Jakarta No. 7l9/L755.23 talum2002, alinea IV butir 1 -2. 
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d. Petugas Loket Pelayanan 

Mencrima penetapan retribusi dari Kepala Seksi Perka\\.rinan dan Perceraian 

menyampaikannya kepada Pemohon; 

e. Pemohon 

Membayar retribusi kepada petugas loket pembayaran; 

f. Petugas Loket Pernbayarnn 

l. Menerima pembayaran retribusi; 

2. Menyampaikan randa bukti pembayarnn lembar ke-1 (kesatu) dan ke-3 

(ketiga) kepada pemohon. 

g. Pemolton 

Menerima Ianda bukti pembayaran lembar ke-1 (kesatu) dan ke-3 (ketiga) dan 

menyampaikan tanda bukti pembayaran lembar ke-3 (ketiga) kepada Petugas 

Loket Pelayanan. 

h. Petugas Loket Pelayanan 

I. Menerima tanda bukti pembayaran I em bar ke-3 (ketiga); 

2. Membuat tanda terima permohona.n pencatatan perkawinan dan 

menyampaikannya kepada Pemohon; 

3. Menyampaikan Ianda bukti pembayaran lembar ke-3 (ketiga) kepada 

KepaJa Seksi Perkawinan dan Perceraian. 

1. Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian 

l. Menerima tanda bukti pembayaran lembar ke-3 (ketiga); 

2. Memproses berkas permohonan pencatatan perkawinan; 

3. Melaksanakan pencatatan perkawinan sesuai dengan ketentuan yang 

barlaku; 

4, Menyiapkan register akta perkawioan untuk dit.andatangani mempelai 

dan para saksi; 

5. Menyampaikan akta, kutipan akta perkawinan, mutasi data, dan berkas 

pemmhonan pencatatan perkav.inan kepada Kepala Subdis Bina 

Pencataran untuk diparaf. 
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j, Kepala Subdis Bina Pencatatan 

Menerima dan rnemberikan paref pada akta, kutipan akta perkawinan, mutasi 

data, dan berkas permohonan dan menyampaikannya kepada Kepala Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil untuk ditandatangazri. 

k. Kepala Dines Kependudukan dan Catatan Sipil 

J, Mcnerirna dan menandatangani akta, kutipan akta perkav.'inan, mutasi 

data, dan berl<as pannohonan pancatatan perkawinan; 

2. Menyampaikan akta, kutipan akta perl<awinan, mutasi data, dan berl<as 

permohonan pencatatan perkawinan yang telah ditandatangazri kepada 

Kepala Subbagian Umum untuk distempel yang selanjutnya 

diserahkan kepada Kopala Seksi Perkawinan dan Perceraian. 

L Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian 

t. Menerima akta dan k:utipan akta perkawinan, mutasi data, dan berkas 

permohonan pencatatan perkawinan yang telah ditandatangani; 

2. Menyampaikan Kutipan Akta Perkawinan dan berkas permohonan asli 

lainnya kepada Petugas Loket Pelayanan; 

3. Menyampaikan register akta perkawinan dan berkas permohonan 

kepada kepala Seksi Pemanfaatan dan Pemeliharaan register. 

m. Petugas Loket Pelayanan 

Menerima k:utipan ak:ta perk.awinan beserta dokumen asli lainnya dan 

menyampaikannya kepada Pemohon dengan sural bukti Ianda terima. 

n. Pemohon 

Menerima kutipan akta perkawinan beserta dokumen asli. 

o. Pasangan suami dan istri berkewajiban melaporkan hasil pencatatan 

perkewinan kepada instansi pelaksana atau UPTD intansi peiaksana tempat 

domisilinya. 

p. UPTD instansi pelaksana menerima basil pencetakan perubahan data 

kepandudukan dari unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan 

pencatatan siplt di kabupaten atau kota dan mengirimnya ke desa atau 

kelurahan. 
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q. Desa atau kelurahan menenma hasil pencetakan perubahan data 

kependudukan dari UPTD instansi pelaksana dan mencatat perubahan data 

kcpendudukan tersebul. 

Menurut Eric Polim Sinurat~ salinan akta perjanjian perkawinan yang dibuat 

dihadapan Notaris dilaporkan kepada Kantor Catalan Sipil dengan 

melampirkannya bersamaan dengan dokumen persyaratan pencatatan perkawinan. 

Salinan akta petjanjian perkawinan tersebut dan persyaratan lainnya harus 

dimasukkan pada Kantor Catalan Sipil 14 (empat belas) hari sebelum perkawinan 

dilangsungkan, apabila kUf!Ulg dari 14 (empat belas) bari, maka diperlukan adanya 

surat dlspensasi. Pencatatan peijanjian perkawinan dilakukan bersamaan dengan 

pencatatan perkawinan. 103 

Peijanjian perkawioan mulai berlaku sesuai dengan tanggal yang tertera pada 

register akta perkawinan dan kutij:mn akta perkawinan atau sesuai dengan tanggai 

yang tertera pada catatan pinggir register akta perkawinan dan kutipan akta 

perkawinan. Apabila tanggal register dan kutipan akta perl<av.inan berbeda 

dengan tanggal yang tert.era pada catatan pinggir~ maka perjanjian perkawinan 

mulai berlaku antara suami dan istri pada tanggal yang tertera dalam catatan 

pinggir tersebuL "'"' Dengan demikian dapat disimpulkan babwa perjanjian 

perkawinan mulai berlaku pada saat perkawinan ditutup di depan pegawai 

pencatatan sipil dan mulai berlaku bagi pihak ketiga sejak hari pendaftaran di 

Pergadilan Negeri di daerab hukum dimana perkawinan dilangsungkan. Apabila 

pendaftaran perjanjian perl<awinan di Pengadilan Negeri belum dilakukan, maka 

pihak keliga boleh menganggap bahwa suami dan islri tersebut melangsungkan 

perkav.inan dengan persatuan harta benda. Perjanjian perl<awinan barus diikuti 

langsung oleh perkawinan, apabila salah satu pihak telah melangsungkan 

perkawinan terlebih dabulu dengan orang lain dan kemudian melangsungkan 

perkawinannya dengan tunangannya yang lama, rnaka peijanjian perkawinan yang 

Ielah dibuat tidak berlaku lagi105 

103Wawancara dengan Eric Polim Slnurat, pada laoggai 6 Febnmri 2009, di Jakarta. 

1""'Wawanc.ara dengan Lieke Lianadevi Tukgali, pada tanggal2l Februari 2009, di Jakarta. 

LOS Subel"ti (2}, op. cit., hlm. 3&.39. 
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Menurut Notaris Lieke Lianadevi Tukgali. pendafiaran peljanjian perkawinan 

ke Pengadilan Negeri bukanlah suatu keharusan lagi. Perjanjian Perkawinan 

tersebut cukup dicatatkan di kantor catatan sipil, sehingga perjanjian perkawinan 

tersebut sudah bcrlaku bagi pihak ketiga, apabila tidak dicatatkan, maka pihak 

ketiga menganggap suami dan istri tersebut melangsungkan perkawinan dengan 

percampuran harta benda. Apabila tetap didaftarkan di Pengadilan Ncgeri boleh 

saja dan kalaupun tidak didafiarkan di Pengadilan Negeri tidak akan terkena 

sankai apapun. Hal ini sejalan dengan prinsip dari Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebenamya perjanjian perkawinan telah 

mengikat kedua belah pihak sejak akta peijanjian perkawinan tersebut 

ditandatangani oieh kedua belah pihak, saksi-saksi, dan Notaris~ akan tetapi 

karena pe!janjian perkawinan tersebut baru berlaku sejak perkawinan 

dilangsungkan, maka perjanjian perkawinan tersebut baru mengikat para pihak 

maupun pihak ketiga yang tersangkut sejak perkawinan dilangsungkan. Pendapal 

ini sejalan dengan pendapat deri Wahyono Darmabrata, yang menyatakan bahwa 

para piltak yang mengsdakan peljanjian perkav.'inan tidak terikat dengan 

perjanjian perka\Vinan yang mereka buat sebelum mereka melangsungkan 

perkawinan dan tidak terikat apabila mereka melangsungkan perkawinan dengan 

pihak lain; apabila mereka me!angsungkan perkawinan dengan pihak lain, maka 

pihak tersebut tidak berhak menuntut sesuatu sebagai pelaksanaan dari peijanj!an 

perkawinan tersebut dari pihak yang lain. 106 Dengan demikian fungsi pencatatan 

peljanjian perkawinan di Kantor Catatan Sipil dan/atau pendaftaran perjanjian 

perkawinan di Pengsdilan Negeri hanyalah sebagai pnblikasi bagi pihak ketiga, "" 

Penulis sependapat dengan pemyataan Notaris Lieke Lianadevi Tukgali, bahwa 

perjanjian perkawinan cukup dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil, maka 

peljanjian tersebut berlal<u bagi pihak ketiga. Hal ini sangst membantu terhadap 

efisiensi waktu dan biaya terhadap pemberlakukan pe.rjanjian perkawinan bagi 

pihak ketiga Apabila pendafiaran peijanjian perkawinan ke Pengadilan Negeri 

masih diwajibkan, tentu saja akan memakan waktu dan biaya yang lebih hanyak 

10QDarrnabrata dan Sjarif. op. cit., him. 83. 

1111Wawancara dcngan Lieke Liaoadevi Tukgali, pada tanggal21 Februari 2009, di Jakarta. 
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lagi, mengingat masalah-masalah yang ditarnpung di Pengadilan Negeri sudah 

sangat banyak. 

Dapat diambil kesimpulan oleh penulis, bahwa perjanjian perkawinan yang 

dapat dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan bagi Warga Negara Indonesia 

adalah perjanjian perkawinan yang memenuhi syarat salmya perjanjian Pasal 1320 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan diikuti langsung dengan perkawinan, 

sehingga dalam register akta perkawinan dan kutipan akta perkawinan terdapat 2 

(dua) hal yang dicatatkan, yaitu pencatatan perkawinan dan pencatatan perjanjian 

perkawinan. Dengan demikian pencatatan perjanjian perkawinan bersamaan 

dengan pencatatan perkawinan. 

2.3. Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Dapat Disahkan Olch Pcgawai 

Pencatat Perkawinan Bagi Warga Negara Indonesia 

Dalam sub bab ini penulis akan menguraikan mengenai perjanjian 

perkawinan yang tidak dapat disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan bagi 

Warga Negara Indonesia yang disebabkan karena para pihak yang bersangkutan, 

yaitu calon suami dan eaton istri melangsungkan perkawinannya di luar wilayah 

negara Indonesia. 

Penulis masih menggunakan istilah .. disahkan" bukan "dicatatkan", karena 

penulis menggunakan istilah dari Undang-undang bukan dari istilah praktek. Akan 

tetapi sebagaimana telah diuraikan oleh penulis dalam pembahasan sebelumnya, 

Pegawai Pencatat Perkawinan tidak mengesahkan perjanjian perkawinan tetapi 

mencatatkan perjanjian perkawinan tersebut dalam register akta perkawinan dan 

kutipan akta perkawinan. 

2.3.1. Kasus 

Berdasarkan Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Ncgeri Jakarta 

Selatan pada tanggal 9 Oktober 2008, nomor 266/Pdt.P/2008/PN.JKT Sel, Ira wan 

Tjandra dan Vivi Desvita Soeleiman adalah pasangan suami istri yang telah 

melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 September 2005 di negara Hong 

Kong, dan perkawinan tersebut telah dilaporkan pada Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tanggal 3 November 
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2006, sesmu dengan Tanda Bukti Laporan Perkawinan Nornor 

2011KHS/llll91712005/2006 (lampiran 4). Sebelum perkawinan dilangsungkan, 

Irawan Tjandra dan Vivi Desvita Soeleiman. telah sepa.kal untuk membuat dan 

menandatangani akta perjanjian perkawinan nomor 22, tanggal l3 Juli 2005 yang 

dibuat dilmdapan Edi Priyono, SH., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut akta 

perjanjian perkawinan). Oleh karena adanya kesibukan dan suatu hal, maka ketika 

dilakukan pengecekan pada Kantor Catalan Sipil Daerah Khusus lb11kota Jakarta, 

temyata akta perjanjian perkawinan tersebut tidak terdaftar pada Kantor Catalan 

Sipil Daerah Khusus Ibukota Jakarta. lrawan Tjandra dan Vivi Des:vita Soeleiman, 

selain mengajukan bukli surat juga mengajukan saksi~sak:si, yaitu Ginarsih 

(sekretaris dari Vivi Desvita Soeleima:n) dan Ketut Sumarte (supir dari Irawan 

Tjandra). Menurut saksi yang beruama Ginarsih, sebenarnya Irawan Tjandra dan 

Vivi Desvita Soeleiman ingin mendaftarkan akta petjanjian perkawinan tersebut,. 

akan tetapi dikarenakan kesibukan dari kedua belah pihak, maka akta perjanjian 

perkawinan tersebut belum didaftarkan dalarn register pada Kantor Catalan Sipil. 

Hal ini juga disampaikan oleh saksi yang bernama Ketut Sumartc, yang dalam 

keterangannya menyatakan bahwa akta perjanjian perkawinan tersebut terlambat 

dicatat:kan oleh lrawan Tjandra dan Vivi Desvita SoeJeiman dan dalam pembuatan 

akta perjanjian perkawinan tersebut tidak ada pihak yang dirugikan. Adapun 

tujuan diadakannya akta perjanjian perkawinan rersebut adalah untuk menjaga 

supaya harta bawaan tetap menjadi milik masing-masing apabila terjadi 

perceraian. 108 Menurut Eric Polim Sinurat~ Ira wan Tjandra dan Vivi Desvita 

Soeleiman terlambat untuk mencatatkan akta petjanjian perkawinan dalam 

register yang tersedia di Kantor Catalan Sipil dikarenakan adanya perihal 

perkawinan yang dilangsungkan di luar wilayah Indonesia, dalam kasus ini di 

negara Hong Kong, sehingga ketika kembali ke Indonesia, hanya peristiwa 

perkawinannya saja yang dilaporkan sedangkan akta perjanjian perkawinannya 

tidak, karena. Undang-undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur 

dernikian. Oleh karena perkawinannya dilangsungkan di luar wilayah negara 

Indonesia dan negara dimana perkawinan tersebut dilangsungkan hanya 

10~engadilan Negeri Jakarta Selatan, Penctapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 
266/Pdt.P/2008/PNJKT Sel., tanggal9 Oktober 2008. 
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mencatatkan perkawinannya saja tidak mencatatk:an akta peijanjian perkawina11; 

padahal pencatatan perka-winan dan pencatatan akta perjanjian perkawinan barns 

dilakukan bersamaan supaya dalam register akta perkawinan dan kutipan akta 

perkawinan dapat dicantumkan mengenai perihal adanya akta perjanjian 

perkawinan, akan tetapi dal.am kasus ini hal tersebut tidak dilakukan, maka akta 

perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat dicatatka.n, karena perkawinannya 

sudah herJangsung, walaupun akta perjanjian perkawinannya dibuat sebelum 

perkawinan dilangsungkan. 109 Dengan demikian walaupun perkav.rinannya 

dilangsungkan di luar wilayah negara Indonesia, akan tetapi karena menurut Pasal 

56 ayat (I) Undang-undang Nomor I Tahun 1974 tentang perkawinan, 

perkawinan yang dilangsungkan antara dua orang Warga Negara Indonesia di Juar 

wilayah negara Indonesia sah jika dilakokan menurut hokum yang berlaka dimana 

perkawinan tersebut dilangsungkan dan bagi Warga Negara Indonesia tidak 

melanggar Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka 

terhadap kasus ini perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan karena 

perkawinannya telab berlangsung sebingga apabila tetap dicatatkan akan 

melanggar prinsip yang terdapat da1arn Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang perkawinan. Mengenai permasalahan tersebut apa yang harus 

dilakukan oleh Irawan Tjandra dan Vivi Desvita Soeleiman agar ak.ta perjanjtan 

perkawinan yang mereka buat dapat dicatatkan pada register yang tersedia untuk 

itu pada Kantor Catalan Sipil? 

2.3.2. Perkawinan Yang Dil.angsungkan Di Luar Wi1ayah Indonesia 

Perkawimm yang dilangsungkan di luar wilayah Indonesia, mendapat 

pengaturan dalarn Pasal 56 Undang-undang Nomor 1 Tahun I974 tentang 

Perkawinan, yang berbunyi: 

(I) Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia an tara dua orang 
warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan 
warga negara Asing adalah sah bilarnana dilakakan menurut hokum 
yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi 

twwawan<:nrn dengan Eric PoHm Sinurat, pada tnnggal6 Februari 2009, di Jakarta. 
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warga negara indonesia tidak melanggar kelentuan-ketentuan Undang­
undangini. 

(2) Dalam waktu I (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah 
Indonesia, surat bukti perkawinan mereka hams didaftarkan di Kantor 
Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka. 110 

Yang dimaksud dengan ketentuan-ketentuan Undang-undang dalam Pasal 56 ayat 

(I) Undang-undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ketentuan 

yang terdapat dalam Undang-undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

Ketentuan Pasal 56 aya! (I) tersebut jika dibandingkan dengan ketentuan dalam 

Kitab Undang-undang Hukum Penlata, mengandung kemiripan. Dapat dikatakar, 

Pasal 56 ayat (I) tersebut mengambil prinsip yang ada dalam Pasal 83 Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata, yaitu bahwa perkawinan yang dilangsungkan di 

luar wilayah Indonesia baik antara Warga Negara Indonesia maupun antara Warga 

Negarn Indonesia dengan Warga Negara Asing atau lainnya, adalah san apabila 

perkawinan itu dilangsungkan menurut cara yang lazim yang dilakukan di dalarn 

negeri, dimana perkawinan tersebut dilangsungkan dan suami istri yang 

merupakan Warga Negara Indonesia tidak melanggar ketentuan dalam bagian 

kcsatu yang terdapat dalarn K.itab Undang-undang Huk:um Perdata. Sedangkan 

ketentuan Pasal 56 ayat (2) tersebut mengandung prinsip yang terdapat dalarn 

Pasal84 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu bahwa dalam waktu I (satu) 

tahun setelah suami dan istri tersebut kembali ke dalarn wilayah Indonesia, akta 

mengenai perkawinan mereka di luar wilayah Indonesia harus dipindahbukukan 

ke dalam register kawin umum di tempat tinggal mereka. 111 Dalam Pasal 56 

tersebut hanya mengatur mengenai perkawinannya saja tidak diatur mengenai 

apabila dalarn perkawinan yang dilangsWlgkan di ]uar wilayah Indonesia disertai 

dengan peljanjian perkawinan, sehingga untuk pembahasan selanjutnya, penulis 

ak:an membahas mengenai ketentuan persyaratan dan pencatatan perkawinan di 

luar wilayah Indonesia saja tanpa disertai perjanjian perkawinan, karena 

disesuaikan juga dengan ka.'us yang ada. Menurut Eric Polim Sinurnt, negara 

110lndonesia (l). ap. cit., Ps. 56. 

mDarmabrntadan Sjarif, (Jp. ciL, him. IS4, 
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tempat dilangsungkannya perkawinan tersebut hanya mencatatkan mengenai 

peristiwa perka'-"inannya saja, sedan.gkan mengenai perjanjian perkawinannya 

disernhkan kepada pasangan :mami dan istri, karena di negara tersebut pengurusan 

mengenai harta diserahkan kepada masingMrnasing individu yang berkepentingan 

bukan kepada negara, oleh karena itu, perjanjian perkawinannya tidak dicatatkan 

dalam bukti pengesahan perkawinan di luar wilayah Indonesia, hanya 

perkawinannya saja sehingga ketika perkawinannya tersebut diiaporkan pada 

Kantor Catatan SJpH di Indonesia, Pegawai Pencatat Perkawinan hanya membuat 

bukti pelaporan mengenai perkawinannya saja sesuai dengan bukti pengesahan 

perkawinan di luar wilayah Indonesia tersebut dan tidak membuat pelaporan 

mcngenai petjanjian perkawinannya. deogan demikian perjanjian perkawinannya 

tidak ikut dilaporkan, karena memang tidak dicantumkan dalam bukti pengesahan 

perkawinan tersebut sehingga dapat diartikan perjanjian perkawinan tersebut 

belum dicatatkan. 112 Sedangkan di Indonesia pengurusan mengenai harta 

merupakan urusan negara, oleh karena itu peijanjian perkawinan yang mengatur 

mcngenai harta benda tersebut haruslah dicatatkan bersamaan dengan peristiwa 

perkawinannya pada register ak:ta perkawinan dan kutipan akta petkawinan yang 

tersedia pada Kantor Catalan Sipil. 

Apabila dikaitkan dengan kusus, dikarenakan kllSUS ter,;ebut terjadi sebelum 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 

berlaku, yaitu tanggal 29 Desember 2006, maka mengenai persyaratan dan 

pencatatan perkawinan yang dilangsungkan di luar wilayah Indonesia, penulis 

menggunakan ketentuan pemturan lama sebelum harlalrunya Undang-undang 

tentang Administrasi Kependudukan tersebu!. Hal ini disesnaikan dengan kusus 

yang telah diuraikan diatas. 

Menurut Pasal 46 Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 28 Tahun 2005 

tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil 

Di Daerah 113 jo. Pasal 72 Peraturan Gubemur Provinsi Daerah Khusus Ibukota 

mwawancara dengan Eric Polim Sinurat, pada umggal6 Fcbruari 2009, rli Jakarta. 

u:•oepart<:mea Dalam Negeri (2), Peraturan Mente.ri Dalam Negeri Tentang Pedoma11 
Penyelenggaraan Pentlaftaran Pendutluk Dan Pencatalr.m Sipil Di Daerah, Pcrmefl Dalam Negeri 
No. 28, tahun 2005, Ps. 46. 
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Jakarta Nomor 16 T ahun 2005 ten tang Persyaratan Dan Tala Cara Pelaksanaan 

Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, 114 menyatakan bahwa setiap 

perkawinan yang dilangsungkan di luar wiiayah Indonesia antara Warga Negara 

Indonesia atau Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing adalah sah 

bilamana dilak:ukan menurut hukum yang berlaku di negara tempat perkawinan 

tersebut berlangsung dan bagi perkawinan yang dilangsungkan antara Warga 

Negara Indonesia tidak bertentangan dengan kctentuan daJarn Undang-undang 

Nomor l Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bagi penduduk yang melangsungkan 

perka'V.1nan di luar wilayah 1ndonesia, perkawinannya tersebut dilaporkan 

danlatau dicatat o1eh unit kelja yang mengelola peudaftaran penduduk dan 

pencatatan sipil di kabupaten lUau kota tempat domisili yang bersangkutan paling 

lama l (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia. Apabila 

melampaui jangka waktu tcrsebut. maka pelaporan perkawinan tersebut dapat 

dilaksanakan setelah mendapatkan sural keterangan peringatan keterlambatan. 

Kemudian pencatatan perkawinan tersebut direkam dalam bank data 

kependudukan nasionaJ, dicatatkan pada register pelaporan perkawinan luar 

negeri, dicatat pada bagian pinggir akta dan k:utipan akta kelahiran dan diterbitkan 

tanda bukti pelaporan perkawinan luar negeri berupa surat keterangan pelaporan 

perkawinan luar negerL Pencatatan perkawinan tersebut menggunakan formulir 

pelaporan perkawinan dengan kode F-2.09, register akta perkawinan dan kutipan 

akta perkawinan. 

Menurut Pasal 25 ayat (2) dan (3) Keputusan Kepala Dinas Kependudukan 

Dan Catatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 103 Tahun 

2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan 

Sipi1 Di Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta "' jo. Su.rat Kepala Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 

719/1.755_23 tanggall2 Juni 2002 tentang Peutinguya Pencatatan Perkawinan, llb 

u"'Jakarta (3), Peraturan Gubernur Pruvirui Dacrah Khttsus ibukota Jakarta Tentang 
Persyaratan Dan Tat a Car a Pelaksanaan Pendaflaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, 
PeroturcmGuhel'tlur DK£ Jakarta No, 16 tahun 2005, Lembarn.n Lcpas 2005, Ps. 72. 

U$Jakarta (1), op. cit, Ps. 25 ayat (2)- (3). 

116 Jakarta (2), Joe. cit. 
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persyaratan dan prosedur pelaporan perkawinan yang terjadi di luar wilayah 

Indonesia atau di Juar negeri adalah sebagai berikut: 

Persyaratan untuk tanda bukti pelaporan perkawinan di luar negeri, adalah sebagai 

berikut: 

1. Bukti pengesahan perkawinan di luar wilayah Indonesia; 

2. Kutipan akta kelahiran; 

3. Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk; 

4. Kutipan akta perceraian atau kutipan akta kematian suami atau istri bagi 

mereka yang pemah melangsungkan perkawinan; 

5. Paspor kedua mempelai; dan 

6. Pasfoto berdampingan ukuran 4x6 em sebanyak 4 (empat) lembar. 

Prosedur Pelaporan Perkawinan yang ter:jadi di luar negeri atau di luar wilayah 

Indonesia adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon 

1. Mengisi dan Menandatangani formulir pennohonan pelaporan 

perkawinan dan fonnulir permohonan pelayanan yang terjadi di luar 

negeri atau di luar wilayah Indonesia di loket Pelayanan; 

2. Menyerahkan berkas permohonan pelaporan perkawinan yang terjadi 

di luar negeri atau di luar wilayah Indonesia kepada Petugas Loket 

Pelayanan. 

b. Petugas Loket Pelayanan 

1. Menerima dan meneliti kelengkapan persyaratan pelaporan 

perkawinan yang terjadi di luar negeri atau di luar wilayah Indonesia; 

2. Menyiapkan register pelaporan perkawinan yang terjadi di luar negeri 

atau di luar wilayah Indonesia untuk ditandatangani oleh pemohon 

atau pelapor; 

3. Menyampaikan berkas perrnohonan pelaporan perkawinan yang terjadi 

di luar negeri atau di luar wilayah Indonesia kepada Kepala Seksi 

Pencatatan Perkawinan dan Perceraian. 

c. Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian 

1. Menerima, meneliti register pelaporan perkawinan yang tetjadi di luar 

negeri atau di luar wilayah Indonesia; 
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2. Membubuhkan parafpada berkas permohonan pencatatan perkawinan~ 

3. Menetapkan retribusl sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan 

menyampaikannya kepada Petugas Loket Peiayanan. 

d. Petugas Loket Pelayanan 

Menerima penetapan retribusi dari Kepala Seksi Perkawinan dan 

Perceraian dan menyampaikannya kepada Pemohon. 

e. Pemohon 

Membayar retribusi kepada Petugas Loket Pembayaran. 

f. Petugas Loket Pembayaran 

1. Menerima pembayaran retribusi; 

2. Menyampaikan tanda bukti pembayaran lembar ke-1 (kesalu) dan ke-3 

(ketiga) kepada Pemohon. 

g. Pemohon 

Menerima tanda bakti pembayanm lembar ke- I {kesatu) dan ke-3 (ketiga) 

dan rnenyampaikan tanda bakti pemhayanm Iembar ke-3 (ketiga) kepada 

Petugas Loket Pelayanan. 

h. Petugas Loket Pelayanan 

1. Menerimn tanda bukti pembayaran Iembar ke-3 (ketiga); 

2. Membuat Ianda terima permohonan pencatatan perkawinan dan 

menyampaikannya kepada Pemohon; 

3. Menyampaikan tanda bukti pembayaran lembar ke-3 (ketiga) kepada 

Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian. 

1. Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian 

l. Menerima tanda bukti pembayaran lembar ke-3 (ketiga); 

2. Memproses berkas pennohonan pelaporan perkawinan yang te!jadi di 

luar negeri atau di luar wilayah Indonesia; 

3. Menyampaikan register pelape= perkawinan yang teljadi di luar 

negeri atau di Iuar wilayah Indonesia, Surat Keterangan Pelaporan 

Perkawinan yang te!jadi di luar negeri atau di luar wilayab Indonesia, 

mutasi biodata dan berkas permohonan pelaporan perkawinan yang 

terjadi di luar negeri atau di luar wilayah indonesia kepada Kepala 

Subdis Bina Pencatatan untuk diparaf. 
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J. Kepala Subdis Bina Pencatatan 

l. Menerima dan memberikan paraf pada register pelaporan perkawinan 

yang tetjadi di luar ncgeri atau di luar wilayah Indonesia. Surat 

Keterangan Pelaporan Perkawinan yang terjadi di luar negeri atau di 

luar wilayah Indonesi~ mutasi biodata, dan berka.'i permohonan 

pelaporan perkawinan yang teijadi di luar negeri atau di luar wilayah 

Indonesia; 

2. Menyampaikan register pelaporan perkawinan yang teljadi di luar 

negeri atau dl luar wHayah Indonesia, Sura.t Keterangan Pelaporan 

Perkawinan yang tetjadi di luar negeri atau di luar wilayah Indonesia, 

mutasi biodata. dan berkas permohonan pelaporan perkawinan yang 

terjadi di luar negeri atau di luar wilayah Indonesia yang telah di paraf 

untuk ditandatangani. 

k. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

l. Menerima berkas peanohonan perkawlnan yang teijadi di luar negeri 

atau di luar wilayah Indonesia dan menandatangani register peJaporan 

perkawinan yang terjadi di luar negeri atau di luar wilayah Indonesia, 

Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan yang teljadi di luar negeri 

atau di luar wilayah Indonesia, mutasi biodata; 

2, Menyampaikan register pelaporan perkawinan yang terjadi di luar 

negeri atau di Juar wilayah Indonesia, Surat Keterangan Pelaporan 

Perkawinan yang teijadi di luar negeri atau di luar wilayah Indonesia, 

mutasi biudata, dan berkas pennohonan pelaporan perkawinan yang 

terjadi di luar negeri atau di luar wilayah Indonesia yang telah 

ditandatangani untuk distempel yang selanjutnya diserahkan kepeda 

Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian. 

L Kepala Seksi Perkav.inan dan Perceraian 

1. Menerima register pelaporan perkawinan yang terjadi di luar negeri 

atau di luar wi[ayah Indonesia, Surat Keterangan Pelaporan 

Perkawinan yang terjadi di luar negeri atau di luar wilayah Indonesia, 

mutasi biodata~ dan berkas permohonan pelaporan perkawinan yang 
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teljadi di luar negeri atau di [uar wilayah Indonesia yang telah 

ditandatangani; 

2. Menyampaikan Surat Keterangan Pelaporan Perkavtinan yang teQadl 

di luar negeri atau di luar wilayah Indonesia dan berkas permohonan 

asli lainnya kepada Petugas Loket Pelayanan; 

3. Menyampaikan register pelaporan perkawinan yang terjadi di luar 

negeri atau di luar wilayah Indonesia, rnutasi biodata, dan berkas 

permohonan pelaporan perkawinan yang terjadi di luar negeri atau di 

luar wilayah Indonesia kepada Kepala Seksi Pemanfaatan dan 

Pemeliharaan register untuk disimpan. 

m. Petugas Loket Pelayarum 

Menerima Surat Keterangan Pclaporan Perkawinan beserta dokumen asH 

lainnya dan menyampaikannya kepada Pemohon dengan sural bukti tanda 

terima. 

n. Pemohon 

Menerima Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan yang terjadt di luar 

negeri atau di luar wiJayah Indonesia (lampiran 4) dan dokumen asH 

lainnya. 

2.3.3. Analisa Kasus 

Pada tanggal 13 Juli 2005, antara lrawan Tjandra dengan Vivi Desvita 

Soeleiman tclah dibuat suatu akta perjanjian parkawinan (di luar persekutuan 

harta benda) nomor 22, yang dibuat dihadapan Edi Priyono, SH., Notaris di 

Jakarta. Kurang lebih 2 (dua) bulan kemudian, Irawan Tjandra dan Vivi Desvita 

Soeleiman melangsungkan perkawinan di negara Hong Kong pada tanggal 7 

September 2005. Dengan demikian, dalam hal pembuatan akta perjanjian 

perkawinan telah memenuhi prinsip yang terdapat dalam Pasal 29 ayat (l) 

Undang-undang Nomor I Tahtm 1974 tentang Perkawinan, yaitu bahwa 

perjanjian perkawinan dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, 

dalam kasus ini dibuat sebelum perkawinan antara Irawan Tjandra dan Vivi 

Desvita Soeleim.an dUangsungkan. Perjanjian perkawinannya pun dibuat dalam 

bentuk akta otentik, sehlngga semaldn mempertegas pendapat dari beberapa ahli 
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hukum, diantaranya Numazly Soetamo, Wahyono Darmabrata dan Salim HS, 

yang menegaskan pentingnya menuangkan suatu perjanjian perkawinan dalam 

suatu akta otentik bukan dalam suatu akta dibawah tangan yaitu demi kepastian 

hukum dan perlindungan kepada pihak ketiga. Macam perjanjian perkawinan 

yang dipilih oleh Irawan Tjandra dan Vivi Desvita Soeleiman adalah perjanjian 

perkawinan di luar persekutuan harta benda, hal ini berarti diantara Irawan 

Tjandra dan Vivi Desvita Soeleiman diperjanjikan tidak terdapat persekutuan 

harta benda sama sekali, bukan hanya tidak ada persekutuan harta benda menurut 

Undang-undang, tetapi juga persekutuan untung dan rugi, persekutuan basil dan 

pendapatan serta percampuran apapun dengan tegas ditiadakan. 

Pada tanggal 7 September 2005 telah dilangsungkan perkawinan antara 

Irawan Tjandra dengan Vivi Desvita Soeleiman di negara Hong Kong, hal ini 

dapat diartikan bahwa telah terjadi perkawinan di Iuar wilayah Indonesia, dengan 

demikian Pasal 56 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

dapat diberlakukan. 

Menurut Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, perkawinan antara lrawan Tjandra dengan Vivi Desvita Soeleiman 

yang dilangsungkan di negara Hong Kong, dirnana keduanya merupakan Warga 

Negara Indonesia dikatakan sah apabila dilakukan rnenurut hukum yang berlaku 

di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan, yaitu hukurn yang berlaku di 

negara Hong Kong dan dikarenakan Irawan Tjandra dengan Vivi Desvita 

Soeleiman merupakan Warga Negara Indonesia, maka tidak boleh melanggar 

ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan. Menurut penulis, dengan dikeluarkannya bukti pengesahan 

perkawinan dari negara Hong Kong, maka perkawinan yang dilangsungkan antara 

Irawan Tjandra dengan Vivi Desvita Soeleiman telah memenuhi ketentuan hukum 

perkawinan yang berlaku di negara Hong Kong. 

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam waktu 1 (satu) tahun setelah Irawan 

Tjandra dengan Vivi Desvita Soeleiman kembali ke dalam wilayah Indonesia, 

maka surat bukti perkawinan mereka dari negara Hong Kong harus didaftarkan di 

Kantor Catatan Sipil di tempat tinggal mereka yaitu pada Dinas Kependudukan 
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dan Catatan Sipil Provinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta, Sebagaimana tcrnyata 

dalam Tanda Bukti Laporan Perkawinan Nomor 201/KHSIII/1917/2005/2006 

(lampiran 4), tanggal penerimaan laporan perkawinan luar negeri antara Irawan 

Tjandra dengan Vivi Desvita Soeleiman adalah 3 November 2006, sedangkan 

tanggal perkawlnan mereka adalah 7 September 2005 sebagaimana temyata dalam 

Certificate Of Marriage. dengan demikian tenggang wakiu antara tanggal 

perkawinan dengan tanggal pelaporan perkawinao menjadi lebih dari I (satu) 

tahun~ akan tetapi Eric Polim Sinurat menega'lkan bahwa setelah me1ihat dan 

memeriksa dari paspor Irawan Tjandra dengan Vivi Desvita Soeleiman, temyata 

tanggai mercka kembali ke Indonesia sampai dengan tanggal mereka melaporkan 

perkawinannya masih dalam batas jangka waktu I (satu) tahun untuk melaporkan 

perkawinan.117 sehingga mereka masih dapat mclaporkan perkawinannya karena 

jangka waktu I (satu) tersebut belum terlampaui sesuai dengan persyaratan dan 

tata cara pelaporan perkawinan di luar wilayah Indonesia sebagaimana ditentukan 

oleh peraturan yang berlaku yang telah dipaparkan oleh penulis. Dengan demikian 

perkawinan mereka tidak melampaui jangka waktu yang diberikan sehlngga 

masih dapat dilaporkao sesuai dengan Pasal 56 ayat (2) tersebut dan diterbitkan 

Tanda Bukti Laporan Perkawinannya dari Dinas Kependudukan dan Catalan Sipil 

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tangga[ 3 November 2006. 

Dalam Tanda Bukti Laporan Perkawinan tersebut hanya terdapat pelaporan 

mengenai perkavtinannya saja, tidak dicanmmkan mengenai perjanjian 

perkawinannya, o[eh karena Kantor Catatan Sipil hanya mencatatkao mengenai 

pelaparan perkawinan dari luar wilayah Indonesia saja. Dengan diterbitkannya 

Certificate Of Marriage dari negara Hong Kong tersebut maka dapat diartikan 

perkawinan tersebut telah sah menurut hukum negara Hong Kong, karena 

memang ditegaskan o[eh Eric Polim Sinurat, hnkum perkawinan negara Hong 

Kong tidak mengatur mengenai perjanjian perkawinan atau pengurusan mengenai 

harta benda perkawinan. negara telah menyerahkan pengurusan tersebut pada 

masing-masing individu, sehingga urusan mengenai peijanjian perkawinan 

menjadi urusan suami dan istri bukan urusan negara. Dengan demikian petjanjian 

perkawinannya tidak dieatatkan bersamaan dengan perkawinannya dalam 

mwawancaradengan Eric Polim Sinurat, pada tanggal 6 Februari 2009, di Jakarta. 
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Certificate Of Marriage. Apabila ditelaah dari hukum perkawinan di Indonesia, 

khususnya Pasal 29 Undang-undang Nomor l Talmo 1974 tentang Perkawinan, 

perjanjian perkawinan barns dicatatk:an bersamaan dengan perkawlnan karena 

pelaksanaan dari perjanjian perkawinan tersebut adalah setelah perkawinan 

dilangsungkan. Dikaitkan dengan perkawinan antar sesama Warga Negara 

Indonesia di luar wHayah Indonesia, maka peikawinan tersebut harus dilakukan di 

depan pejabat konsulat atau perwakilan Republik Indonesia di negara Hong Kong, 

akan tetapi setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, tugas para konsulat atau perwakilan Republik Indonesia tersebut 

dalam melaksanakan perkawinan antara sesama Warga Negara Indonesia di 1uar 

wilayah Indonesia ada!ah hanya mencatatkan perkawinan saja tidak mengesahkan 

perkawinan lalu kemudian mencatatkan perkawinan tersebut sehingga tugas dari 

pejabet konsulat tersebut sarna dengan tugas yang dilaksanakan oleh Kantor 

Catalan Sipil di Indonesia dalam melaksanakan perkawinan dan peneatatan 

perkawinan. 118 Dikarenakan tugasnya. hanya rnencatatkan saja, maka pejabat 

konsulat tersebut tidak memeriksa kembali apak:ah terdapat perjanjian perkawinan 

atau tidak karena dalam Certificate Of .Marriage tidak dicantumk:an mengenai 

perjanjian perkawinan. Oleh sebab itu ketika kembali ke Indonesi~ oleh Dinas 

Kependudukan dan Catalan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta hanya 

mencatat mengenai perkawinannya saja dan memang dikarenakan dalam 

Certificate Of Marriage tidak dicatat pula mengenai perjanjian perkawinannya_ 

Karena yang dilaporkan adalah perkawinannya tanpa perjanjian perkawinan maka 

pencatatannya hanya perkawinannya saja tanpe perjanjian perkawinan. Fungsl 

pelaporan perkawinan di luar wilayah Indonesia pada pejabat konsulat atau 

perwakilan Republik Indonesia, adalah unutk pangurusan visa, akta kelahiran 

anak-anak yang akan dilahirkan dalam perkawinan tersebut.' 19 

Apebila lrnwan Tjandrn dan Vivi Desvita Soeleiman tidak mencatatkan 

perjanjian perkawinan tersebut ketika kembali ke Indonesi~ maka perjanjian 

perkawinan tersebut hanya berlaku bagi kedua belah pihak saja, yaitu Irawan 

113H Rusdi Malik. Penman Agama Dalam Huk:um Perkawi11an Di Indonesia, cet. 1, (Jakarta; 
Universitas Trisalcti, 200 I), bl.m. 192. 

u11Wawancara dengan Eric Polim Sinurat, pada tanggal 6 Februari 2009, di Jakarta. 
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Tjandra dan Vivi Desvita Soeleiman, tidak berlaku terhadap pihak ketiga. Pihak: 

ketiga hanya menganggap bahwa Irawan Tjandra dan Vivi Desvita Soeleiman 

melangsungkan perkawinannya dengan percampuran harta. Apabila lrawan 

Tjandra dan Vivi Desvita Soeleiman mencatatkan petjanjian perkawinan tcrscbut, 

maka pexjanjian perkawinan tersebut dapat diberlakukan terhadap pihak ketiga. 

Apabila Irawan Tjandra dan Vlvi Desvita Soeleiman tidak mencatatkan perjanjlan 

perkaw!nan, maka hanya berlaku bagi mereka saja dan apabila sampai terdapat 

permasalahan atau sengketa diantara Irawan Tjandra dan Vivi Desvita SoeJeiman, 

maka petjanjian perkaY..inan tersebut masih tetap berlaku karena sebenarnya 

perjanjian perkawinan tersebut telah mengikat Irawan Tjandra dan Vivi Desvita 

Soeleiman sejak perjaJtiian perkawinan tersebut telah dibuat secara sab sesuai 

dengan ketentuan yang berlalru dan ditandatangani oleh mereka dihadapan 

Notaris. 

Apabila lrawan Tjandra dan Vivi Desvita Soeleiman bermakaud untuk 

mencatatkan petjanjian perkawinan tersebut. maka jalan keluar yang harus 

ditempuh agar perjanjian perkawinan tersebut dapat dicatatkan adalah dengan 

meminta izin dari Pengadilan Negeri berupa surat Penetapan Pengadilan Negeri. 

Hal tersebut dapat terjadi karena belum ada hukum yang mengatur mengenai 

permasalahan tersebut, oleh karena itu Kantor Catatan Sipil melimpahkan 

permasalahan ini kepada Pengadilan Negeri untuk dapat menetapkan dengan 

seadil-adilnya sesuai dengan pertimbangan hukumnya. Dikarenakan Kantor 

Catalan Sipil menyerahkan jalan keluar peanasalahan tersebut kepada Pengadilan 

Negeri, maka pada bulan September 2008, Irawan 1jandra dan Vivi Desvita 

Soeleiman mengajukan surat permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta 

Selatan dan Ielah didaftarkan dengan nomor register 266/Pdt.P/2008/PN.JKT Sel 

dengan tujuan agar Pengadilan Negeri memerintahkan Kantor Catatan Sipil 

Daerah Khusus lbukota Jakarta (Dinas Kependudukan dan Catalan Sipil Provinsi 

Daerah Khusus lbukota Jakarta) untuk mencatatkan perjanjian perkawinan mereka 

dalam akta perkawinan dalam register yang telah tersedia untuk itu di Kantor 

Catatan SipU tersebut agar Kantor Catatan Sipil bersedia. untuk mencatatkan 

perjanjian perkawinan tersebut. Permohonan tersebut kemudian diterima dan 

dikeluarkanlah Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 9 
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Oktober 2008, yang menetapkan bahwa menyatakan perkawinan lrawan Tjandra 

dan Vivi Desvita Soeleiman yang dilangsungkan dt ncgara Hong Kong~ yang 

mana perkawinan terscbut telah dilaporkan pada Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil Daerab Klmsus Ibukota Jakarta sebagaimana ternyata dalam T anda 

Bukti Laporan Perkawinan dan memerintahkan Kantor Catatan Sipil Daerah 

Khusus lbukota Jakarta (Dinas Kependudukau dan Catatan Sipil Provinsi Daerab 

Kbusus lbukola Jakarta) untuk mencalatkan petjanjian perkawinan mereka dalam 

akta perkawinan dalam register yang telah tersedia lllltuk itu dl Kantor Catatan 

Sipil tersebut. Sebagai pelaksanaan dari Surat Penetapan Pengadilan Negeri 

tersebut maka pada Tanda Bukti Lapnran Perkawinan diberikan catatan pinggir 

yang menyatakan bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tersebu~ dan 

telab tercatat dalam dafurr perubahan dan perbaikan nomor 191PERBIWNIJ2008, 

menetapkan dan memerintahkan untuk. mcncatat perjanjian perkawinan tersebut 

dulam Tandu Bukti Laporan Perkawinan tersebut (lampiran 4). Dengan demiklan 

karena petjanjian perkawinan tersebut telab tercatat pada Tanda Bukti Laporan 

Perkawinan lrawan Tjandra dan Vivi Desvita Soeleiman> maka perjanjian 

perkawinan tersebut berlaku bagi pihak ketiga sejak peljanjian perkawinan 

tersebut tercatat (tanggal berlaku sesuai dengan tanggal catatan pinggir tersebut) 

yaitu pada tauggal 22 Oktober 2008. Sebelum peJjanjian perkawinan tersebut 

tercatat, maka bagi pihak ketiga, Irawan Tjandra dan Vivi Desvita Soeleiman 

masih dianggap melangsungkan perkawinan dengan percampuran harta. 

Menurut Notaris Lieke Lianadevi Tukgali, sebenamya untuk permasalahan 

tersebu~ tidak diper!ukan suatu Penetapan Pengadilan sebagai jalan ke!uar, 

seharusnya Kantor Catatan Sipil bersedia untuk mencatatkan petjanjian 

perkawinan tersebut dalam Tanda Bukti Laponm Perkawinan, kl!Tena peljanjian 

perkawinan tersebut dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan, dalam arti 

peJjanjian perkawinan tersebut telab dibuat sesuai dengan hukum perkawinan 

yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian tidak menjadi masalab apabila 

petjanjian perkawinan tersebut langsung dicatatkan juga ketika lrawan Tjandra 

dan Vi vi Desvita Soeleiman melaporkan perkawinannya pada Dinas Kependudu~ 
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kan dan Catatan Sipii Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta_ 120 

Berbeda dengan pendapat dati Eric Poilm Sinurat. menurut beliau, mengenai 

permasalahan yang dialami pasangan suami dan istri lrawan Tjandra dan Viv.i 

Desvita SoeJeiman, tidak mm1gkin tidak menggunakan Penetapan PengadiJan 

sebagai jalan keluar dari pennasalahan tersebut. Hal tersebut dikarenakan Tanda 

Bukti Laporan Perkawinan kepunyaan Irawan Tjandra dan Vivi Desvita 

Soeleiman tersebut bukanlah suatu akta perkawinan dan hal itu ditegaskan dalam 

Tanda Bukti Laporan Perkawinannya, Daiam permasalahan tersebut, yang 

rnerupakan akta perkawinan dari pasangan suami dan istri lrawan Tjandra dan 

Vivi Desvita Soeleiman ada!ah Certificate Of Marriage yang dikeluarkan oleh 

pemerintahan negara Hong Kong. Apabila dalam Certificate Of Marriage tersebut 

dicantumkan perihal perjanjian perkawinan, maka Penetapan Pengadiian dari 

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjadl suatu hal yang tidak perlu, perjaJ\iian 

perl<awinan tersebut dapat langsung dilaporkan juga bersamaan dengan laporan 

perkawinannya dan langsung tercantum secara otomatis dalam Tanda Bukti 

Laporan Perkawinarmya, akan tetapi dikarenakan yang terjadi tidaklah demikian, 

maka perjanjian perkawinannya tidak dapat secara otomatis dkantumkan juga 

dalam Tanda Bukti Laporan Perkawirum bersamaan dengan laporan 

perkawinarmya. 121 Hal tersebut dapat terjadi karena Kantor Catatan Sipil hanya 

berfungsi sebagai lembaga pencata1 perkawinan, tidak mengesahkan perkawinan, 

dengan demikian Kantor Catalan Sipil hanya melakakan pencatallln berdasarkan 

data-data yang terdapat dalam fukta yang nyata, yaitu dalam Certificate QJ 

Marriage tersebut dan Kantor Catatan Sipil sudah tidak berwenang lagi mencatat 

petianjian perkawinan tersebu~ karena hal tersebut seharusnya dilakukan oleh 

Pegawai Pencatat Perkawinan pada saat perkawinan dilangsungkan, yaitu pada 

saat perkawinan tersebut dilangsungkan di negara Hong Kong. 

Pendapat yang dikemukakan oleh Notaris Licke Lianadevi Tukgali dan Eric 

Polim Sinurat mengandung perbedaan mengenai permasa.Jahan yang dialami oleh 

pasangan suami dan istri Irawan Tjandra dan Vivi De-Svita Soeleiman. Mengenai 

1111Wawancara dengan Lleke Lianadevi Tukgali, p-.tda tanggal21 Februari 2009, di Jakarta. 

121Wawancara dengau Eric Poiim Sinurat, pada tanggal 6 Fcbruarl2009, di Jakarta. 
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pennasalahan tersebut penulis berpendapat bahwa penulis berpendapat sama 

dengan pendapat yang dikemukakan oieh Eric Polim Sinurat. Menurut penuhs, 

dikarenakan Tanda Bukti Lapornn Perkawinan bukan merupakan akta 

perkawinan, padahal apabila dikaitkan dengan Undang-undang Nomor I Tahun 

1974 tentang Perkaw1nan~ perjanjian perkawinan harus dkatalkan bersamaan 

dengan perkawinan dan kedua hal tersebut dicantumkan dalam akta perkawinan. 

Oleh karena itu pe.tjanjian perkawinan yang dibuat oleh Irawan Tjandra dan Vivi 

Desvita Soeleiman tidak dapat begitu saja dicantumkan dalam Tanda Bukti 

Laporan Perkawinan, walaupun perjanjian per~winannya dibuat sebelum 

perkawinan dilangsungkan. SeJain itu hukum perkawinan di Indonesia, khususnya 

Undang-undang Nomor I TahW1 1974 tentang Perkawinan belum mengatur 

pennasalahan tersebut di atas, dengan demikian penyelesaian permasalahan 

tersebut diserahkan pada pertimbangan hukum Pengadilan Negeri melalui 

penetapannya sebagai jalan keluar terbaik sebagaimana ternyata dalam Pasal 152 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Ketika Pengadilan Negeri mengizinkan 

perjanjian perkawinan tersebut dicatatkan dalam Tanda Bukti Laporan 

Perkawinan, barulah pencatatan perjanjian perkawinan tersebut dapat 

dilaksanakan dalam bentuk catatan pinggir. Sampai dengan saat ini, mengenai 

pennasalahan yang dialami pasa:ngan suami dan istri Irawan Tjandra dan Vivi 

Desvita Soeleiman, hanya dapat diseiesaikan dengan jalan melalui Penetapan 

Pengadilan, jalan keluar yang lain rnasih terus dicari dan diusahakan agar keadilan 

ltukum semaldn dijunjung tinggi dan ditegakkan. 
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3.1. Kesimpulan 

BAB3 

PENUTUP 

1. Status perjanjian perkawinan yang tidak disahkan oleh Pegawai Pencatat 

Perkawinan sebagai akibat dari perka'Winan yang dilangsungkan di )uar 

wilayah Indonesia adalah perjanjian perkawinan 1ersebut ter.ap berlaku tidak 

menjadi batal, kecuali dalam proses pembuatannya menyalahi hnkum, 

ketertiban umum dan kesusilaan. Akta perjanjian perkawinan berlaku sebagai 

akta otentik bagi para pihak yang membuamya, akan tetapi dalam 

permasa)ahan ini, akta perjanjian perkawinan tersebut hanya mengikat kedua 

belah pihak yang membuatnya, dalam hal ini lrawan Tjandra dan Vivi Desvim 

Soeieima.n yang melangsungka.n perkawinannya di negara Hong Kong pada 

tanggal 7 September 2005 dan akta perjaT\iian perkawinan tersebut tidak dapat 

mengikat pihak ketiga karena tidak disahkan oleh Pegawai Pencatat 

Perkawinan. Dengan demikian pihak ketiga menganggap lrawan Tjandra dan 

Vivi Desviut Soeleiman melangsungkan perkawinan dengan percampuran 

harta walaupun sebenamya mereka telah mengadakan penyimpangan terhadap 

percampuran harta dan telah mereka nyatakan dalam akta perjanjian 

perkawinan yang dibuat dihadapan Notaris, akan tetapi karena akta peljanjian 

perkawinannya tidak disahkan ketika perkawinan dilangsungkan sebagaimana 

temyata dalam Certificate qf Marriage dari Negara Hong Kong yang mana 

dalam Certificate tersebut tidak tercantum perihal akta peJjanjian perkaV;i}nan, 

maka akta perjanjian perkawinannya tidak dapat dicantwnkan dalam Tanda 

Bekti Laporan Perkawinan, sebingga pihak ketiga dapat menganggap mereka 

melangsungkan perkawinan dengan percampuran harta. 

2. Olah karena akta perjanjian perkawinan ternebut hanya berlaku hagi kedua 

belah pihak saja, maka Perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap 

harta kekayaan suami dan istri Irawan Tjandra dan Vivi D~vita SoeJeiman. 

apabila terdapat permasalahan atau sengketa hokum yang menyangkut harta 

kekayaan mereka adaiah akta peljanjian perkawinan terSebut dapat membantu 
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dalam penyelesaian permasalahan atau sengketa mengenai harta kekayaan 

mereka. Dengan dernikian terhadap mereka akta perj,anjian perkawinan 

tersebut masih dapat memberikan perlindungan hukum. Sedangkan terhadap 

pihak ketiga karena akta perjanjian perkawinan tersebut tidak ikut disahkan 

pada saat perkawinan dilangsungkan di negara Hong Kong, maka 

perlindungan hukum terhadap pihak ketiga adalah pihak ketiga tcUip 

menganggap mereka melangsungkan perkawinan dengan percampuran harta, 

oleh karena itu dalam hal pendirian perseroan terbatas atau pengajuan 

pinjaman kepada bank misalnya, perlu dilakukan persetujuan dari suami atau 

istri walaupun sebenamya akta perjanjian perkawinan tersebut telah dibuat,. 

tetapi karena tidak disahkan maka tidak rnengikat pihak ketiga kecuali pihak 

ketiga telah mengetahui perihal akta perjanjian perkawinan tersebut. 

3. Sampai dengan saat ini pemecahan pennasalahan mengenai peljanjian 

perkawinan yang tidak disahkan oleb Pegawai Pencatat Perkawinan sebagai 

akibat dari perkawinan yang dilangsungkan di luar wilayah Indonesia hanya 

dapat diselesaikan dengan cara mengajukan permohonan untuk mendapatkan 

izin kepada Pengadilan Negeri seperti yang terjadi pada pasangan Irawan 

Tjandrn dan Vivi Desvita Soeleirnan. lzin dan Pengadilan Negeri akan 

diberikan dalam bentuk Sura! Penetapan Pengadilan Negeri yang 

memerintahk:an agar Kantor Catatan Sipil terkait dalam hal ini Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta 

bersedia untuk menea!at akta perjanjian perkawinan tersebut dalam Tanda 

Bukti Laporan Perkawinan lrawan Tjandra dan Vivi Desvita Soeleiman agar 

akta perjal\iian perkawinan tersebut dapat dilaksanakan oleh Irawan Tjandrn 

dan Vi vi Desvita Soeleiman dan juga berlaku mengikat terhadap pihak ketiga. 

Selain dengan mengajukan pennohonan izin ke Pengadilan Negeri, upaya Jain 

belum dapat di!empuh, akan tetapi upaya untuk mencari jalan altematif tanpa 

melalui Pengadilan Negeri masih terus diupayakan. 

3.2. Saran 

1. Perlunya dihuat soatu peraturan khusus baik dalam bentuk Undang-undang, 

Peraturan Pemerintah, dan sebagainya yang mengatur mengenai perjanj ian 
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perkawinan dan permasaiahannya. Peraturan tefsebut hams disesuaikan 

dengan keadaan masyarakat Indonesia pada saat lni yang semakin hari 

semakin kompleks agar masyarakat dalam menghadapi permasalahan yang 

menyangkut peljanjian perkawirum dapat memperoleh keadilan dan kepastian 

hukum, 

2. Perlunya diselenggarakan sosialisasi kepada masyarakat Indonesia mengenai 

tugas dan fungsi lembaga pencatat perkawinan terutama dalam hal melalrukan 

pengesahan terhadap peljanjian perkawinan, baik terhadap Kantor Catatan 

Sipil maupun Kantor Urusan Agama. Sosialisasi tersebut tidak hanya 

dilaksanalran di kota-kota basar tetapi juga di daerah-daerah di Indonesia agar 

masyarakat Indonesia secam kesehmlhan memahami mcngenai tugas dan 

fungsi lemhaga pencatat perkewinan serta dapat membariken pengawasan 

terhadap Pegawai Pencatat Perkewinan dalam menjalanken tugas dan 

fu.ngainya. 

3. Perlu adanya konsistensi dalam melaksanalran dan memahanti Undang­

undang Perkewinan Nomor I Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor I Tahun 1974 

tentang Perkawirum dan peraturan-peraturan lainnya yang tedkait dengan 

perkawirum dari semua pihak yang terkai~ terutama kepeda lembaga pencata! 

perkewinan, yaitu Kantor Urusan Agama bagi yang baragama Islam dan 

Kantor Catatan Sipil bagi yang baragama non Islam agar peraturan-pernturan 

tersebut tidak salah diterapkan dalam praktek dan tidak merugikan masyarakal 

Indonesia dalam mendapatkan pelayanan hukum peda lembaga peneatal 

perkawirum terutama yang menyangkut peljanjian perkawinan. 
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----·----. Undang-Undang Tenlang Administrasi Kependudukan. UU No.23. LN 

No.l24 tahun 2006, TLN No. 4674. 

--~~----. Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undan.g Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Perkuwinan. PPNo. 9. LNNo. 12 tahun 1975, TLN No. 

3050. 

-~------~-. Peraturan Presiden Tentang Persyaratan Dan Tat a Cara Pendaftaran 

PendudukDan PencatatanSipil. Pepres No. 25.l.embaran Lepas 2008. 

Jakarta. Keputusan Kepa/a Dinas Kependudukan Dan Catalan Sipil Provinsi 

Daerah Khusus Ibukata Jakarta Tenlang Petunjuk Teknis Pe/a/rsanaan 

Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Di Provinsi Daerah Khusus 

Ibukata Jakurta. SK Kepala Dina.' Kependudukan Dan Catatan Sipi1 DKI 

Jakarta No. 103 Tahun 2005. Lembaran Lepas 2005. 

-------. Sural Kepala Dinas Kependudukan Dan Catalan Sipil Provinsi Daerah 
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Khums Ibukota Jakarta Tentang Pentingnya Pencotatan Perkawinan. Surat 

Kopala Dim1.s Kependudukan Dan Catalan Sipil DKJ Jakarta No. 7191!.755.23 

tahun 2002. 

---------. Peraturan Gubcrnur Provinsi Daerah Khusus Ibu/wta Jakarta Tenfang 

Persyaratan Dan Tala Cora Pelaksanaan Pen<kiftaran Pcnduduk Dan 

Pencatatan Sipil. Peraturnn Gubemur DKJ Jakarta No. 16 tahun 2005. 

Lembarnn !.epas 2005. 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Welboek]. Diterjemahkan 

oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. XXXI. Jakarta: Pradnya Paramita, 

2001. 

m. Kamus 

Gmner1 Bryan A. ed. Black's Law Dictionary~ Eight Edition. St Paul Minnesota: 

West Publishing Co., 2004. 

ill Internet 

Mariam, Tina. "Perjanjian Pra Nikah."<http://www.solusihukurn.com/artikel.php? 

id=52>. Diakses 14 Maret 2008. 

~~Peljanjian Kawin." <http://www.kependudukancapitgo.!i,1/index.php;?content: 

read&o=l257>. Diakses 14 Maret 2008. 

IV. Wawancara 

Eric Polim Sinurat. Wawancara. Jakarta. 6 Februari 2009. 

Fakhrurrozi. Wawancara. Jakarta, 4 Februari 2009. 

Lieke Lianadevi Tukgali. Wawancara. Jakarta, 21 Februari 2009. 
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LAMPIRAN: 

I, Surat Permohonan lzin Mempcroleh Data kepada Kcpa!a Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Sciiabudi, Jakarta Selatan. 

2. Surat Permohonan Izin Mernperoleh Data kepada Kepala Dinas Kependudukan 

dan Catatan Sipil Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

3. Surat Pennohonan Izin Mernperoleh Data kepada Notaris Lieke Lianadevi 

Tukgali, S.H., M.H., M.Kn. 

4. Tanda Bukti Laporan Perkawinan Nomor20!IKHSIII/!9!7/2005/2006. 

5. Penetapan Pengadi!an Negeri Nomor 266/Pdt.l'/2008/PN.JKT SeL 
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UNIVERSITAS INDONESIA 
FAKULTAS HUKUM 

Kampus 3ar-u Ul, Depok 16424, lndoncsia 
Tclp. (021) 7270003, 7863442,7863443,7863288, 7872377 
Faks. (021) 7270052, E-mail: efhaui@makara.cso.ui.ac.id 

Nornor, 353/PN.l'HUI/01/2009 
Lamp. 

Hal : Hmuoltorunt /zin Mt!mflemkll Oaw. 

Kcpada Ytl1, 
Kepala Kantor Urusan Agama 
Ke-<:amaLon Setia Budi ~ Jakart"' Sclacan. 
di 
Jakacrn. 

Dengan hormnr, 

Sehubungan dengan penulisan Tesis berjudul : "Akibat Hukum Terhadap Perjanji:.m 
Perkawirum Y.mg Tidak Disahkan Ole/1 Pegnr-vai Pencahlt Perkawinan Bagi Warg;r 
Negara Indonesia Yang Melangsungkan ferkawinan di Luar Wilayah Indonesia 11 pada 
Program Studi Magister Kenotnriaran Fakult"-s Hukum Universitas lndones!rt, deng:Hl ini 
kami mohon agar kcpadn mahasiswa : 

Nnma :Imelda Julia. Gm:al~ S.H. 
NPM , 0706176725 

dapat di izinkan. untuk rnempcroleh data scrta mw<mcara yang bcrhubungnn dcng:u1 
penulis~n tersebut, 

Demikian perrnohonan ini bmi ;tjuhn, nt~s pcrh:ilti.'ln dan bantuan yang dibcribn bmi 
sampaikan te.rima kasih. 

i"'uw Bt~H"*-/.Jrl 
i.I.RJ MJ?f(;q.rv., i1;t:... y ~- 'tn/? 
&t' ~ IC<I'e. >01-,:._, ~t;A • 

;'),.., ~· 
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UNIVERSITAS INDONESIA 
FAKULTAS HUKUM 

Kampns Barn ill, Depuk 16424, Indonesia 
Telp. (021) 7270003, 7863442, 7863443, 7863288, 7872377 
Faks. (021) 7270052, E-mail: efbaui@makara.csu.ni.ac.id 

Nomo" 308/PN.FHUI/IZ/2008 
Lamp. :-

Hal : Permohonan lzin Mcmperoleh Data 

Kepada Yth, 
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
Propinsi DKI Jaka.tta 

-]alan Letjen S Parman No. 7 Jakarta Barat 
di 
Jakair:a. 

Dengan horniat, 

'Se:mbungan dengan penulisan Tesis. berjudul : » Ala'bat Hukum Terhadap Perja.tJjian 
P.·rkswirum Y.wg Tidak Disahkan Oleh Pegawai Pencatlit Perkawimm Bagi W""l'" 
Ncgarn Indoneshl. Yan,g- Melangsungkan Perkawinan Diluar WJ/ayah Indonesia n pada 
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum _Universitas-Indonesia, dengan inl 
kami mohon agar kepada mahasiswa : -

Nama : lmelda Julia Gozal, S.H. 
NPM • 0706176725 

dapat di izinkan untuk memperoleh data serta wawancnra yang berhubungan dengan 
penulisan tersebut. -

Demikian permohonan ini buni ajukan. atas perhatian dan bantuan yang cltbertkan kami 
sampaikan terima kasih. -

I 
I 
I 
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UNIVERSITAS INDONESIA 
FAKULTAS HUKUM 

, ~mpus Baru UI, Depok 16424, Indonesia 
Telp. (021) 7270003, 7863442, 7863443, 7863288, 7872377 
Faks. (021) 7270052, E-mail : efhaui@makara.cso.utac.id 

No;:nor' 353/PN,FHUl/01/2009 
Lamp. :-
Hal : Pemmhonan Itin Memperoleh Data 

Kepada Yth, 
Notaris Ueke Liana Devi Tukgali, S.H., M.H., M.Kn. 
Jl. Mandaln Raya No. 16 • 18 Tornang, Jakarta Barat 11440' 
di 
Jakarta. 

Sehubungan dengan penulisan T~i.s berjudul :- "Aldhat Hukum Terb.adap Perjim}ian 
Perkawinan Y..ng Tidak DHahkar:o 0/eh Pegawai PencatJ.t Perkawinan Bagi W;u:ea 
Nega.r8. Indonesia Yang MelangsUngkan Pcrkawina.n di Luar Wilayab Indonesia u pada 
Pre ;ram Studi Magister Kenotatiatan Fakultas "1-IU.k:um Universitas Indonesia, dengan ini 
kat tf mohon agar kepada mahasiswa: 

Nama 'Imelda Julia Gozal, S.H. 
}.'PM , 0706176725 

dapat di izlnk.an unruk memperoleh data seua wawancara yang berhubungan dengan 
peit~lisan tersebllt. . 

-:, 

De·nik.ian permohonan ini kami ajukan, atas perhatian dan bant}J.an yang diberikan bmi 
san paikan tedma kasih. 

,, 

(. ~w.l. ~}· 

2009 

Stiryandono, S.H., Jvl,H. 
005 

' 

! 
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No: LKIC. 00278lJ2 

TANDA BUKTI LAPO~<\N PERKA WIN AN 
NOMOR: 201/KHS/l/119171200512006 

Pada hari ini Senin~----tanggal tiga Nopember tahun duaribu enam, saya 
Drs.H. KHAMIL ABDUL KADffi. MSi., Kepa!a Dinas Kependudukan dan 
Catalan Sipil Provinsi DKI Jakarta, Ielah menerima iaporan perkawinan iuar negeri 
menurut Stbld. 1917 No.J30 Jo.l919 No.& I, antara: 

Nama 
Warganegara 
Tempat!Tgl.lahir 
Bukti Diri 
Alamat 

Nama 
Warganegara 
Tempat!Tgl.lahir 
Bukti Diri 
Alamat 

Irawan TJANDRA 
Indoensia 
Solo, 25 Aprill951 
KTP DKI Jakarta No. 09.5306.25045 L0099 
Taman Gandaria Kav. 30 RT.006/003 
Kel. Gandaria Selatan, Kec. Cilandak, 
Kotarnadya Jakarta Selatan. 

dan 

VTVI DESVITA 
Indonesia 
Jakarta, 4 Desember 1966. 
KTP DKI Jakarta No.09.5006.441266.0252 
Jl. Cendana No.!! RT.002/00 l Kel. Gondangdia, 
Kec. Menteng1 Jakarta Pusat. 

Perkawinannya telah dilaksanakan di HONG KONG, Reg. No. BH4626 pada 
tanggal 7 September 2005 

Tanda Bukti Laporan PerkawiJlan ini b.ukan merupakan akta perkawinan. 

uYu"ABDUL KADIR. MSi. 
NIP. 470023651 
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Catalan pinggir pada tanda bukti laporan perkawinan ini menyatakan bahwa berdasarkan Penetapan 
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor duaratus enampuluh enarn garis miring Pdt titik P garis miring 
duaribu delapan garis miring PN titik JKT titik Sel. tanggal sembilan Oktober duaribu delapan, tercatat 
dalarn daftar perubahan dan perbaikan Nomor ; 19/PERBIWNl/2008, yang menetapkan dan 
memerintahkan untuk meneatatkan Petjanjian Kawin (Diluar Persckutuan Harta Benda) No.22 tertanggal 
13 Juli 2005 yang dibuat dihadapan EDI PRIYONO, SH. Notaris di Jakarta tertmggal 13 Juli 2005 
dalam Tllllda Bukti Laponm Perkawinan Nomor 2011KHSill/l917/200512006 tertanggal 03 Nopcmber 
2006.--------""-"""_____ __,, ____ , ___ ,,,,,,_, ____________ _ 

I . 
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P E N E T A P A N 
No. 266/Pdt.PI2001l!PN.JKT SeL 

[ SALINAN I FOTO COPY I 
/ 

Pengadilan Negeri Jakarta Se1atan yang mengadili perkara-perkara perdata pada 

tin~kat pertama.. telah memberikan Penetapan seba~ai berikut di bawah ini atas permohonan 

dari: 

lllAWAN TJANJ>M dan VIVI DESVITA SOELEIMA.N, pasangan suami 

istri, berairunat di Taman Gandaria K.av. 30, Rt.OO&!Rw.003, Kelurahan Gandaria 

Sclatan, Kecamatan Cfla.ndak, Je.karta Selatan, selanjutnya disebut sebagai 

PEMOUON; 

Pengndilan Negeri tersebut ; 

T~!ah membaca surat-surat dalam berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ; 

Telah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan; 

TENIANG DUDUKNY A PERKARA 

Menimbang. bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 

September 2008, yang telah didaftarkan di Kepaniterrum Pengadiian Negeri Jakarta Selatan 

p!lda !llnggal September 2008 diba:wah register No. 266/Pdt.P/2008/PN.JKT Sel., t<lah 

mengemukakan hal~hal sebagai berlkut : 

1, Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 September 2005 

di Hongkong, dan _perka'l.!ri.nan tersebut teiah di1aporkrul ke Dinns Kependuduklm dan 

Catatan Sipil Propinsi DKJ Jakarta pada tangga! 3 Nopember 2006, sesuai dengan Tanda 

Bukti Lapornn Perkawinan No. 20IIKHSIWI917/200512006; 

2. Bahwn sebelum melangsMgkan perkawinan Para Pemohon telah sepakat membuat dan 

rnenandatangani Petjanjian Kawin No. 22, tanggal 13 Juli 2005 yang dibuat dihadapan 

BDI PRIYONO, SH .• Notaris di Jakarta; 

3, Bahwa oleh karena kesibukan dan sesua.tu hal, maka dilakukan pengecekan pada Kantor 

Catatan Sipil·DKI Jakarta. dan temyata Pexjanjian Kawin No. 22 tanggal 13 JuH 200St 

tidak terdafla.r da!am register pada Kantor Catatan Sipil DKI Jakar::1 : 

,. 
I 
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ll!i!tm>a oieh karena itu, Pemohon mengajukan permohonan pada Pengadil.an Negeri 

. • ·~ Jl J llbrta SclaL1.n agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerbitkan Penetapan untuk 

'mem<'!intahlkanKantor Catatan Sipil DKI Jakarta mendaftarkan dan mencatat Peljru:1jian 

Kawin No, 22 tanggal 13 Juli 2005 yang dibuat dihadapnn ED! PlUYONO, SH., Notaris 

di Jakarta. da.lam. register ya.ng tersedia Ul'ltuk: itu di Kantor Catatan Sipil DKl Jakarta; 

Berdasarkan hal-hal tetsebut di a.tas, mohon Pengadilan Negeri Jnkarta Seiatan 

mengabulkan permohonan Pernohon sebagai berikut : 

1. Mengabulkan pennohonan Para Pemohon seluruhnya ; 

2. Menyatakan pedcawinan Para Pemohon yang dilangs:ungkan di Hong Kong, pada. 

ta.nggal. 7 September 2005, dan perka.wi.nan tersehut telah dilaporlom ke Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta pada tanggal3 Nopember 2006, 

sesuai dengan Tan<lli Bukti Laporan Perkawinan No. 201/KHSm/19171200512006, 

dengan perja.njian kavrin ; 

3. Memerintahkan Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta untuk mencatat Petjanjian Kawin No. 

22 tangga1 13 Ju(i 2005 dalam Akta Perkawinan Para Pemohon dalam register yang 

tersedia untuk itu di. Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta ; 

4, Biaya~biaya rnenurut hukum ; 

Menimbang. bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, teJah datang 

mengb:adap Para Pemohon tersebut di atas dan setelah permohonan dibacakan atas 

pertnnyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan temp pada permohonannya ; 

Menimbang. bahwa untuk memperkuat dalil pennohonannya tersebut, Para 

Pemohon teltili mengajukan bukti-bukti :surat berupa foto copy yang telah dibuhuhi meterai 

secukupnya dan telah dioocokkan den&an aslinya sebagai berik.ut : 

I. 

2. 

3. 

4. 

Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 09.5306.250451.0099 atas nama ltawan Tjandra 

(Bukti P·l); 

Foto copy Kartu Tanda Penduduk No, 09,5006.441266.0252 atas nama Vivi Desvita 

Soelciman (Bukti P·2) ; 

Certificate Of Marriage antara Irawan Tjandra dan Vi vi Desvh.a Soelei.man tertanggal 7 

September 2005 (Bukti P-3) ; 

foto copy Tanda Bukti Laporan Petkawinan No. 201/KHS/Il/191 7/200512006 tanggal 3 

Nopemhcr 2006 (llukti P4): 

Akibat Hukum..., Imelda Julia, FH UI, 2009



3 

copy Pe~lllljilln Kawin No. 22 tangglll 13 Juti 2005 yang dibuat dihadapan Edi 

I'>J~ono, SH. Notaris di JakartJt (Bukti P-5) ; 

~~~:.!"c>tOCOF•Y F;lll1:u Keiuarga No, 100946 atas nama Kepalo. Keluargn Ira wan Tjandra, yang 

dikeiuarkan oleh Kelurahan Gandaria Selatan, Kec. Cilandak. Jakarta Selatan {Bukti P-

6); 

7. }'oto copy K.artu Keluarga WNl No. !602.000057 a<as ruuna Kopala Keluarga Ny. Sally 

M.S. Soelelman, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Gondnngdia, Kee. Menteng, Jakarta 

Pusat(BuktiP-7); 

Menlmbang, bahwa selain mengajukan surat~surat bukti tersebut di atas, Pemohon 

juga. mengajukan saksi~sak.si yang setelah bersumpah I lx:~anji menurut cam agamanya 

masing-masing. telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : 

I. GINARS!H, peremp1lllll, tempat I tanggllllahir: Megelllllg, tanggllllO Oktober 1973, 

agama Kristen, alamat Aneka Elok Elok D.l No. !6, Rt.004/Rw.009, Kaluraben 

Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Tiruur ; 

Babwa sak.si kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah sekretaris dari Pemohon 

(Ibu Vi vi Desvita ; 

Bahwa setahu saksi, Para Pemohon (lrawan Tjandra dan Vivi Desvita Soeleiman) 

telah me1angsungkan perkawinan pada tanggal 7 September 2005 di Hong Kong ; 

Bahwa Para Pemohon sebelum melangsungkan perkawinan terlebih dahulu telah 

sepakat uotuk membuat Akta Perjanjian Kawin j 

Bahwa Akta tersebut adalsh Akta Perjanjian Kawin No. 22 tanggal 13 Juli 2005, 

yang dibuat dihadapan Edi Priyono, SH.J Notaris di Jakarta; 

Bnhwa Para Pemohon sebenamya ingin mendaftarknn Akta Peljanjian K.awin 

terscbut, namun oleh karena kesibukan Para Pemobon, makn Akta Perjanjian Kawi.n 

tersebut belum didaftarkllll didlllam register pada Kanror Calatan Sipil DK.I Jakarta ; 

Bahwa untuk hal tersebut di atas diperlukan suutu penetapao. dari PengadUan Negeri 

setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ; 

2. KETUT SUMARTE, lald-laki, tempat I tanggal lahlr : BR. Harjosari 15 Juli 1972, 

a.gama Hindu, a!amat JL Nusa lndah VI12128. Rt. 001/Rw.003, Ke(urahan Malaka Jaya., 

Kecamatnn Duren Sawit, Jakarta Timur ; ~· 

Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi sebagoi ;;upir dari Pemohon 

(lrawan Tjanilia); 
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( ~J1h•1a setahu sak.si Para Pemohon membuat Akta Pmjanjian Kawin No. 22 tanggal 

Juli 2005 di Kantor Notaris Edi Priyono~ SH ; 

Bahwa benar Akte Perjanjian Kav.rin Para Pemohon tersebut belu.m didafuu:kan di 

Kantor Camtan SipU DKI Jakartn ; 

Bahwa Para Pemohon telah mendatangi Kantor Catatan Sipil DKllak.arta, namun 

Akta Perjanian Kawin tersebut teiambat didaftarkan chili Para Pernohon ; 

Bahwa benar dalarn pembuatan pe.Ijanjian kawin tersebut tidak ada pihak yang 

dirugikan; 

&hwa tujuan dibuatnya Akta Perjanjia.n Kawin adalah menjaga agar harta bawaan 

tetap menjadi milik masing~masing apabila teijadl perceraia.."l ; 

Menimbang. bahwa untuk menyi!lgkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu 

ya:ri.g terurai dalam Berita Acara di persidangan tennuat dan merupakan bagia.n yang tidak 

terpisahkao dengan putusan ini ; 

Menimbang. bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajuk:an se.suatu apnpun lagi 

dan memohon Pcnetapan ~ 

Menimbang, bahwa berdasarkan pe:rmohonan Pemohon don dihubungkan dengan 

bukti-bukri sumt bertanda P-l sld P-7 dan keterantsan saksi-saksi di persjdanian, maka 

terungkap fakta·fakta sebagai berikut : 

Bahwa Pam Pemohon telah membuat Akta Perjanjian Knwin No. 22 tanggal 13 Juli 

2005, yang dibuat dihadapan Edi Priyono, SH. Notarls di Jakar..n; 

Bahwa Akta .PCJjanjian Kawin No, 22 tanggal 13 Juli 2005 tersebut dibuo..t sebelum Para 

Pemoht;m menilqili ; 

Bahwa Para l?emohon rnenikah pada tangljl:al 7 September 2005 di Hong Kong dan 

pemikahan tersebut tclah dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Provinsi DIG Jakarta sesuai bukti. P-4 ; 

Bah'-"1.1 Para Pemohon ingin agar Akta Peljaojian Ka\Yin No. :22 tanggal 13 Juli 2005 

dida.ftarkan pada Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta ; 

Bahwa untuk keper1uan tersebut. diperlukan Penetapan Pengadilan dalam hal ini 

PengadUrm Negeri Jakarta Selat.an; 

Menimbang. bnhwa beroasarkan falcta-falcta tersebut, Hakim akan 

mempertimbangkan hal~hal sebaga.imana dt bawah ini ; 
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l..,. I '?l Menimbang, bah\\'3 maksud dan tujuan permohonan Pam Pemohon adalab agar 

'$~n1llil,~an Negeri Jakarta Selatan memecintahkan Kantor Catntan Sipil Propinsi DIG 

~~/lir untuk mendaftarlamlmencamt Akte Perjanjian K"'-''in No. 22 ter!Jmggall3 Juli 2005 

lllfg dil>Ullt dihlldapan Edi Priyono, SH., Notarls di Jakarta ; 

Menimbang, bah'Wa apa yang dimohon oleh Para Pemohon bukanlah sesuatu yang 

bersifat perintah atau larangan berbuat yang dapat mcrugikan pihak ketiga serta tidaklah 

merusak ketertiban umum dan tidak pula berterltangan dengan undang"undang dan pernturm 

hukum yang berlaku ; 

Menimbang, bahwa berda.sarknn fakta~fakta tersebut dJ atas. dari rangkaian 

pertimbangan tersebut. maka Hakim betpend&pat bahwa tuntutan Para Pemohon tersebut 

pada angka 1 dan angkn 3 cukup beralasan dan ti.dak bertentangan dengan hukum dan 

peratunm pernndang-undangan yang berlaku. sehingga patul untuk dikabu1k:an ; 

Menimban~ bahwa berdasarkan pertimbang.an-pertimbangan tersebut di atas, 

maka permohonan Pam Pemohon dikabulkan untuk sebagian; 

Menimbang, bahwa oleh karena pennobonan Para PeJUobon dikabulkan, maka 

biaya yang tirnbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang 

jumlahnya disebutkan dalam Arnar Penetapan ini ; 

Memperhatikan pasa.l~pasal dari Undang~Undang dan ketentuan Hukum lair.w.ya 

yang benmngkutan ; 

MENETAPKAN 

1. Mengabulkan perrnohonan Para Pemohon seiuruhnya ; 

2. Menyatakan pcrkawinan Para P~mohon yang dilangsungkan di Han~ Kong, pada 

taoggal 7 September 1005, dAn perlmwinan tersebut relah dilaporkan ke Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta pada tanggal 3 Nopember 2006, 

sesuai dengan Tanda Bukti Laporan Perkawinan No. 20!/KHS/ll/1917/2005/.l006, 

dengrul petjanjian kawin ; 

3. Memerintahkaa Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta untuk mencatat Perjaajian Ka'Win No. 

22 tangga! 13 Ju!i 2005 dalam Akte Perkawinan Para Pemohon dalam register yang 

tersedia untuk itu di Kantor Catatan Sipil DKl Jakarta ; 

4. Membebankan kepada Pam Pemohon untuk membayar biaya perka'ra sebesar Rp. 

101.000,- (seratus satu ribu rupiah); 
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Demikian ditetaplum di Jakarta pada hari : KAMJS, tanggal 09 Qktol)er 2008, 

hati itu dibacakan dimuka persidangan yang terbukn untuk. umum oleh : 

i!lJ''I' ANT<:l, SH. Haltim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan dibanru oleb ANT,ES 

NDARNI, SB. Panitera Pcngganti, serta dihadirl oleh Para Pemohon ; 

PA<'l!TERA PENGGANU 

t t d., 

ANIES SUNDt,RNJ;, SH. 

Biaya-biaya : 

Meterai 
Redaksi 
Pencatat.an 
Panggilan 
Jumlah 

Rp. 6.000,­
Rp. 5.000,­
Rp. 30.000,­
Rg, 6Q,QOO,-
Rp, 10!.000,-

HAKIM tersebut., 

] t t d. 

HARYANTO, SH. 

l 
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Pertama 
;:--:-:-;o;--- ~Penetapan Perkara ~erdata Galarn tingkat B;:mdim: 
FotoCopy ~ 

Dari: 
Peng!!dilan Ncgeri Jakarta Se!acan 
Ps!!Aatli!en Tinggi :OI§ 1ltbm:l 
!\4-;,BJull!l~~ ~!'1 ~e~81ik ludone~« · 

Tnnggal 09 Oktooer 2008 

Nomor: 266/?.:l t. P/2008/PN. Jkt, Sol 

~~~=~:esuai dengan: aslinya pacla tanggal ________ 1c_)~O="k,-t:_:o~b~e~r....=20"-0~8 

:o-:--,,--- httt:Ji!'i.i/ Penetapan ini dikeluarkan pa.da tanggal 1 3 Oi<tober 2~08 
Foto Copy 
Atas Pennohonan; Para PE>mohon. 

Tanda Bnyar di kas / 
Leges Rp. 3.000,-

- './ Upah tulis ; Rp 1 • eoo I-
Materai : Rp 6 • 000 - + 
Jumlnh o Rp.==='1;;;0~·2f800~c;-'= ( ParafPenerima) 

PERHATJAN; 
- Caret yang tidak perlu 
- Sesuaikan selalu tanggal dan nomor Putusan I Penetapan 

Serta nnma-narna yang terdapat pada map turunanlfoto copy 
PUTUSAN I PENETAPAN HALAMAN PERTAMA dan lembar ini 

) 
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